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Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan ikhtisar yang 

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 

2021 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada 

Tahun 2021. 

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan 

disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi 

kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui 

penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana 

strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu 

serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi  Pemerintahan dan  

tata  cara  pengendalian  serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 tertuang 

perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, 

Reviu Renstra 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021 

serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2021, evaluasi 

dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.  

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui 

analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan 

sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan 

kinerja.  
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Perubahan nomenklatur dan target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 menyesuaikan 

dengan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang berlaku per 1 Oktober 2021. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang 

bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus 

menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi 

perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Surabaya pada tahun selanjutnya. 

 
 

 

Surabaya, 18 Februari 2022 

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya 

 

 

 

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid. 
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Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban 

untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 

2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Per tanggal 1 

Oktober 2021 telah ditetapkan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu 

Renstra yang telah ditetapkan oleh BPOM, sehingga terdapat perubahan nomenklatur dan jumlah 

indikator menjadi 30 indikator. Dari 11 sasaran strategis, diperoleh semua sasaran strategis 

memperoleh capaian “BAIK”. 

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi 

syarat di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 107,13% dengan kriteria BAIK; 

2. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 

96,53% dengan kriteria BAIK; 

3. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NPS 

sebesar 96,99% dengan kriteria BAIK; 

4. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat 

dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 106,84% 

dengan kriteria BAIK; 

5. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 100,11% dengan 

kriteria BAIK; 

6. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 97,82% dengan 

kriteria BAIK; 

7. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana 

Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 105,74% dengan kriteria 

BAIK; 
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8. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di 

Surabaya yang optimal dengan NPS sebesar 100,08% dengan kriteria BAIK; 

9. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang 

berkinerja optimal dengan NPS sebesar 97,78% dengan kriteria BAIK; 

10. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan 

informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 106,21% dengan kriteria BAIK; 

11. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara 

akuntabel dengan NPS sebesar 102,88% dengan kriteria BAIK. 

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 antara 87,98% sampai 

dengan 117,96%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja Pengawasan Obat dan Makanan” disebabkan adanya pandemic covid 19 sehingga kinerja BBPOM 

di Surabaya kurang maksimal (lebih mengutamakan pengawasan obat dan makanan secara daring 

daripada secara langsung), selain itu juga adanya isu sensitive terkait vaksin covid 19 (seperti vaksin 

nusantara dan ivermectin) di tahun 2021. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator 

“Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 117,96%.  

Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung 

pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan 

diperoleh bervariasi antara 0 hingga 1 (Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan). 

Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Berdasarkan 

perhitungan efisiensi anggaran per sasaran strategis, terdapat 4 sasaran strategis yang dinyatakan tidak 

efisien dan 8 indikator yang tidak efisien, hal ini disebabkan karena capaian sasaran dan indikator lebih 

kecil dari realisasi anggaran yang dipergunakan. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat 

dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar 

POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.526.716.000,-, namun 

mengalami revisi DIPA APBNP karena penghematan dan penambahan belanja pegawai hingga menjadi 

Rp. 45,856,819,000,-. Realisasi anggaran tahun 2021 adalah Rp. 45,834,343,279,- atau 99,95%. 

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka 

meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021. 

 

Surabaya, 18 Februari 2022 

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya 

 

 

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.
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Selama tahun 2021, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menerima beberapa 

penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain : 

1. BBPOM Surabaya berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari 

Kementrian PAN dan RB. 

 

2. BBPOM Surabaya mendapat penghargaan Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection 

Award 2021 Kategori Pemerintah dengan peringkat GOLD dari Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional Republik Indonesia.  

 

3. Laboratorium BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan dari Pusat Penelitaian dan 

Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan karena telah berpartisipasi pada 

HIGHLIGHT 
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Program Pemantapan Mutu Eksternal Deteksi Virus SARS-CoV-2 dengan metode Real Time 

Polymerase Chain Reaction (qPCR) dengan nilai PENUH. 

 

4. BBPOM Surabaya mendapat penghargaan atas pencapaian kinerja terbaik Kategori Pagu Besar 

dengan nilai IKPA Sangat Baik dari KPPN Surabaya. 

 

5. BBPOM Surabaya mendapat apresiasi Satker Terbaik Dalam Kinerja Ketepatan Penyampaian 

Data Kontrak tahun 2021 dari KPPN 

 

6. BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan peringkat V Pengguna Kartu Kredit Pemerintah 

Tahun 2021 sebagai Satker Terbaik dengan Jumlah 26 transaksi KKP dari KPPN Surabaya II. 
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7. BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan peringkat II Pengguna Kartu Kredit Pemerintah 

Tahun 2021 sebagai Satker Terbaik dengan Nilai Transaksi Sebesar Rp.293.837.505,- dari KPPN 

Surabaya II. 

 

8. BBPOM Surabaya berhasil mendapat nilai AKIP “A” dan mendapat peringkat pertama Nilai 

AKIP tertinggi dibandingkan semua Balai di seluruh Indonesia. 

9. BBPOM di Surabaya merupakan Balai di lingkungan Badan POM yang berhasil menerbitkan  

sertifikat SKI/SKE tertinggi dengan jumlah 18.041 sertifikat.    

10. BBPOM di Surabaya berhasil melakukan intervensi dan pendampingan sehingga SD Negeri Model 

Kota Malang sehingga mendapat Juara I Sekolah SD Dengan KOmitmen dan Inovasi 

PJAS Terbaik dari Badan POM. 
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11. Tim AOC BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan sebagai Tim AOC dengan Rencana Aksi 

Terbaik II tahun 2021 kategori UPT dari Badan POM. 

 

12. BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan Unit Kerja dengan Penghargaan Terbanyak 

Peringkat II dari Badan POM 
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13. BBPOM di Surabaya mendapat penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM 

dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dari BPOM. 

 

14. BBPOM di Surabaya mendapat Nilai Indeks Persepsi RB dan Nilai Indeks Persepsi BUdaya 

Organisasi terbaik dintara UPT di seluruh Indonesia. 

15. BBPOM di Surabaya berhasil melakukan intervensi dan pendampingan terhadap SMPN I Beji 

sehingga masuk nominasi 5 besar Sekolah SMP dengan Komitmen dan Inovasi PJAS Terbaik 

Tingkat Nasional.  

16. BBPOM di Surabaya berhasil melakukan pendampingan terhadap Kader Sitta Nurrina Hasyim 

sehingga masuk nominasi 5 besar Kader Keamanan Pangan Desa Terbaik Tingkat Nasional. 

17. BBPOM di Surabaya berhasil melakukan intervensi dan pendampingan terhadap Pasar Wage 2 

Nganjuk sehingga masuk nominasi 7 besar Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 

Terbaik Tingkat Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 11 

 
Daftar Isi 

 

 
Halaman 

KATA PENGANTAR Error! Bookmark not defined. 

KATA PENGANTAR Error! Bookmark not defined. 

IKHTISAR EKSEKUTIF Error! Bookmark not defined. 

HIGHLIGHT Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR ISI Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR GAMBAR Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR TABEL Error! Bookmark not defined. 

BAB I        PENDAHULUAN Error! Bookmark not defined. 

1.1. Latar Belakang 19 

1.2. Gambaran Umum Organisasi 20 

1.3. Struktur Organisasi 21 

1.4. Aspek Strategis Organisasi 23 

1.5. Analisis Lingkungan Strategis 24 

1.6. Isu Strategis 26 

BAB II       PERENCANAAN 33 

KINERJA 33 

2.1. Rencana Strategis 33 

2.2. Rencana Kerja Tahun 2021 35 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 36 

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 39 

2.5 Metode Pengukuran 39 

BAB III     AKUNTABILITAS Error! Bookmark not defined. 

KINERJA Error! Bookmark not defined. 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 46 

3.2. Realisasi Anggaran 170 

DAFTAR ISI 

../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465045
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465045
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465046
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465046
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465047
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465047
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465048
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465048
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465050
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465050
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465051
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465051
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465052
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465052
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465053
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465053
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465060
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465060
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465061
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465061
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465067
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465067
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465068
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465068


 

  

Daftar Isi 

 

12 
 

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 171 

BAB IV       PENUTUP Error! Bookmark not defined. 

4.1 Kesimpulan 179 

4.2. Saran 180 

LAMPIRAN Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465073
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465073
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465076
../RIA/LAKIP%202020/LAPKIN%20BBPOM%20SURABAYA%202020_15feb21.doc#_Toc64465076


 

  
 13 

 
Daftar Isi 

 

 

 
 

Gambar 1.  Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya ............................................................... 21 
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM .......................................................... 25 
Gambar 3.  Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur................................. 26 
Gambar 4.  Visi dan Misi .................................................................................................................................. 33 
Gambar 5.  Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya ....................................................................... 34 
Gambar 6.  Kriteria Pencapaian Indikator ........................................................................................................ 43 
Gambar 7.  Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance ................................... 46 
 

 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR GAMBAR 



 

  

Daftar Tabel 

 

14 
 

 
 

 
Tabel 1.  Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan... Error! Bookmark not 

defined. 
Tabel 2.  Rencana Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya ............................................................ 35 
Tabel 2.  Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 .......................................................... 36 
Tabel 3.  Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 .................................... 39 
Tabel 4.  Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 ...................................................................................... 47 
Tabel 5.  Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis .................................................................................. 47 
Tabel 6. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................. 48 
Tabel 7.  Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 ....................................................... 50 
Tabel 8.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2019 dengan 

tahun 2021 ..................................................................................................................................... 51 
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan target renstra 

2024 ............................................................................................................................................... 51 
Tabel 10.  Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara 

dan IKU BPOM ................................................................................................................................ 51 
Tabel 11.  Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 ................................................ 54 
Tabel 12.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 

dengan tahun 2021 ......................................................................................................................... 55 
Tabel 13.  Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan target 

renstra 2024 ................................................................................................................................... 55 
Tabel 14.  Perbandingan Realisasi Persentase makan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara 

dan IKU BPOM ................................................................................................................................ 56 
Tabel 15.  Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 ... 57 
Tabel 16.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2019 dengan tahun 2021 .................................................................................. 58 
Tabel 17.  Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

tahun 2021 dengan target renstra 2024 .......................................................................................... 59 
Tabel 18.  Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM.............................................................................. 59 
Tabel 19.  Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021

 ....................................................................................................................................................... 61 
Tabel 20.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan 

hasil pengawasan tahun 2019 dengan tahun 2021 ......................................................................... 62 
Tabel 21.  Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2021 dengan target renstra 2024 ..................................................................... 62 
Tabel 22.  Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM ......................................................... 62 
Tabel 23.  Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan  aman dan 

bermutu Tahun 2021 ...................................................................................................................... 68 
Tabel 24.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap  

Obat dan Makanan  aman dan bermutu tahun 2019 dengan tahun 2021 ....................................... 69 
Tabel 25.  Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan 

Makanan aman dan bermutu tahun 2021 dengan target renstra 2024 ........................................... 69 

DAFTAR TABEL 



 

  
 15 

 
Daftar Tabel 

 

Tabel 26.  Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara 
dan Capaian Nasional ..................................................................................................................... 70 

Tabel 27.  Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 ................................................................................. 75 

Tabel 28.  Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 
pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target renstra 2024 ................... 77 

Tabel 29.  Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 
pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan Balai setara dan Capaian Nasional
 ....................................................................................................................................................... 77 

Tabel 30.  Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 . 79 
Tabel 31.  Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 

tahun 2021 dengan target renstra 2024 ......................................................................................... 81 
Tabel 32.  Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara 

dan Capaian Nasional ..................................................................................................................... 81 
Tabel 33.  Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021 ..................... 85 
Tabel 34.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 

tahun 2019 dengan tahun 2021 ...................................................................................................... 85 
Tabel 35.  Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2021 

dengan target renstra 2024 ............................................................................................................ 86 
Tabel 36.  Perbandingan Realisasi Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 

tahun 2021 dengan Balai setara dan Capaian Nasional .................................................................. 86 
Tabel 37.  Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 

2021 ............................................................................................................................................... 90 
Tabel 38.  Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi tahun 2021 dengan target renstra 2024 .......................................................................... 92 
Tabel 39.  Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM .............................................................. 92 
Tabel 40.  Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku 

kepentingan tahun 2021 ................................................................................................................ 94 
Tabel 41.  Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti 

oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan target renstra 2024 ............................................ 95 
Tabel 42.  Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti 

oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM ............................... 96 
Tabel 43.  Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2021 .. 97 
Tabel 44.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan 

Tepat Waktu tahun 2019 dengan tahun 2021 ................................................................................. 98 
Tabel 45.  Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

tahun 2021 dengan target renstra 2024 ......................................................................................... 99 
Tabel 46.  Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM ............................................................................. 99 
Tabel 47.  Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021

 ..................................................................................................................................................... 103 
Tabel 48.  Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan tahun 2019 dengan tahun 2021 ................................................................. 104 
Tabel 49.  Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

tahun 2021 dengan target renstra 2024 ....................................................................................... 104 
Tabel 50.  Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM ........................................................................... 104 
Tabel 51.  Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan ................ 106 
Tabel 52.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan tahun 2019 dengan tahun 2021 ................................................................. 107 
Tabel 53.  Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

tahun 2021 dengan target renstra 2024 ....................................................................................... 108 



 

  

Daftar Tabel 

 

16 
 

Tabel 54.  Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 
tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM............................................................................ 108 

Tabel 55.  Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021 ............................................................................. 111 
Tabel 56.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2019 dengan tahun 2021 .... 111 
Tabel 57.  Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 dengan target renstra 2024............ 112 
Tabel 58.  Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 dengan Balai setara dan Capaian 

Nasional ....................................................................................................................................... 112 
Tabel 59.  Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB Tahun 2021 .................... 115 
Tabel 60.  Perbandingan Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB tahun 2021 

dengan target renstra 2024 .......................................................................................................... 116 
Tabel 61.  Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 ................................................... 118 
Tabel 62.  Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target 

renstra 2024 ................................................................................................................................. 119 
Tabel 63.  Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara 

dan IKU BPOM .............................................................................................................................. 120 
Tabel 64.  Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2021 ............ 122 
Tabel 65.  Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 

2021 dengan target renstra 2024 .................................................................................................. 123 
Tabel 66.  Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara 

dan target sebelum pandemi ........................................................................................................ 123 
Tabel 67.  Jumlah desa pangan aman tahun 2021 ......................................................................................... 126 
Tabel 68.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman tahun 2019 dengan tahun 2021 127 
Tabel 69.  Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan target renstra 2024 ........ 127 
Tabel 70.  Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM

 ..................................................................................................................................................... 128 
Tabel 71.  Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 .................................................. 130 
Tabel 72.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2019 dengan 

tahun 2021 ................................................................................................................................... 131 
Tabel 73.  Perbandingan Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 dengan target 

renstra 2024 ................................................................................................................................. 132 
Tabel 74.  Perbandingan Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 dengan Balai setara 

dan IKU BPOM .............................................................................................................................. 132 
Tabel 75.  Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 ................ 134 
Tabel 76.  Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 

dengan target renstra 2024 .......................................................................................................... 136 
Tabel 77.  Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 

dengan Balai setara dan IKU BPOM .............................................................................................. 136 
Tabel 78.  Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 ......... 139 
Tabel 79.  Perbandingan Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 

2021 dengan target renstra 2024 .................................................................................................. 140 
Tabel 80.  Perbandingan Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 

2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM ...................................................................................... 141 
Tabel 81.  Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021

 ..................................................................................................................................................... 143 
Tabel 82.  Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan tahun 2021 dengan target renstra 2024 ........................................................................ 145 
Tabel 83.  Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM ............................................................ 145 
Tabel 84.  Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2021 .................................................................... 148 
Tabel 85.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2019 dengan tahun 2021

 ..................................................................................................................................................... 149 
Tabel 86.  Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan target renstra 2024 .. 149 



 

  
 17 

 
Daftar Tabel 

 

Tabel 87.  Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU 
BPOM ........................................................................................................................................... 150 

Tabel 88.  Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 .................................................................... 152 
Tabel 89.  Kategori Penilaian SAKIP .............................................................................................................. 152 
Tabel 90.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2019 dengan tahun 2021

 ..................................................................................................................................................... 152 
Tabel 91.  Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan target renstra 2024 .. 153 
Tabel 92.  Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU 

BPOM ........................................................................................................................................... 153 
Tabel 93.  Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021 ......................................... 155 
Tabel 94.  Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan target 

renstra 2024 ................................................................................................................................. 155 
Tabel 95.  Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan Balai 

setara dan Capaian Nasional ........................................................................................................ 156 
Tabel 96.  Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

tahun 2021 ................................................................................................................................... 158 
Tabel 97.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan 

Makanan sesuai standar GLP tahun 2019 dengan tahun 2021 ...................................................... 159 
Tabel 98.  Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP tahun 2021 dengan target renstra 2024 .................................................................... 159 
Tabel 99.  Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP tahun 2021 dengan Balai setara dan capaian nasional.............................................. 160 
Tabel 100.  Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2021 . 161 
Tabel 101.  Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 

2021 dengan target renstra 2024 ................................................................................................. 162 
Tabel 102.  Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 

2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM ..................................................................................... 163 
Tabel 103.  Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 ................................................ 165 
Tabel 104.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2019 dengan tahun 2021 ...... 166 
Tabel 105.  Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 dengan target renstra 2024 .............. 166 
Tabel 106.  Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM .. 166 
Tabel 107.  Nilai EKA (SMART) BBPOM di Surabaya ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Tabel 108.  Nilai IKPA BBPOM di Surabaya .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Tabel 109.  Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 ...................... 168 
Tabel 110.  Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tahun 2021 dengan target renstra 

2024 ............................................................................................................................................. 169 
Tabel 111.  Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tahun 2021 dengan Balai setara dan 

IKU BPOM .................................................................................................................................... 169 
Tabel 112.  Tingkat Efisiensi Kegiatan ............................................................................................................. 172 
Tabel 113.  Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis ................................................... 173 
 

 
 

 
 



 

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2020 

 



 

  
 19 

 
Bab 1 - Pendahuluan 

 

 
 

1.1. Latar Belakang   

Lingkungan  strategis eksternal  yang dihadapi  oleh BPOM pada tahun  2021-2024 terdiri  dari  2  

(dua) isu pokok,  yaitu kesehatan dalam  peningkatan kualitas  pembangunan manusia  dalam  rangka  

peningkatan daya  saing  bangsa,  serta peningkatan pembangunan sektor  strategis dalam  mendukung  

pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan  perlunya 

peningkatan   pengawasan   kualitas   Obat   dan   Makanan   utamanya    dalam   rangka mengawal  

Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  dan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN), agenda   Sustainable  

Development  Goals  (SDGs), keamanan   pangan,   serta  perubahan iklim dunia. Terkait dengan  isu 

pembangunan pada  sektor  strategis,  Obat dan Makanan merupakan  komoditi yang penting  

keberadaannya pada  struktur  perekonomian nasional. Hal ini ditandai  dengan  kontribusi  industri  

Obat dan  Makanan terhadap perekonomian nasional  dari  sector  nonmigas.  Adapun  isu  terkait  

sosial-ekonomi   global,  khususnya tantangan di bidang  sosial  dan  demografi,  perubahan ekonomi  

dan  sosial  masyarakat perdagangan bebas  dan komitmen internasional  serta perkembangan teknologi 

Menghadapi  tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari  pentingnya   perubahan paradigma 

pengawasan  Obat  dan  Makanan  mulai dari  pengawasan  premarket,  postmarket,  dan penguatan  

dalam  penindakan  terhadap  pelanggaran  dalam  pengawasan  Obat dan Makanan, peningkatan 

kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat  dan pemangku  kepentingan 

terkait. 

Intensifikasi  dalam  pencegahan  antara   lain  dilakukan  melalui  peningkatan  kapasitas pelaku usaha 

sebagai  pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi  dan mendistribusikan Obat dan Makanan, 

serta masyarakat sebagai  kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi  risiko yang akan terjadi, 

disisi  lain adalah  merupakan upaya untuk mengurangi  ketergantungan pengawasan berbasis  jumlah 

SDM. 

Perubahan paradigma  ini juga  disikapi  BBPOM di Surabaya dengan  kebijakan  penguatan kapasitas 

BBPOM di Surabaya untuk  secara  efektif melaksanakan  pengawasan hulu  ke hilir dan  tindak  lanjut 

hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan  publik yang  lebih efisien dan  mendekatkan BBPOM di 

Surabaya ke   masyarakat;  peningkatan  penindakan  yang   bisa   memberikan   efek   jera terhadap 

pelanggaran hukum  atas  jaminan  keamanan,  manfaat,  dan  mutu  Obat  dan Makanan; serta 
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peningkatan pemahaman dan keterlibatan  pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat  dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. 

1.2. Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 

2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja 

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang 

tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis 

dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.  

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan 

masing-masing wilayah kerja sebagai berikut  : 

a. Balai  Besar  POM  di  Surabaya, cakupan pengawasan meliputi  27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, 

Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten 

Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, 

Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan,  Kabupaten Sampang, 

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep). 

b. Loka POM di  Kabupaten  Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6  kabupaten/kota (Kabupaten 

Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)    

c. Loka  POM  di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5  kabupaten (Kabupaten Jember, 

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang) 

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi : 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi 

Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar 

POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat. 
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1.3. Struktur Organisasi 

 

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya 

 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian 

Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan 

uraian fungsi : 

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan 

penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing. 

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:  

a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;  

b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan  

c. Kelompok Jabatan Fungsional.  

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, 
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sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan 

Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.  

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:  

a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;  

b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan  

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat 

dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh 

Kelompok Substansi Penindakan.  

4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di 

bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.  

5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, 

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, 

kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata 

Usaha menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;  

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;  

c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;  

d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;  

e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;  

f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;  

g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan  

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.  

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:  

a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;  

b. Subkelompok substansi umum; dan  

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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1.4. Aspek Strategis Organisasi 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di 

Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, 

BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market 

control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single 

player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk 

memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, 

dengan mendorong penerapan Risk Management Programme. 

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis 

proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan 

program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa 

Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta 

penyidikan dan penegakan hukum.  

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar 

lembaga, yakni :  

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar  (pre-market)  

terlibat  dalam  registrasi/penilaian,  inspeksi  sarana produksi dalam rangka sertifikasi;  

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup:  sampling dan 

pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;  

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk 

pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui 

peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan 

dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektIitas pengawasan Obat dan 

Makanan; 

4. Penegakan  hukum  melalui  fungsi  pengamanan,  intelijen,  dan  penyidikan dalam rangka 

memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan 

kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, 

informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi 

pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat 
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dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong  pelaku  usaha  dalam kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang 

baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan  yang beredar di masyarakat 

memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.  

 

1.5. Analisis Lingkungan Strategis 

Internal 

Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 136 orang. Rincian distribusi pegawai 

berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut : 

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan 

Lokasi Penempatan S2 Apoteker S1 Lain D3 SLTA 
Balai Besar POM di Surabaya 10 52  50 12 12 

 

Sumber Daya Lainnya 

a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 

5.164,673 m2 dan luas bangunan 4.496,09 m2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai 

sesuai standar Laboratorium Badan POM  dan metode analisis terkini.  Balai Besar POM di 

Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan 

laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di 

Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu 

berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. 

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya 

• Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok 

• Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas 

• Laboratorium Pengujian Covid-19 

• Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui 

e-registration. 

• Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan 

Kabupaten Jember.  

Anggaran 
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Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-

063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 50.526.716.000,- 

(lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), mengalami revisi 

DIPA karena penghematan dan penambahan belanja pegawai hingga menjadi Rp. 45.856.819.000,-. 

(empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).  

Eksternal 

Kondisi Geografis dan Demografis 

Provinsi Jawa Timur terletak pada 1110 hingga 111404’ Bujur Timur dan 7012’ hingga 8048’ Lintang 

Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km2. Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur 

terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 

38.610.202 jiwa. 

 

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM 

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi 

industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri 

kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi 

Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, 

Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan 

berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur 

sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini. 
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Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur 

 

1.6. Isu Strategis 

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain: :  

1. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa 

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan 

yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga 

memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada 

pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan 

perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.  

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi 

prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia 

Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible. 

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program 

keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa 

pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel 

dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan 

distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, 

pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana 
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bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online 

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam 

bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan   

untuk   menarik   pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik 

(internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, 

obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, 

penertiban peredaran produk illegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus 

pengawasan BPOM.  Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk 

Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran 

Obat dan Makanan yang tidak aman.  

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di 

Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan 

bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur 

ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang 

baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi,  melakukan sampling dan pengujian laboratorium 

obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit 

dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. 

4. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai 

pelaku usaha pangan desa 

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi 

kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut 

sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di 

perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk 

perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk 

dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu 

Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu 

prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan 

dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun 

tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah 
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terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru 

dapat mengintervensi 514 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah 

desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan 

kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang 

keamanan pangan di seluruh desa. 

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam 

memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif 

masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan 

kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya 

sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat. 

5. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM) 

Tujuan  reformasi  birokrasi  adalah  menciptakan  birokrasi  pemerintah  yang  profesional dengan  

karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja  tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh  nilai-nilai  

dasar  dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana 

Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada 

tahun 2017. Tahun 2020 Balai Besar POM di Surabaya kembali mempersiapkan mengajukan 

predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program 

pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain 

kemudahan akses informasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBBM telah diluncurkan 

beberapa inovasi pelayanan publik antara lain GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Rakyat) 

Jatim berupa pendampingan awal penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan 

fasilitasi pendaftaran pangan kepada UMKM pangan hingga produk pangan yang diproduksi 

mendapatkan ijin edar MD dari Badan POM; SITUPAI (Sistem Telusur Uji Pihak 3) yaitu layanan 

yang terdapat di website www.bbpomsurabaya bagi pengguna layanan pengujian sampel Obat dan 

Makanan dari instansi lain, berupa informasi status proses penanganan sampel sejak diterima hingga 

diterbitkan sertifikat hasil uji; SERASI (Sertifikasi dan Registrasi) berupa Layanan yang terdapat di 

website www.bbpomsurabaya.com bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tata 

cara pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi produk obat dan makanan di Badan POM 

berupa QnA dan video sosialisasi, layanan permintaan audit sarana produksi bagi masyarakat yang 

ingin mendaftarkan produknya berupa status permohonan sejak diterima hingga keluar jadwal audit 

ke sarana.  

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

http://www.bbpomsurabaya/
http://www.bbpomsurabaya.com/
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Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan 

Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas 

sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di 

daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, 

pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan.  Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi 

yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat 

dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. 

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan 

dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian 

difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek 

keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat 

produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM 

Surabaya melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur. 

 

7. UMKM  di Jawa Timur 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, sektor industri 

pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan konstribusi 

terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor 

industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, 

di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan 

pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan. 

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur 

sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih.  

Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan  dan  minuman  adalah   pasar  lokal  Jawa  

Timur,  antar   daerah   di   luar  Jawa  Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor 

ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa 

Timur mempunyai program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memberdayakan para 

santri yang dipelopori oleh pesantrenpreuner oleh Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, 

Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM 

dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu 

rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya 

memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, 
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pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi 

dan Pejuang Muda terus bertambah secara siginfikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM 

yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 

8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori 

oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu 

mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat 

meningkatkan  perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi 

nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM. 

8. Pandemi Covid-19 dan Laboratorium Uji Covid di BBPOM di Surabaya 

Pada 11 Maret 2021, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 

2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali 

diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 

221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.    

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, 

berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes 

massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakukan PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran 

Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2021 (Covid-19), 

K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang 

bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. 

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan 

menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci 

tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak 

melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi 

makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. 

Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from 

home (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui desktop inspection, pelayanan publik 

dilakukan melalui online, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara on-call menggunakan 

sistem piket. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 

dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik 

secara langsung maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk 

digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat 

umum; dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari). 
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Seiring dengan semakin meningkatnya penderita covid 19 di Indonesia, Badan POM merespon 

kebutuhan masyarakat dengan menunjuk beberapa Balai diseluruh Indonesia termasuk Balai Besar 

POM di Surabaya untuk menjadi laboratorium uji covid. Sejak tanggal 10 Nopember 2020 

laboratorium BBPOM di Surabaya telah mendapat akun new all record untuk melaporkan hasil uji 

sampel covid-19 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan tracing 

pasien covid yang positif. Kapasitas uji Laboratorium BBPOM di Surabaya adalah 90 sampel per hari 

dan telah menerima sampel covid dari Dinkes Kabupaten Jember, Dinkes Kabupaten Banyuwangi, 

Dinkes Kabupaten Nganjuk, Dinkes Kabupaten Ponorogo, Dinkes Kabupaten Mojokerto, dan 

BBPOM di Denpasar dengan total 9.077 sampel hingga akhir tahun 2021.



 

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2020 
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2.1. Rencana Strategis 

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan 

Visi dan Misi sebagai berikut : 

 

Gambar 4. Visi dan Misi 

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan 

pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah: 

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 

2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan 

serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 

4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan 

bermutu. 

5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 

BAB II       PERENCANAAN 
      KINERJA 

BAB II  
PERENCANAAN KINERJA 
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6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam 

memberikan pelayanan publik yang prima 

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) 

meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta 

strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-

2024 adalah sebagai berikut :  

 
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya 

 
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di 

Surabaya Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator 

yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024. 

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu 

Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, 

serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 29 indikator menjadi 30 

indikator. 
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2.2. Rencana Kerja Tahun 2021 

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, 

maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 sebagai dasar 

penyusunan anggaran tahun 2021.  

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang 

memenuhi syarat di lingkup BBPOM 

di Surabaya 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 83,6 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat 80 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan  

83,6 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 

51 

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman dan 

bermutu 

 

76 

3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha 

dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan di 

lingkup BBPOM di Surabaya 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian  bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan  

84 

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan  

74 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 

Publik BPOM  

90 

4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan 

sarana Obat dan Makanan serta 

pelayanan publik di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan  

89 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan 

61.6 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

95,5 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan  

51 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan 

57 

 Indeks Pelayanan Publik  4,31 

 Persentase UMKM binaan yang memenuhi 

ketentuan CPPOB 

20 

5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, 

informasi, edukasi Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di Surabaya  

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  91,10 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) Aman 

42 

Jumlah desa pangan aman 19 

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 12 

6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan 

produk dan pengujian Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

85 

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

85 

7 Meningkatnya efektivitas penindakan 

kejahatan Obat dan Makanan lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan 

di bidang Obat dan Makanan 

 

65 

8 Terwujudnya tata kelola Indeks RB BBPOM di Surabaya 92 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

pemerintahan BBPOM di Surabaya 

yang optimal 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 85 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di 

Surabaya yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 

Surabaya 

77 

10 Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan informasi 

pengawasan Obat dan Makanan 

 

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian 

Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

80,5 

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM 

di Surabaya yang optimal 

2 

11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di 

Surabaya secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya 94 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM 

di Surabaya 

Efisien 

(92%) 

 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan  akuntabel  serta  

berorientasi  pada  hasil,  Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk 

mencapai  target  kinerja  seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya 

tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp50.526.716.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus 

enam belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada 

tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan 

serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya. Dengan adanya 

Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya, maka mengakibatkan adanya revisi pada PK tahun 2021 

yang berlaku per Oktober 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp45.856.819.000,- (empat puluh lima 

milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja 

2021 telah disusun menggunakan aplikasi E-Planning. Perubahan Perjanjian Kinerja 2021 dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 (Januari-September 2021)  
sebelum Reviu Renstra 2020-2024 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang memenuhi syarat di lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 83.6 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat 80 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan  

83.6 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 

51 

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman dan 

bermutu 

 

76 

3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha 

dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan di 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian  bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan  

84 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

lingkup BBPOM di Surabaya Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan  

74 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 

Publik BPOM  

90 

4 Meningkatnya efektIitas pemeriksaan 

sarana Obat dan Makanan serta 

pelayanan publik di lingkup BBPOM 

di Surabaya 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan  

89 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan 

61.6 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

95.5 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan  

51 

 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

57 

  Indeks Pelayanan Publik  4.36 

  Persentase UMKM binaan yang memenuhi 

ketentuan CPPOB 

20 

5 Meningkatnya efektIitas komunikasi, 

informasi, edukasi Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di Surabaya  

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  91.10 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) Aman 

42 

Jumlah desa pangan aman 19 

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 12 

6 Meningkatnya efektIitas pemeriksaan 

produk dan pengujian Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

85 

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

85 

7 Meningkatnya efektIitas penindakan 

kejahatan Obat dan Makanan lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan 

di bidang Obat dan Makanan 

 

65 

8 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan BBPOM di Surabaya 

yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 92 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 85 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di 

Surabaya yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 

Surabaya 

77 

10 Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan informasi 

pengawasan Obat dan Makanan 

 

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian 

Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

80.5 

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM 

di Surabaya yang optimal 

2 

11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di 

Surabaya secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya 94 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 

BBPOM di Surabaya 

Efisien 

(92%) 

 Kegiatan :  Anggaran : 

 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 25.156.385.000 

 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM 25.370.331.000 

 

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 (Oktober-Desember 2021)  
setelah Reviu Renstra 2020-2024 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan 

yang memenuhi syarat di lingkup 

Persentase Obat yang memenuhi syarat 91,00% 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat 80% 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

BBPOM di Surabaya Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan  

84% 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 

70% 

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi 

syarat 

88% 

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman dan 

bermutu 

 

76 

3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha 

dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan di 

lingkup BBPOM di Surabaya 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian  bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan  

83,6 

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan  

75,64 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 

Publik BPOM  

90 

4 Meningkatnya efektIitas pemeriksaan 

sarana Obat dan Makanan serta 

pelayanan publik di lingkup BBPOM 

di Surabaya 

 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan  

89% 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan 

62% 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

98% 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan  

55% 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 

60% 

  Indeks Pelayanan Publik  4,35 

  Persentase UMKM yang memenuhi standar 55% 

5 Meningkatnya efektIitas komunikasi, 

informasi, edukasi Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di Surabaya  

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan  91,1 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) Aman 

42 

Jumlah desa pangan aman 19 

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 12 

6 Meningkatnya efektIitas pemeriksaan 

produk dan pengujian Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

100% 

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 

100% 

7 Meningkatnya efektIitas penindakan 

kejahatan Obat dan Makanan lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan 

di bidang Obat dan Makanan 

 

65% 

8 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan BBPOM di Surabaya 

yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 84,7 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 82,6 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di 

Surabaya yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 

Surabaya 

85 

10 Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan informasi 

pengawasan Obat dan Makanan 

 

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian 

Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

78 

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM 

di Surabaya yang optimal 

2,26 

11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya 93,4 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

Surabaya secara Akuntabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 

BBPOM di Surabaya 

Efisien  

(92%) 

 Kegiatan :  Anggaran : 

 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 45.856.819.000 

 

Perubahan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai dengan Reviu Renstra 2020-2024 antara lain 

penambahan indicator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” sehingga jumlah indicator 

bertambah dari 29 menjadi 30 indikator; perubahan indicator “Jumlah pasar pangan aman berbasis 

komunitas” dan “Persentase UMKM yang memenuhi standar”; dan perubahan target sebagian besar 

indicator menyesuaikan kesepakatan target pusat dan Balai.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di 

Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen 

antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM 

RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran 

akuntabilitas  dengan  melakukan klarifikasi  output  dan  outcome  yang  akan  dan  seharusnya  dicapai  

untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. 

 

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan 

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan 

target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja 

BBPOM Surabaya selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap 

triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan 

berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 

Tahun 2021. Dengan adanya revisi pada PK 2021 juga akan merubah RAPK 2021, sebagai berikut. 

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 (Januari-September 2021)  
sebelum Reviu Renstra 2020-2024 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Anggaran 

B03 B06 B09 B12 (Rupiah) 

1 Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi syarat di 

lingkup BBPOM di 

Surabaya 

Persentase Obat yang 

memenuhi syarat 

83.6 83.6 83.6 83.6 524,561,000 

Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat 

80 80 80 80 300,691,270 

Persentase Obat yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

83.6 83.6 83.6 83.6 125,438,500 

Persentase Makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

51 51 51 51 159,147,230 

2 Meningkatnya Indeks kesadaran masyarakat - - - 76 124,000,000 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target Anggaran 

B03 B06 B09 B12 (Rupiah) 

kesadaran masyarakat 

terhadap keamanan dan 

mutu Obat dan 

Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya  

(awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan aman dan 

bermutu 

 

3 Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan 

masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan di 

lingkup BBPOM di 

Surabaya 

Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian  bimbingan 

dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan  

- - - 84 168,950,000 

Indeks kepuasan masyarakat 

atas kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan  

- - - 74 150,000,000 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan Publik BPOM  

- - - 90 79,088,500 

4 Meningkatnya efektIitas 

pemeriksaan sarana 
Obat dan Makanan 

serta pelayanan publik 

di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan  

89 89 89 89 58,280,000 
 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku kepentingan 

61.6 61.6 61.6 61.6 8,460,000 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan 

tepat waktu 

95.5 95.5 95.5 95.5 627,210,000 

Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan  

51 
 

51 
 

51 
 

51 
 

436,227,000 

Persentase sarana distribusi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan 

57 57 57 57 905,832,000 

  Indeks Pelayanan Publik  - - - 4.36 79,088,500 

  Persentase UMKM binaan yang 

memenuhi ketentuan CPPOB 

- - - 20 326,000,000 

5 Meningkatnya efektIitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan 

Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya  

Tingkat Efektifitas KIE Obat 

dan Makanan  

91.10 91.10 91.10 91.10 6,600,000,000 

Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

Aman 

10% 

 

20% 45% 42 699,825,000 

Jumlah desa pangan aman 10% 25% 45% 19 1,105,512,000 

Jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya 

15% 25% 60% 12 551,502,000 

6 Meningkatnya efektIitas 

pemeriksaan produk 

dan pengujian Obat dan 

Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya  

Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai 

standar 

15 30 50 85 649,999,500 

Persentase sampel makanan 

yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar 

15 30 50 85 459,838,500 

7 Meningkatnya efektIitas 

penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan 

lingkup BBPOM di 

Surabaya 

Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan 

 

20 35 50 65 1,726,049,000 

8 Terwujudnya tata 

kelola pemerintahan 

BBPOM di Surabaya 

yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Surabaya - - - 92 25,535,781,000 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya - - - 85 886,666,000 

9 Terwujudnya SDM 

BBPOM di Surabaya 

Indeks Profesionalitas ASN 

BBPOM di Surabaya 

- - - 77 223,191,000 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target Anggaran 

B03 B06 B09 B12 (Rupiah) 

yang berkinerja optimal 

10 Menguatnya 

laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan 

Obat dan Makanan 

 

Persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian Obat 

dan Makanan sesuai standar 

GLP 

- - - 80.5 7,577,548,000 

Indeks pengelolaan data dan 

informasi BBPOM di Surabaya 

yang optimal 

2 2 2 2 80,000,000 

11 Terkelolanya Keuangan 

BBPOM di Surabaya 
secara Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM 

di Surabaya 

30 50 70 94 25,050,000 

Tingkat Efisiensi Penggunaan 

Anggaran BBPOM di Surabaya 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(92%) 

332,780,000 

Per Oktober 2021 terdapat perubahan sebagai berikut,  
 

Tabel 6. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 (Oktober-Desember 2021)  
setelah Reviu Renstra 2020-2024 

No. Sasaran Indikator Kinerja   Target Anggaran 

B03 B06 B09 B10 B11 B12 (Rupiah) 

1 Terwujudnya Obat 

dan Makanan yang 
memenuhi syarat di 
lingkup BBPOM di 

Surabaya 

Persentase Obat yang 

memenuhi syarat 

83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 91 438.494.345 

Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat 

80 80 80 80 80 80 221.977.410 

Persentase Obat yang aman 
dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 84 104.869.156 

Persentase Makanan yang 
aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 

51 51 51 51 51 70 117.437.590 

Persentase pangan fortifikasi 
yang memenuhi syarat 

- - - 88 88 88 39.543.000 

2 Meningkatnya 
kesadaran 

masyarakat terhadap 
keamanan dan mutu 
Obat dan Makanan 
di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Indeks kesadaran masyarakat 
(awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan aman dan 
bermutu 
 

- - - - - 76 112.248.000 

3 Meningkatnya 

kepuasan pelaku 
usaha dan 
masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di 
Surabaya 

Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian  
bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan 

Makanan  

- - - - - 83,6 56.500.000 

Indeks kepuasan masyarakat 

atas kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan  

- - - - - 75,64 239.914.000 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Publik 

BPOM  

- - - - - 90 38.858.000 

4 Meningkatnya 

efektIitas 
pemeriksaan sarana 
Obat dan Makanan 
serta pelayanan 

publik di lingkup 
BBPOM di Surabaya 
 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi sarana produksi dan 
distribusi yang dilaksanakan  

89 89 89 89 89 89 43.412.000 

Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku kepentingan 

61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 62 22.214.000 

Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 98 551.554.000 

Persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan  

51 

 

51 

 

51 

 

51 

 

51 

 

55 283.983.000 
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No. Sasaran Indikator Kinerja   Target Anggaran 

B03 B06 B09 B10 B11 B12 (Rupiah) 

Persentase sarana distribusi 

Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

57 57 57 57 57 60 535.753.000 

  Indeks Pelayanan Publik  - - - - - 4,35 38.858.000 

  Persentase UMKM binaan yang 
memenuhi ketentuan CPPOB 

- - - - - 55 129.682.000 

5 Meningkatnya 
efektIitas 
komunikasi, 

informasi, edukasi 
Obat dan Makanan 
di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Tingkat Efektifitas KIE Obat 
dan Makanan  

91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91,1 6.373.832.000 

Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 
Aman 

10% 

 

20% 45% 45% 45% 42 440.980.000 

Jumlah desa pangan aman 10% 25% 45% 45% 45% 19 598.928.000 

Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas 

15% 25% 60% 60% 60% 12 315.280.000 

6 Meningkatnya 
efektIitas 
pemeriksaan produk 

dan pengujian Obat 
dan Makanan di 
lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Persentase sampel Obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai 
standar 

15 30 50 50 50 100 543.363.500 

Persentase sampel makanan 
yang diperiksa dan diuji sesuai 
standar 

15 30 50 50 50 100 339.415.000 

7 Meningkatnya 
efektIitas 

penindakan 
kejahatan Obat dan 
Makanan lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 

bidang Obat dan Makanan 
 

20 35 50 50 50 65 1.102.868.000 

8 Terwujudnya tata 
kelola pemerintahan 

BBPOM di Surabaya 

yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Surabaya - - - - - 84,7 25.063.587.000 

Nilai AKIP BBPOM di 
Surabaya 

- - - - - 82,6 1.027.592.000 

9 Terwujudnya SDM 
BBPOM di Surabaya 
yang berkinerja 
optimal 

Indeks Profesionalitas ASN 
BBPOM di Surabaya 

- - - - - 85 12.982.000 

10 Menguatnya 
laboratorium, 

pengelolaan data dan 
informasi 
pengawasan Obat 

dan Makanan 
 

Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian Obat 

dan Makanan sesuai standar 
GLP 

- - - - - 78 6.725.274.000 

Indeks pengelolaan data dan 

informasi BBPOM di Surabaya 
yang optimal 

2 2 2 2 2 2,26 330.940.000 

11 Terkelolanya 

Keuangan BBPOM 
di Surabaya secara 
Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran 

BBPOM di Surabaya 

30 50 70 70 70 93,4 3.240.000 

Tingkat Efisiensi Penggunaan 

Anggaran BBPOM di Surabaya 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(88%) 

Efisien 

(92%) 

3.240.000 

 
 

2.5. Metode Pengukuran 

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator 

Penetapan ini bertujuan untuk : 

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah. 

2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis 

yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran 

(NPS) :  

 

 

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah 

ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk 

memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan 

pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan 

oleh SK Kepala BPOM 
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2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan 

menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya 

3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin 

setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai 

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan 

pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-

performace. 

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem 

informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan 

menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level 

eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi 

birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada 

aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan 

dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan 

punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja 

pada triwulan berikutnya. 

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor 

pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam 

rangka upaya pencapaian target akhir tahun. 

 



 

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2020 
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3.1. Capaian Kinerja Organisasi  

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing 

pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut 

tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja 

dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target yang telah 

ditetapkan pada awal tahun 2021 sebagai awal periode Renstra 2021-2024, membandingkan realisasi 

kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja dengan 

target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja 2021 dengan Balai lain yang setara, melakukan 

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi 

yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

 

Gambar 7. Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance 

Berdasarkan aplikasi e-performance didalam aplikasi Simetris yang merupakan aplikasi perencanaan dan 

kinerja yang diimplementasikan di BBPOM di Surabaya, diperoleh nilai NPSS sebesar 101.53% dengan 

kriteria BAIK, terdiri dari NPS perspektif stakeholder sebesar 100.22%, NPS perspektif internal proses 

sebesar 102.63%, NPS perspektif learning & growth sebesar 101.74%. Dengan demikian disimpulkan 

BAB III   
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bahwa BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis dari semua 

perspektif.    

Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target 11 sasaran strategis dengan 

kategori baik dan sangat baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :  

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 

NO. SASARAN STRATEGIS 
CAPAIAN 

(NPS) 
KRITERIA 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM 

di Surabaya 

107.13 Baik 

 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya 

96.53 Baik 

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya 

96.99 Baik 

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta 

pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya 

106.84 Baik 

 

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya 

100.11 Baik 

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya 

97.82 Baik 

 

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup 

BBPOM di Surabaya 

105.74 Baik 

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal 100.08 Baik 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal 97.78 Baik 

10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan 

Obat dan Makanan 

106.21 Baik 

11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel 102.88 Baik 

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM 

di Jakarta, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Makassar, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah 

ini.  

Tabel 8. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis 

NO. SASARAN STRATEGIS 

CAPAIAN 

BBPOM 

Surabaya 

CAPAIAN 

BBPOM 

Jakarta 

CAPAIAN 

BBPOM 

Bandung 

CAPAIAN 

BBPOM 

Makassar 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di 

lingkup BBPOM di Surabaya 
107.13 95.60 99.81 99.38 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan 

dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

96.53 102.49 110.32 93.81 

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya 

96.99 101.59 95.95 100.22 

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan 

Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

106.84 108.94 101.38 110.01 

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi 

Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya 
100.11 100.22 99.82 100.23 

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

97.82 93.63 89.43 100 

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan 

Makanan lingkup BBPOM di Surabaya 
105.74 108.54 120 102.65 

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di 100.08 100.41 98.53 99.90 



 

  

Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja 

48 
 

NO. SASARAN STRATEGIS 

CAPAIAN 

BBPOM 

Surabaya 

CAPAIAN 

BBPOM 

Jakarta 

CAPAIAN 

BBPOM 

Bandung 

CAPAIAN 

BBPOM 

Makassar 

Surabaya yang optimal 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja 

optimal 
97.78 100.53 107.32 113.92 

10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi 

pengawasan Obat dan Makanan 
106.21 112.29 84.67 90.13 

11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara 

Akuntabel 
102.88 99.44 100.01 103.91 

NPS TOTAL 101.53 101.97 100.77 101.0 

Keterangan :       capaian dengan kriteria cukup 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Surabaya, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di 

Makassar telah berhasil mencapai target semua sasaran strategis. Sedangkan BBPOM Bandung belum 

berhasil mencapai target sasaran keenam. Sesuai perhitungan NPS total diperoleh bahwa NPS tertinggi 

diraih oleh BBPOM di Jakarta, sedangkan NPS terendah dialami oleh BBPOM di Bandung. 

Analisis Akuntabilitas Kinerja  

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 30 Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut : 

Tabel 9. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

1 Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

syarat di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

Persentase Obat yang memenuhi 

syarat 

91,00 88,27 97,00% 

Persentase Makanan yang memenuhi 

syarat 

80 85,14 106,42% 

Persentase Obat yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan  

84 86,73 103,25% 

Persentase Makanan yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

70 82,57 117,96% 

  Persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat 

88 97,69 111,01% 

2 Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya  

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap Obat dan 

Makanan aman dan bermutu 

 

76 73,36 96,53% 

3 Meningkatnya kepuasan 

pelaku usaha dan masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan 

Obat dan Makanan di lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian  bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan 

Makanan  

83,6 84,5 101,08% 

Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan  

75,64 66,55 87,98% 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan Publik BPOM  

90 91,72 101,91% 

4 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan sarana Obat 
dan Makanan serta pelayanan 

Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana produksi dan 
distribusi yang dilaksanakan  

89 98,91 111,14% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

CAPAIAN 

2021 

publik di lingkup BBPOM di 

Surabaya 

 

Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang ditindaklanjuti 

oleh pemangku kepentingan 

62 65,04 104,90% 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu 

98 99,20 101,23% 

Persentase sarana produksi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan  

55 57,47 104,49% 

Persentase sarana distribusi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

60 70,36 117,26% 

  Indeks Pelayanan Publik  4,35 4,52 103,91% 

  Persentase UMKM yang memenuhi 

standar 

55 57,73 104,97% 

5 Meningkatnya efektivitas 

komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di 

Surabaya  

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan 

Makanan  

91,1 91,51 100,45% 

Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

42 42 100,00% 

Jumlah desa pangan aman 19 19 100,00% 

Jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya 

12 12 100,00% 

6 Meningkatnya efektivitas 

pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan 

di lingkup BBPOM di 
Surabaya  

Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 

100 96,30 96,30 

Persentase sampel makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 

100 99,34 99,34 

7 Meningkatnya efektivitas 

penindakan kejahatan Obat 

dan Makanan lingkup 

BBPOM di Surabaya 

Persentase keberhasilan penindakan 

kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan 

 

65 68,73 105,74% 

8 Terwujudnya tata kelola 

pemerintahan BBPOM di 

Surabaya yang optimal 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 84,7 84,64 99,93% 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 82,6 82,79 100,23% 

9 Terwujudnya SDM BBPOM 

di Surabaya yang berkinerja 

optimal 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM 

di Surabaya 

85 83,11 97,78% 

10 Menguatnya laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan Obat 

dan Makanan 

 

Persentase pemenuhan laboratorium 

pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

78 80,1 102,69% 

Indeks pengelolaan data dan 

informasi BBPOM di Surabaya yang 

optimal 

2,26 2,48 109,73% 

11 Terkelolanya Keuangan 

BBPOM di Surabaya secara 

Akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 

Surabaya 

93,4 90,66 97,07% 

Tingkat Efisiensi Penggunaan 

Anggaran BBPOM di Surabaya 

92 

(Efisien) 

100,00 

(Efisien) 

108,70% 

 
 

Dari 29 (dua puluh sembilan), terdapat 2 indikator dengan kategori “cukup”, sebanyak 4 indikator 

mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 4 indikator dengan 

kategori “sangat baik”, dan 19 indikator mencapai target dengan kriteria “baik”. Kriteria baik dan 

sangat baik menunjukkan bahwa target tahun 2021 sudah dapat tercapai.  
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 4 

indikator dengan kategori “sangat baik” dan 26 indikator mencapai target dengan kriteria “baik”. 

Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target tahun 2021 sudah dapat tercapai. 

 

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan 

oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut : 

 

 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut : 
 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

 
Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021  

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase obat yang memenuhi 

syarat  
91 % 88.27% 97% Baik 

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : 

% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat 

yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat 

beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun 

berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal 

termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk 

rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan 

pengujian. 

SASARAN STRATEGIS 1 
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI 

LINGKUP BALAI BESAR POM DI SURABAYA 

 
Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mewujudkan Obat 

dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di 

Surabaya dengan Nilai NPS 107,13% dengan kriteria BAIK 
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Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 1270 sampel 

acak Obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 1121 sampel MS (memenuhi 

syarat) dan 149 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi 

syarat pada tahun 2021 belum sepenuhnya mencapai target yaitu 97% namun sudah 

memperoleh kriteria “Baik”. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase 
obat yang memenuhi syarat tahun 2019 hongga tahun 2021 

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator 

persentase obat yang memenuhi syarat 

dengan perhitungan sampel acak, namun 

sudah ada realisasinya. Terdapat penurunan 

realisasi dan capaian tahun 2021 bila 

dibandingkan 2020. Penurunan capaian 

persentase obat yang memenuhi syarat  

disebabkan adanya kenaikan target dari tahun 2020 ke 2021 yaitu 80.8% menjadi 91.00%. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan target 
renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024  

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 

Persentase obat yang memenuhi syarat 92,5 88,27 95,43 

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 belum sepenuhnya mencapai 

target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih 

diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat 

tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional 

Gambar 13. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang 
Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM 
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Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi persentase 

obat yang memenuhi syarat tahun 2021 

yang tertinggi adalah BBPOM Bandung 

dan yang terendah adalah BBPOM 

Jakarta. Hanya BBPOM di Jakarta yang 

belum mencapai target nasional IKU 

BPOM.   

 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2021 belum mencapai target yang 

ditetapkan yaitu 97% (Baik).  Pelaksanaan sampling acak  obat, obat tradisional, suplemen 

kesehatan dan kosmetik oleh Balai Besar POM di Surabaya dilakukan secara onsite dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi covid 19 yang belum berakhir.  

Dari 149 sampel yang tidak memenuhi ketentuan, sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan 

penandaan sebanyak 85 sampel, 2 sampel obat kadaluarsa dan 2 sampel obat tidak memenuhi 

syarat berdasarkan hasil pengujian dan tidak memenuhi ketentuan penandaan. Sampel obat 

tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 5 sampel, 4 sampel Tanpa Izin 

Edar (TIE) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Sampel Kosmetika yang 

tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 42 sampel, 1 sampel kosmetika tidak memenuhi 

syarat berdasarkan hasil pengujian dan tidak memenuhi ketentuan penandaan dan 7 sampel 

Tanpa Izin Edar. 

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV dipengaruhi oleh  kepatuhan 

produsen dalam penerapan CPOB/CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan 

penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta 

keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten). 

Sampel yang memiliki nomor izin edar, merk dan nomor bets yang sama dengan yang telah 

pernah disampling sebelumnya (sehubungan dengan keterbatasan jumlah dan jenis sampel di 

daerah/kabupaten) sudah diatur di Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan 

dan Kosmetik tahun 2021, dimana parameter uji diatur secara mandiri oleh Balai Besar / Balai / 

Loka POM yang bersangkutan, berdasarkan analisis resiko. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 
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duplikasi dengan parameter uji sebelumnya serta dapat digambarkan profil keamanan dan mutu 

produk secara keseluruhan. 

Pada indikator persentase obat yang memenuhi syarat, terdapat reviu target pada saat Reviu 

Renstra 2020-2024, yaitu dari 83,6% menjadi 91%, sehingga terdapat penurunan capaian. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

BBPOM di Surabaya belum sepenuhnya berhasil mencapai target persentase obat yang 

memenuhi syarat namun sudah mencapai target nasional IKU BPOM tahun 2021. Beberapa 

kegiatan yang mempengaruhi capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain : 

• Melakukan koordinasi antara Subtansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait 

Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi 

secara rutin setiap bulan 

• Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2021 secara langsung (on site) dalam situasi dan 

kondisi wabah Covid 19, hanya dilakukan di kabupaten/kota yang berzona hijau 

• Saat inpeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan 

kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (Good 

Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek 

kesesuaian penandaannya.  

• Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, 

suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus 

mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai 

dengan yang ada di kemasan produk tersebut. 

• Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya secara rutin di evaluasi oleh 

pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana 

produksi 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 14. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase obat yang memenuhi 

syarat 
438.494.344 438.298.907 99,96 97 Tidak Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak 

efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2021. Sisa anggaran 

telah direvisi untuk pemenuhan sukucadang karena banyak suku cadang yang sudah tidak layak 
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dan harus diganti, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya 

mendukung pencapaian indikator. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)  

• Melakukan intervensi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin ke sarana agar konsisten 

dalam menerapkan GMP (Good Manufactured Practice) sehingga produk yang dihasilkan 

memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya, mengingat sampel yang tidak 

memenuhi syarat penandaan mencapai 72,22% dari seluruh sampel acak yang tidak 

memenuhi syarat. 

• Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling tahun 2021 (Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis 

maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten 

sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali 

dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan 

betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai 

parameter uji yang telah ditentukan. 

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 15. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase makanan yang memenuhi 

syarat 
80 85,14 106,42 Baik 

 

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : 

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel 

Acak Makanan  yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode 

tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar 

berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 

berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan 
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mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak 

memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk 

kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat 

berdasarkan pengujian. 

Dari 646 sampel acak makanan yang diperiksa oleh BBPOM di Surabaya, terdapat 550 sampel 

yang memenuhi syarat (MS) dan 96 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase 

makanan yang memenuhi syarat di Provinsi  Jawa Timur tahun 2021 sudah mencapai target 

yaitu 106,42% dengan kriteria “Baik”. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase makanan 
yang memenuhi syarat tahun 2019 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2019 belum terdapat 

indikator persentase makanan yang 

memenuhi syarat dengan perhitungan 

sampel acak, namun sudah ada 

realisasinya. Perbedaan signifikan 

realisasi indikator tahun 2019 dengan 

tahun 2021 terjadi karena pada tahun 

2019 belum diterapkan sepenuhnya 

sampling obat secara acak, sehingga realisasinya sangat berbeda jauh. Terjadi kenaikan 

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, hal ini 

disebabkan karena semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPPOB. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan target 
renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase makanan yang memenuhi 

syarat 
86 85,14 99 Baik 

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 belum mencapai target 

Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih 

diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat 

tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan IKU BPOM atau capaian nasional 
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Gambar 18. Perbandingan Realisasi Persentase makan yang 
Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi 

Persentase obat yang memenuhi 

syarat tahun 2021 yang tertinggi 

adalah BBPOM di Jakarta dan yang 

terendah adalah BBPOM di 

Surabaya. Keempat Balai telah 

melampaui target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan  

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 telah melebihi target yang 

ditetapkan yaitu 106,42% (Baik). Pelaksanaan sampling Acak Makanan dilaksanakan secara onsite 

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic Covid-19 ini.  

Dari 646 sampel yang diuji, sebanyak 550 sampel Memenuhi Syarat dan sebanyak 96 sampel 

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari 70 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan 

Penandaan (TMK), 20 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Uji laboratorium dan sebanyak 6 

sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Penandaan dan uji laboratorium. 

Dari 70 TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) Penandaan terdiri dari 7 TMK Penandaan Mayor 

(tidak mencantumkan kode produksi, kadaluwarsa, berat bersih dan desain label tidak sesuai 

yang disetujui) dan 63 TMK Penandaan Minor (tidak mencantumkan kode produksi).  

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2021 ini dipengaruhi oleh semakin 

meningkatkan kepatuhan produsen/pelaku usaha dalam penerapan CPPOB (Cara Pembuatan 

Pangan Olahan Yang Baik) baik pada proses produksi maupun pada pelabelan produk yang 

sesuai dengan ketentuan. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Balai Besar POM di Surabaya tahun 2021 telah mencapai target Persentase Makanan Yang 

Memenuhi Syarat dengan melebihi target IKU BPOM. Beberapa kegiatan yang mendukung 

pencapaian ini adalah : 

• Adanya koordinasi di awal tahun antara seksi Inspeksi dengan Bidang Pengujian terkait 

perencanaan sampling dan pengujian. 

• Adanya pandemi Covid 19 sampling sampel acak tidak benar-benar dilakukan secara acak 

untuk tempat sampling.  
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• Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan 

Tahun Anggaran 2021. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 19. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Persentase makanan yang 

memenuhi syarat 
221.977.410 221.816.413 99,93 106,43 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

• BBPOM di Surabaya akan tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui 

pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten melaksanakan 

CPPOB dan akan meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan. 

• Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan 

terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan 

bermanfaat. 

• Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya  

agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan. 

• Melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan.Tingginya pelanggaran terhadap 

ketentuan produksi pangan (CPPB) sangat mempengaruhi keamanan produk pangan yang 

beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk pangan yang 

beredar di Jawa Timur berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap 

pelaku usaha produk pangan. 

 

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 20. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
84 86,73 103,25 Baik 
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Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan 

rumus : 

% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted 

Obat  yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang 

dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, 

dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi 

sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. 

Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal 

termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk 

rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan 

pengujian. 

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari 

pemeriksaan dan pengujian 550 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya 

dengan hasil 477 sampel memenuhi syarat (MS) dan 73 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). 

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 

sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,25 % dengan kriteria Baik.  

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan 
hasil pengawasan tahun 2019 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2019 belum terdapat 

indikator persentase obat yang 

aman dan bermutu berdasarkan 

hasil pengawasan dengan 

perhitungan sampel targeted, 

namun sudah ada realisasinya. 

Perbedaan signifikan realisasi 

indikator tahun 2019 dengan tahun 

2021 terjadi karena pada tahun 2019 belum diterapkan sepenuhnya sampling obat secara 

targeted, sehingga realisasinya sangat berbeda jauh. Terdapat kenaikan realisasi dan penurunan 

capaian dari tahun 2021 dibanding 2020 karena ada kenaikan target. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 
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Tabel 22. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
92,3 86,73 93,97 Baik 

 

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 

belum mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk 

kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 

tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

Gambar 23. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman 
dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan 

Balai setara dan IKU BPOM 

Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Persentase 

obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan tahun 

2021 yang tertinggi adalah BBPOM di 

Makasar  dan yang terendah adalah 

BBPOM di Jakarta. 3 balai telah 

berhasil mencapai target nasional, 

hanya BBPOM di Jakarta yang belum 

mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Metode sampling targeted untuk obat, obat tradisonal, suplemen kesehatan dan kosmetik 

dilakukan secara on site dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan. Dari 18 sampel obat 

yang TMS, terdapat 13 sampel TMK Penandaan, 3 sampel TMS Hasil Uji laboratorium dan 2 

sampel obat kadaluwarsa. Dari 13 sampel obat tradisonal yang TMS, terdapat 9 sampel TMK 

Penandaan, 3 TMS hasil uji laboratorium dan 1 sampel TMS Hasil Uji dan Penandaan. Dari 42 

sampel kosmetik yang TMS, terdapat 36 sampel TMK Penandaan dan 6 sampel TMS hasil uji. 

Meskipun ada perubahan target sebagai hasil dari Reviu Renstra 2020-2024 yaitu dari 83,6% 

menajdi 84%, namun realisasi presentasi obat yang aman dan bermutu pada tahun 2021 masih 
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dapat mencapai target. Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap 

peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin baik, antara lain 

sarana distribusi dan pelayanan telah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi 

penyimpanan dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen terkait suhu dan 

kelembaban sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 

sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Tercapainya target pengawasan karena 

didukung  beberapa hal: 

1. Melakukan koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Bidang Pengujian terkait Perencanaan 

Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin 

setiap bulan. 

2. Saat inpeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan dan 

kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (Good 

Manufacturing Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek 

kesesuaian penandaannya.  

3. Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, 

suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus 

mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai 

dengan yang ada di kemasan produk tersebut. 

4. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya secara rutin di evaluasi 

oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke 

sarana produksi 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 24. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase Obat yang aman dan 

bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 

221.977.410 221.816.413 99,93 106,43 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 
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Pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta saryanfar tetap di tingkatkan agar 

penerapaan aspek GMP, distribusi dan penyimpanan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga 

produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuian penandaan. 

 

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 25. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
70 82,57 117,96 Sangat Baik 

 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan 

rumus : 

% Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel 

targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

 

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode 

tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman 

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat 

berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling 

targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman 

sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi 

Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan 

pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun 

tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. 

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 

2021 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 350 sampel targeted pangan yang dilakukan 

oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 289 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 61 sampel TMS 

(Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu 
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berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan 

yaitu 117,96 % dengan kriteria Sangat Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator persentase makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan dengan perhitungan sampel targeted, namun sudah ada 

realisasinya. Perbedaan signifikan realisasi indikator tahun 2019 dengan tahun 2021 terjadi 

karena pada tahun 2019 belum diterapkan sepenuhnya sampling makanan yang 

 

Gambar 26. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang 
aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019 dengan tahun 

2021 

aman dan bermutu (tergeted), 

sehingga realisasinya sangat 

berbeda jauh. Terjadi kenaikan 

realisasi dan penurunan capaian 

tahun 2021 bila dibandingkan 

tahun 2020 dikarenakan adanya 

kenaikan target. 

 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan 
75 82,57 110,09 Sangat Baik 

 

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

tahun 2021 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori sangat baik. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman 
dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan 

Balai setara dan target nasional 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi 

Persentase makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2021 yang 

tertinggi adalah BBPOM Jakarta 

dan yang terendah adalah BBPOM 

Bandung. Ketiga Balai telah 

mencapai target nasional hanya 

BBPOM di Bandung yang tidak mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Sampel targeted yang disampling tahun 2021 terdiri dari sampel minuman beralkohol, AMIU, 

Lab. Air, Ruang Lingkup Kimia, Ruang Lingkup Mikrobiologi, Pemahit Formalin, Kemasan 

Pangan, Kasus, Lokal Spesifik, DNA Babi, UMKM dan PJAS. 

Dari 188 sampel PJAS yg diuji terdapat 4 sampel TMS Kimia Mikro, 10 sampel TMS Kimia, 31 

sampel TMS Mikro dan sebanyak 143 yang MS (Memenuhi Syarat). Sesuai dengan perubahan 

DO dari PJAS Sekolah maka area sampling menjadi lebih luas tidak hanya di kantin sekolah. 

Sampling PJAS dilakukan 3 tahap dan pada TW III dilakukan sampling tahap 1 dan tahap 2. Pada 

tahap 1 dilakukan di Kota Surabaya, masih berlaku PPKM di Jawa Timur dan belum ada PTM 

(Pembelajaran Tatap Muka) sehingga sampling dilakukan di lingkungan sekitar sekolah dan 

tempat tinggal yang dapat diakses. Pada tahap 2 dilakukan di kota Surabaya dab Kabupaten 

Sidoarjo, walaupun masih dalam kondisi PPKM terdapat daerah yang mulai memberlakukan 

PTM terbatas, namun pada saat sampling kantin sekolah masih tutup karena PTM dibatasi hanya 

2 jam sehingga sampling kembali dilakukan di sekitar sekolah dan rumah tinggal. Pedagang yang 

ditemui tidak selalu pedagang yang menetap namun juga pedagang keliling. Pasar konsumen 

mereka juga tidak hanya anak sekolah tetapi juga masyarakat umum namun kategori pangan 

yang djual memenuhi kategori pangan PJAS. Selain itu sesuai dengan pedoman maka sampling 

dapat pula dilakukan terhadap produk pangan olahan. Pada tahap 3 dilakukan pada bulan 

Oktober di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Mojokerto. Hasil pengujian menunjukkan 

sebagian besar TMS mikro yang erat hubungannya dengan sanitasi hygiene. 

Terdapat tren penurunan hasil TMS terhadap sampel PJAS mulai tahun 2018 terhadap bahan 

berbahaya seperti boraks dan formalin, Tahun 2019 terdapat 38 sampel positif boraks, tahun 

2020 hanya ada 1 sampel positif boraks dan di tahun 2021 sampai dengan tahap 2 sampling PJAS 
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(Sampling PJAS dilakukan sebanyak 3 tahap) tidak ditemukan sampel pentol/bakso dan 

sejenisnya yang mengandung boraks. Hal ini disebabkan adanya intervensi dari BBPOM Surabaya 

kepada pelaku usaha untuk menggunakan bahan pengganti boraks. 

Telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 di Desember 2021 dengan memisahkan pangan 

fortifikasi dari sampling targeted menjadi indikator sendiri yaitu Persentase pangan Fortifikasi 

yang memenuhi syarat. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Balai Besar POM di Surabaya tahun 2021 telah mencapai target Persentase Makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan mencapai target nasional. Beberapa kegiatan 

yang mendukung pencapaian ini adalah : 

Adanya koordinasi di awal tahun antara seksi Inspeksi dengan Bidang Pengujian terkait 

perencanaan sampling dan pengujian. 

Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 

Anggaran 2021. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 29. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase Makanan yang aman 

dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

117.437.590 117.352.414 99,93 117,96 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase 

Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

BBPOM di Surabaya tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan 

sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB dan tetap 

meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan. 

 

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 30. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2021 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat 
88 97,69 111,01 Sangat Baik 

 

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus : 

% Pangan fortifikasi MS = (Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS dibagi Total 

Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji ) x 100% 

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan 

untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang 

diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai 

dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai 

ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan 

nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Hasil 

pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Pengambilan keputuan 

MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan 

fortifikasi. 

Realisasi persentase pangan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan sampai TW IV diperoleh 

dari hasil pemeriksaan terhadap 130 sampel fortifikasi pangan yang dilakukan oleh BBPOM di 

Surabaya dengan hasil 127 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 3 sampel TMS (Tidak Memenuhi 

Syarat) hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan tahun 2021 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 111,01 % dengan 

kriteria Sangat Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Pada tahun 2019 dan 2020 belum terdapat indikator persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat, sehingga belum dapat dibandingkan. Indikator persentase pangan fortifikasi 

yang memenuhi syarat merupakan indicator yang baru muncul saat Reviu Renstra 2020-2024 

yang dilaksanakan di tahun 2021. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 31. Perbandingan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat 
90 97,69 108,54 Baik 
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Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2021 sudah mencapai 

target Renstra tahun 2024 dengan kategori baik. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang 
aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 

dengan Balai setara dan IKU BPOM 

 

 

Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi 

Persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat tahun 2021 yang 

tertinggi adalah BBPOM di Surabaya 

dan yang terendah adalah BBPOM 

di Makasar. Hanya BBPOM di 

Surabaya yang telah mencapai 

target nasional sedangkan ketiga 

Balai lainnya tidak mencapai target 

nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Realisasi Sampling Fortifikasi tahun 2021 sebanyak 130 sampel yang masuk laboratorium dan 

telah selesai diuji. Sampel Fortifikasi tepung disampling di Kabupaten Gresik sesuai dengan 

pedoman sampling. Sampling dilkakukan dilakukan di pasa-pasar di kecamatan yang rawan 

stunting menurut data dari Dinas Kesehatan kabupaten Gresik. Produk yang disampling adalah 

produk yang banyak beredar di pasar-pasar tersebut dan dari hasil sampling yang didapat bahwa 

produk terigu tersebut dari pabrik yang memiliki rekam jejak yang baik sehingga hasil pengujian 

yang dilakukan menunjukkan tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan fortifikasi pada 

tepung terigu. Sampling fortifikasi garam beryodium dan minyak goreng sawit dilaksakan di 

sarana peredaran. 

Dari 130 sampling Fortifikasi yang disampling yang terdiri dari 85 sampel garam beryodium, 25 

minyak goreng sawit dan 20 sampel tepung terigu. Dari 130 sampel fortifikasi yang diuji 

terdapat 29 sampel TMK Penandaan, 3 sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pengujian 

dan TMK Penandaan yaitu sampel minyak goreng sawit dan 127 sampel Memenuhi Syarat (MS). 
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Balai Besar POM di Surabaya tahun 2021 telah mencapai target Persentase pangan fortifikasi 

yang memenuhi syarat dan mencapai target nasional. Beberapa kegiatan yang mendukung 

pencapaian ini adalah : 

Adanya koordinasi di awal tahun antara seksi Inspeksi dengan Bidang Pengujian terkait 

perencanaan sampling dan pengujian. 

Adanya Surat Edaran dari Menteri Perindustrian  No. 5 Tahun 2021 tentang Pengecualian 

Sementara Penambahan Zat Fortifikasi Pada Tepung Terigu dan No. 6 Tahun 2021 tentang 

Pengecualian Sementara Kandungan Vitamin A Dan / Atau ProVitamin A Pada Minyak Goreng 

Sawit yang keduanya berlaku sampai tanggal 31 Desember dimana Pelaku Usaha diperbolehkan 

untuk tidak menambahkan Fortifikan. Hal ini menambah jumlah sampel yang memenuhi syarat 

untuk diuji. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 33. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Persentase pangan fortifikasi yang 

memenuhi syarat 
39.543.000 39.483.750 99,85 111,01 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase 

pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

BBPOM di Surabaya tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan 

sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB 

dan tetap meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan fortifikasi 
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Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu  

 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 34. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan  aman 
dan bermutu Tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 
76 73,36 96,53 Baik 

 

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan yang aman dan bermutu adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar 

sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara 

acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT 

yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang 

tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah 

tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted 

Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-

install di smartphone enumerator. 

 

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran 

masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang 

SASARAN STRATEGIS 2 
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP  

KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI  
LINGKUP BBPOM DI SURABAYA 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya belum sepenuhnya berhasil 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu 

Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NPS 

96,53% dengan kriteria BAIK 
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memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan 

produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.  

Pada triwulan tahun 2021 telah diperoleh hasil survey pengukuran Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari Pusat Riset dan Kajian Obat 

dan Makanan dari 460 orang responden sebesar 73,36. Hasil indeks per komoditi adalah : 

- Obat : 67,52 (Cukup Baik) 

- Obat tradisional : 70,33 (Cukup Baik) 

- Suplemen Kesehatan : 71,78 (Cukup Baik) 

- Kosmetik : 73,2 (Cukup Baik) 

- Pangan : 75,15 (Baik) 

Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan 

bermutu tahun 2021 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,53% namun 

sudah mendapat kriteria Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks kesadaran masyarakat 
(awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 

2019 dengan tahun 2021 

Terdapat peningkatan realisasi 

indikator Indeks kesadaran 

masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman 

dan bermutu tahun 2021 dibanding 

tahun 2019 dan 2020, meskipun 

capaiannya sedikit menurun, namun 

masih pada kategori baik. Hal ini 

merupakan hasil dari upaya BBPOM di Surabaya untuk memberikan layanan publik yang hampir 

menyerupai layanan secara langsung misalnya Live Chat, Cangkrukan, Anda Menanyakan Kami 

Menjawab, Klinik POM, dll yang memungkinkan masyarakat melakukan konsultasi secara langsung 

meskipun dengan perantaraan teknologi informasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk 

Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan 
Makanan aman dan bermutu tahun 2021 dengan target renstra 2024 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) 

terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 
84 73,36 87,33 Cukup 

 

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan 

bermutu tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori cukup. Masih 

diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

 

 

 

Gambar 37. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi 
Syarat tahun 2021 dengan Balai setara dan Target Nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Indeks 

kesadaran masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu tahun 2021 yang 

tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan 

yang terendah adalah BBPOM di 

Surabaya. Hanya BBPOM di Jakarta 

yang memiliki realisasi diatas target nasional, sedangkan realisasi ketiga Balai lain yang setara berada 

di bawah target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

Berdasarkan hasil survey kesadaran (awareness) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021 

didapatkan bahwa indeks pengetahuan adalah 74,53;  indeks sikap 77,13 dan indeks perilaku adalah 

68,42. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang 

baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan 

dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.   

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, 

suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 79,26 (Baik); 
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Obat Tradisional 75,51 (Baik); Suplemen Kesehatan 76,30 (Baik); Kosmetik 76,88 (Baik); Pangan 

Olahan 77,64 (Baik).  

Dari hasil survey diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai pengetahuan yang 

baik terhadap petunjuk penyimpanan dan tanggal kadaluwarsa produk Obat dan Makanan, namun 

pengetahuan tentang produk yang tidak terdaftar masih sangat rendah. Secara umum masyarakat 

telah memiliki sikap yang sangat baik terhadap kemasan yang masih bagus, efek samping, petunjuk 

penggunaan, petunjuk penyimpanan, terdaftar di BPOM dan mengetahui tanggal kadaluwarsa. 

Perilaku masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan terhadap aspek membeli produk dengan 

kemasan baik, membaca informasi label/kemasan produk, mengginakan produk sesuai dengan aturan 

pakai, menyimpan produk sesuai informasi pada label, dan membaca informasi kadaluwarsa, namun 

terjadi penurunan perilaku masyarakat dalam membeli produk yang terdaftar di BPOM (mempunyai 

NIE).  

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan 

perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan 

memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum 

mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. 

Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan 

sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui 

adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo 

obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. 

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk 

indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 80,40 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku 

yaitu 73,70. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan 

peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media 

sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu 

menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di 

pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap 

muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap 

mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya 

tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur 

atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat 

dan makanan yang aman dan bermutu. Selama tahun 2021 BBPOM Surabaya tetap melakukan 

kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat. Selain KIE bersama 
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Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI, BBPOM Surabaya juga melaksanakan kegiatan KIE bersama 

instansi lain atau Perguruan Tinggi misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta beberapa 

Perguruan Tinggi misalnya Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas Brawijaya, 

Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Midya Mandala, dll. Selama Triwulan IV tahun 2021 

telah dilakukan 51 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang 

disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan 

Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik UMKM, 

Pedoman Pemberian SPP IRT, Pelatihan DFI, Pendampingan UMKM, dll. 

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Surabaya harus merubah strategi pemberian 

informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media social menjadi pilihan yang dirasa tepat dan 

paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung 

dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google 

review, Instagram, Twitter, dll. Selama tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan 

sejumlah 1.451 layanan melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Selama masa PPKM 

masyarakat sudah beberapa kali menghubungi ULPK BBPOM di Surabaya agar diijinkan berkonsultasi 

secara langsung. Namun karena aturan dari Satgas Covid agar tidak menerima tamu di kantor, maka 

BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang 

menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan 

namun dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama tahun 2021, BBPOM di Surabaya 

telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 5 kali yang diikuti oleh beberapa kelompok 

masyarakat. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain Pendaftaran Pangan Olahan versi 

Baru, Legalitas Obat Tradisional, dan Label pada Pangan Olahan.  

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial ini secara maksimal sekaitan dengan larangan 

tatap muka selama pandemic dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Media 

sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. 

Selama tahun 2021 BBPOM Surabaya telah menayangkan 243  layanan informasi melalui 3 media 

sosial tersebut. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi 

pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor. Selain melalui media sosial 

yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, BBPOM Surabaya juga melakukan 

sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik sebanyak 3 kali selama tahun 2021 

yaitu melalui sms blast dan videotron milik Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur. 

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan 

infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic 
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covid 19. Pada Triwulan IV tahun 2021, BBPOM Surabaya telah menyebarkan infografis melalui 

berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, dll. 

Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Surabaya yang telah dibentuk dan 

mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM 

Surabaya menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter 

informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar 

di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi 

yang disampaikan oleh BBPOM Surabaya. 

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness) terhadap 

Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari 

sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem 

Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan 

mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Peningkatan 

pemberdayaan masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu. Community Empowerment will induce Voluntary Compliance. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Surabaya harus merubah strategi pemberian 

informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang dirasa tepat dan 

paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung 

dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media sosial antara lain WhatsApp, email, google 

review, Instagram, Twitter, dll. Selama tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan 

sejumlah layanan melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Masyarakat memanfaatkan 

layanan melalui media sosial ini secara maksimal sekaitan dengan larangan tatap muka selama 

pandemic dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Media social lain yang 

dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, Youtube dan Facebook.  

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan 

infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic 

covid 19. Pada  tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah menyebarkan infografis melalui berbagai 

komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, dll. Semua 

komunitas tersebut merupakan Agent of Change BBPOM di Surabaya yang telah dibentuk dan 

mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM di Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh 

BBPOM Surabaya menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi 

counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak 
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beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai alternative sumber informasi hanya mempercayai 

informasi yang disampaikan oleh BBPOM di Surabaya. 

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness) terhadap 

Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari 

sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem 

Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan 

mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman 

dan bermutu. Community Empowerment will induce Voluntary Compliance 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 38. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap Obat 

dan Makanan aman dan bermutu 

112.248.000 112.215.525 99,97 96,53 Tidak Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien 

karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2021. Berdasarkan evaluasi 

internal, upaya publikasi obat dan makanan ke masyarakat masih membutuhkan anggaran yang lebih 

banyak mengingat terdapat 27 kab/kota di Provinsi Jawa Timur yang harus dijangkau, sehingga 

anggaran yang kecil berpengaruh terhadap pencapaian indicator Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil survey Kesadaran Masyarakat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 

didapatkan hasil Indeks Kesadaran Masyarakat Propinsi Jawa Timur berturut turut sejak tahun 2019 

sampai tahun 2021 adalah 68,78 ; 73,23 dan 73,36. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi kenaikan 

indeks kesadaran masyarakat yang sangat kecil (tidak signifikan). Hal ini kemungkinan disebabkan 

kondisi pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara daring 

dan tidak ada tatap muka langsung dengan masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat 

selama pandemi covid 19 mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Dari survey Kesadaran 

masyarakat, aspek sikap dan perilaku masyarakat yang harus diwaspadai adalah tentang membeli 

produk yang memiliki NIE (Nomor Izin Edar) Badan POM. Hal ini perlu digali lebih lanjut apakah 

masyarakat memang tidak mengetahui atau tidak peduli karena kondisi ekonomi, yang penting 

mereka dapat memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan mutu produk yang 

akan dikonsumsi. BBPOM di Surabaya harus mewaspadai hal ini dan terus memberikan edukasi 
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kepada masyarakat bahwa membeli produk yang legal dan memiliki NIE Badan POM akan 

menghindarkan mereka dari bahaya dan risiko terhadap kesehatan baik risiko jangka pendek maupun 

jangka Panjang. Selain itu agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal dan 

memanfaatkan situasi pandemi dan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang mengalami 

kesulitan. BBPOM di Surabaya harus tetap mengirimkan signal kepada para pelaku usaha bahwa 

setiap tindakan kejahatan Obat dan Makanan akan ditindak sesuai ketentuan perundang undangan 

yang berlaku.  

BBPOM Surabaya akan terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah 

Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi 

kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi 

mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Selama ini Kerjasama BBPOM Surabaya dengan berbagai lintas sektor telah berjalan 

dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Yang masih 

harus dimaksimalkan adalah keterlibatan instansi swasta melalui program CSR (Corporate Social 

Responsibility). BBPOM Surabaya akan menggandeng beberapa instansi swasta untuk bersama sama 

memberikan edukasi kepada masyarakat. 

 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut : 
 
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian  bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 39. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 

SASARAN STRATEGIS 3 
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT 

 TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  

DI LINGKUP BALAI BESAR POM DI SURABAYA 

 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya belum sepenuhnya berhasil 

Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Surabaya 

dengan Nilai NPS 96,99% dengan kriteria BAIK  
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian 

bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan 

Makanan 

83,6 84,5 101,08 Baik 

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian  bimbingan dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast 

kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta 

email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada 

setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung 

dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.  Analisis dilakukan secara statistic-

kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. 

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan 

pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan 

pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, 

workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus 

group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan yang dimaksud mencakup produsen, 

distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah : 1) 

Aspek bimbingan dan pembinaan; 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; 3) Aspek 

penanganan saran dan masukan; 4) Aspek manfaat; 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan 

pembinaan; serta 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman.    

Pada tahun 2021 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat 

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan 202 responden, yaitu 84,5. 

Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,08% dengan 

kriteria Baik”. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 40. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha 
terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan 

Makanan tahun 2020 dengan tahun 2021 

Terdapat peningkatan realisasi 

dan capaian indikator Indeks 

kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan 



 

  
 77 

 
Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja 

Makanan tahun 2021 dibanding tahun 2020. Sesuai dengan komitmen BBPOM di Surabaya untuk 

selalu meningkatkan pelayanan public termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha terutama 

UMKM. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian 

bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan 

Makanan 

86,8 84,5 97,35 Baik 

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang 

diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan 

agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

 
Gambar 42. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 
2021 dengan Balai setara dan target Nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Indeks 

kepuasan pelaku usaha terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan tahun 

2021 yang tertinggi adalah BBPOM di 

Makasar dan yang terendah adalah BPOM 

di Surabaya. Keempat balai tersebut 

belum mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Desk Pra-Registrasi Pangan 

Olahan yang bertujuan mempersiapkan pelaku usaha pangan untuk mengikuti kegiatan Desk 

Registrasi Pangan Olahan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Dalam kegiatan 

tersebut, pelaku usaha dibimbing agar dapat mempersiapkan persyaratan sesuai ketentuan 

pendaftaran di e-reg.pom.go.id. sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat. 
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Terkait obat tradisional, BBPOM di Surabaya mengadakan kegiatan Desk CAPA CPOTB. Dalam 

kegiatan tersebut, pelaku usaha obat tradisional yang dalam proses pemenuhan perbaikan hasil 

pemeriksaan CPOTB Bertahap dapat berkonsultasi kepada petugas sehingga pemenuhan perbaikan 

dapat lebih cepat dan tepat sehingga Surat Keterangan Pemenuhan Aspek (SKPA) CPOTB Bertahap 

dapat diterbitkan. 

Dari kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU 

(Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha 

terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya terkait konsultasi registrasi obat tradisional, 

kosmetik, dan pangan. Hasil survey telah diperoleh di akhir tahun 2021. 

Selain itu, petugas BBPOM di Surabaya terlibat dalam kegiatan Desk CAPA CDOB yang diadakan oleh 

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Badan POM. Bertujuan untuk mempercepat 

pemenuhan perbaikan terhadap sertifikasi CDOB yang telah dilakukan, pelaku usaha dibimbing 

sehingga dapat memberikan perbaikan secara tepat.  

Pendampingan perbaikan sarana dan dokumentasi terhadap UMKM pangan yang belum memenuhi 

ketentuan CPPOB, melalui kegiatan Gempur Jatim proses seleksi maupun proses mandiri, juga tetap 

dilakukan sepanjang tahun 2021. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha atau pemohon yang mengajukan pemeriksaan 

sarana produksi maupun distribusi dalam rangka registrasi / sertifikasi selalu dilakukan oleh petugas 

Balai Besar POM di Surabaya. Kesulitan pelaku usaha pada umumnya adalah pemenuhan Cara 

Produksi yang Baik di bidang pangan, usaha kecil / mikro obat tradisional, dan kosmetik. Bimbingan 

denah / lay out sarana produksi juga dilakukan agar pelaku usaha memiliki pemahaman terkait 

pembangunan dan penataan ruang produksinya. Selain kesulitan pemahaman terkait pembangunan 

dan penataan ruang produksi, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam pemenuhan dokumen 

Cara Produksi yang Baik. Petugas Balai Besar POM di Surabaya selalu membantu dalam pemenuhan 

persyaratan dokumen dengan memberikan contoh dokumen dan penjelasan yang sesuai. 

Petugas Balai Besar POM di Surabaya juga melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait registrasi 

produk di Badan POM melalui keberadaan fasilitator registrasi. Dengan adanya fasilitator registrasi di 

Balai Besar POM di Surabaya dapat mengurangi kesalahan dan memberikan pemahaman kepada 

pelaku usaha dalam memenuhi hasil evaluasi registrasi produk oleh petugas Badan POM. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 43. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase obat yang memenuhi 
syarat 

56.500.000 56.500.000 100 101,08 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha 

terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, BBPOM di 

Surabaya memperoleh total skor 10 (kategori A). Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha 

terkait layanan publik, petugas BBPOM di Surabaya perlu melakukan berbagai upaya, di antaranya: 

- selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM terkait pendaftaran produk agar proses 

pendaftaran dapat lebih cepat dan tepat 

- menyediakan format dokumen terkait pendaftaran pangan olahan 

- mengadakan kegiatan desk CAPA CPOTB untuk menunjang percepatan pemenuhan persyaratan 

SKPA CPOTB Bertahap 

- menyediakan format dokumen terkait CPOTB, CPKB, dan CPPOB agar pelaku usaha lebih 

mudah dalam menyiapkan dokumen yang sesuai 

- selalu mengirimkan link Survei Kepuasan Masyarakat kepada pelaku usaha agar dapat diperoleh 

penilaian terhadap kinerja petugas BBPOM di Surabaya. 

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 44. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 
REALISASI 

2021 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan 
75,64 66,55 87,98 Cukup 

 

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan diperoleh melalui survei dengan 

metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah 

tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. 

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa 

angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan 
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Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu 

tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator 

tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu : 

1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan 

melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, 

bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).  

2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan 

(realibility), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian 

(emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.  

Pada tahun 2021 telah diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 

dengan nilai 66,55. Survey dilakukan terhadap 5 komoditi yang diawasi Badan POM yaitu obat, obat 

tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Hasil survey per komoditi adalah :  

▪ Obat    : 67,52 (Cukup Baik) 

▪ Obat Tradisional  : 65,84 (Cukup Baik) 

▪ Suplemen Kesehatan : 66,56 (Cukup Baik) 

▪ Kosmetik  : 66,12 (Cukup Baik) 

▪ Pangan Olahan   : 66,12  (Cukup Baik) 

Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 

belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,98% dengan kriteria Cukup. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 45. Perbandingan Realisasi dan Capaian indeks kepuasan masyarakat 
atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 dengan tahun 2021 

Terdapat penurunan realisasi 

dan capaian indikator indeks 

kepuasan masyarakat atas 

kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan tahun 2021 dibanding 

tahun 2020. Hal ini disebabkan 

adanya pandemic covid 19 

sehingga kinerja BBPOM di 

Surabaya kurang maksimal (lebih mengutamakan pengawasan obat dan makanan secara daring 

daripada secara langsung), selain itu juga adanya isu sensitive terkait vaksin covid 19 (seperti vaksin 

nusantara dan ivermectin) di tahun 2021. 
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan 
80,01 66,55 83,18 Cukup 

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 

belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya 

perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

Gambar 47. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang 
Memenuhi Syarat tahun 2021 dengan Balai setara dan Capaian 

Nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Indeks 

kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 

yang tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan 

yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. 

Keempat balai yang diperbandingkan belum 

mencapai target nasional. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan diukur baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh 

mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi 

kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas 

website dan media sosial BPOM (tangibles). 

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui 

berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi 

melalui tatap muka langsung tidak dimungkinkan selama masa pandemic Covid 19. Selama triwulan 

IV tahun 2021 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.704 melalui 
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berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, 

radio, televisi, webinar (Cangkruan). Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi 

pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder. Selama tahun 2021, BBPOM Surabaya 

telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 51 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/ 

bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi 

Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus, Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, CDOB, Praktek Kefarmasian, 

Peraturan Perapotikan, Pengelolaan Obat dan Napza di sarana pelayanan kefarmasian, Berizinan 

Berbasis Risiko, dan e Sertifikasi, dll. 

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi 

yang lebih baik terutama di masa pandemi covid 19 ini, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah 

inovasi Cangkru’an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkru’an adalah terminology yang sangat 

dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan 

Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. 

Cangkru’an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul 

masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadop konsep 

Cangkru’an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang 

membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan 

peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkru’an ini mendapat 

sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan 

memulai berusaha. Selama tahun 2021, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 17 kali kegiatan 

Cangkru’an dengan jumlah peserta 25 sampai 40 orang tiap kali kegiatan. Topik yang disampaikan 

pada kegiatan Cangkru’an antara lain adalah: Tata cara Registrasi Pangan Olahan versi Baru, Label 

pada Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Anda Menanyakan Kami Menjawab. 

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan 

pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah 

ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari 

informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya 

Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya 

sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi 

dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih 

membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, 

email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.  
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Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus 

ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu 

untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Sebagai instansi 

yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah 

dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change 

BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar 

mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, 

informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat.  

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak 

langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan 

(responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap Obat 

dan Makanan beredar di masyarakat. Pada tahun 2021 ini telah diterbitkan beberapa peraturan 

baru terkait perizinan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dapat dimungkinkan menjadi penyebab 

menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikoordinasikan melalui system OSS membuat 

beberapa aplikasi milik BPOM yang selama ini telah berlangsung harus disesuaikan dan mengalami 

beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun petugas 

pelayanan publik BPOM terutama di UPT yang berhadapan langsung dengan masyarakat pelaku 

usaha. Berdasarkan hasil survey, aspek reliability yaitu kepuasan atas upaya pengawasan yang 

dilakukan BPOM merupakan aspek yang terendah, terutama pada katagori Obat Tradisional dan 

Kosmetik.   

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Pemanfaatan media sosial dan pemilihan topik komoditi yang menarik bagi masyarakat harus 

disesuaikan dengan target segmen masyarakat. Dari hasil survey, beberapa komoditi misalnya obat 

tradisional, pangan dan kosmetik belum menunjukkan hasil maksimal sehingga masih dapat dipilih 

sebagai prioritas topik untuk kegiatan penyebaran informasi melalui media pada masa yang akan 

datang. Demikian juga dengan pemanfaatan website BBPOM di Surabaya sebagai situs resmi dimana 

masyarakat berharap akan mendapatkan informasi yang terpercaya dan valid harus terus diperbaiki 

baik isi maupun penampilannya sehingga menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 48. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Indeks Kepuasan Masyarakat atas 

kinerja pengawasan Obat dan 

Makanan 

239.914.000 239.612.209 99,87 87,98 Tidak Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien 

karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2021. Namun demikian melihat 

kecilnya anggaran yg tersedia, ternyata masih belum cukup efektif untuk membuat BBPOM di 

Surabaya memperbaiki image kinerja di hadapan masyarakat, sehingga diperlukan strategi lain untuk 

memanfaatkan anggaran yang sedikit dengan memperoleh hasil yang besar. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Upaya meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan akan 

dilakukan dari berbagai aspek dengan berbagai inovasi dan upaya melalukan efisiensi tanpa 

mengabaikan efektifitas pencapaian tujuan. Masyarakat yang puas dan bahagia merupakan tujuan 

akhir pelayanan publik dan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya. 

Berbagai media dan fasilitas yang tersedia baik milik instansi pemerintah lain maupun milik publik 

akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat. 

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan ditandai dengan semakin 

menurunnya jumlah pengaduan masyarakat, namun di sisi lain pengaduan masyarakat menunjukkan 

kepedulian dan kontribusi masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan di 

Indonesia. 

Beberapa hal yang akan dilakukan BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan Indeks Kepuasan 

Masyarakat antara lain adalah dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM 

melalui kegiatan KIE kepada masyarakat tentang berbagai layanan yang disediakan BPOM seperti 

Halo BPOM, website, dan media sosial BPOM. Pesan atau tema utama yang disampaikan adalah 

Sumber Layanan Informasi tentang keamanan Obat dan Makanan di BPOM. Selain itu juga perlu 

dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Langkah Langkah pengawasan dan 

tindakan yang dilakukan oleh BPOM. Informasi tentang media layanan yang dapat diakses oleh 

masyarakat perlu disampaikan seluas luasnya kepada masyarakat. Keinginan masyarakat untuk 

mendapatkan akses langsung kepada petugas pelayanan publik harus tetap diakomodir di masa 

pandemi covid 19 ini karena diberikan layanan langsung merupakan kepuasan tersendiri bagi 

masyarakat. Kehilangan hak istimewa untuk dilayani secara langsung akan menurunkan kepuasan 

atas kinerja pengawasan obat dan makanan. 

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 
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Tabel 49. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan 

Publik BPOM 
90 91,72 101,91 Baik 

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat 

seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk 

menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima 

layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. 

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap 

penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan 

penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh 

Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP dan hasil pengukururan indeks kepuasan masyarakat 

BBPOM Surabaya adalah 91,72 dari target yang ditetapkan 90.  

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM Surabaya tahun 2021 

sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,91% dengan kriteria Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan masyarakat 
t
e
r
h
a
d
a
p
 
L
a
y
a
n
a
n

 Publik BPOM tahun 2019 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik 

BPOM, namun sudah ada realisasinya karena Survey Kepuasan Masyarakat selalu dilaksanakan 

secara rutin setiap tahun. Menurunnya realisasi indikator ini disebabkan karena terjadinya pandemic 
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covid 19 yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan layanan tatap muka secara langsung, 

terutama layanan pemberian informasi dan harus dialihkan melalui media lainnya. Masyarakat 

merasa nyaman dan puas jika diberikan layanan secara tatap muka langsung terutama masyarakat 

yang kurang nyaman menggunakan perangkat elektronik. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat 

dari tahun 2020 ke tahun 2021 memang tidak terlalu bermakna, namun demikian berbagai upaya 

tetap dilakukan untuk menjaga indeks kepuasan masyarakat tetap berada pada predikat baik antara 

lain dengan penetapan kebijakan pelayanan publik sesuai ketentuan, percepatan penyelesaian 

pelayanan publik, penningkatan sarana prasarana, dan peningkatan kompetensi pemberi layanan 

publik.  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 
tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik 

BPOM 
92 91,72 99,70 Baik 

Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2021 belum 

sepenuhnya mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk 

kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 

tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 
Gambar 52. Perbandingan Realisasi Realisasi Indeks Kepuasan 

masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2021 dengan Balai 
setara dan Target Nasional 

Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Indeks 

Kepuasan masyarakat terhadap 

Layanan Publik BPOM tahun 2021 yang 

tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan 

yang terendah adalah BBPOM di 

Surabaya. Keempat Balai yang 

diperbandingkan sudah mencapai target 

nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 
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Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021 BBPOM di Surabaya dilakukan terhadap 3 (tiga) 

layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb : 

- Pengujian     : 10 orang 

- SKI/SKE     : 78 orang 

- Layanan Informasi dan Pengaduan  : 250 orang 

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BBPIM Surabaya terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah 

sebesar 91,72 terhadap target yang ditetapkan yaitu 90,00. Berdasarkan hasil survey tersebut 

layanan publik di BBPOM Surabaya mendapat katagori A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan 

hasil survey tahun 2020 yaitu 91,50 maka terjadi kanaikan indeks kepuasan masyarakat sebesar 

0,22. Rincian unsur hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah 

sebagai berikut : 

Unsur Pelayanan Tahun 2020 Tahun 2021 Naik/Turun 

U1 Persyaratan 89,55 90,90 +1,35 

U2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 90,78 91,41 +0,63 

U3 Waktu Penyelesaian 90,63 91,16 +0,53 

U4 Biaya/Tarif 91,72 92,71 +0,99 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 91,32 91,92 +0,60 

U6 Kompetensi Pelaksana 92,75 92,34 -0,41 

U7 Perilaku Pelaksana 94,53 92,53 -2,00 

U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 92,46 91,55 -0,91 

U9 Sarana dan Prasarana 89,74 90,95 +1,21 

 Total 91,50 91,72  

 

Dari hasil survey tersebut nampak bahwa 6 unsur pelayanan mengalami kenaikan dan 3 unsur 

mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan selama setahun terakhir telah menunjukkan hasil 

namun ternyata masih ada yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan perilaku 

pelaksana layanan dan memperbaiki penanganan pengaduan, saran dan masukan.   

Selama masa pandemi covid 19 layanan dialihkan hampir semuanya melalui media sosial dan tidak 

ada interaksi langsung (nir kontak) dengan konsumen. Dibutuhkan kompetensi khusus bagi pemberi 

layanan untuk memberikan layanan secara daring (online) sehingga semua informasi yang diberikan 

dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Belum lagi kemampuan konsumen yang berbeda 

beda dalam menggunakan peralatan/gadget komunikasi membuat mekanisme pemberian informasi 

tidak sepenuhnya dapat sampai kepada sebagian konsumen. Sebagian konsumen lebih memilih 

konsultasi tatap muka langsung, dimana mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas 

serta dapat melakukan klarifikasi langsung kepada pemberi layanan. Selain itu, para konsumen 
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bahkan bisa minta didampingi mengisi aplikasi e sertifikasi, e registrasi, e bpom, e notifikasi atau 

Asrot jika menemui kesulitan saat mengisi di tempat kerja atau di rumah. Kehilangan hak istimewa 

inilah yang menyebabkan hasil survey Kepuasan Masyarakat menurun terutama di unsur kompetensi 

dan perilaku pelaksana layanan.  

Demikian juga halnya dengan penanganan pengaduan masyarakat. Jika dibandingkan dengan hasil 

survey kepuasan masyarakat tahun 2020 terjadi penurunan 0,91 poin. Hal ini disebabkan selama 

masa pandemi Covid-19 tidak dapat dilaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang 

memerlukan pemeriksaan ke sarana sehingga tindak lanjut yang dilakukan dianggap belum tuntas. 

Selain itu masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor BBPOM 

Surabaya karena pembatasan jumlah pengunjung ke BBPOM Surabaya.  

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Meskipun masyarakat merasa kurang nyaman dan puas dengan layanan melalui media sosial, namun 

masyarakat menyadari bahwa kondisi pandemic memang memaksa kita semua merubah paradigma 

dan menyesuaikan dengan kondisi yang berubah demikian drastis. Masyarakat menyambut baik dan 

antusias perubahan layanan dari tatap muka langsung menjadi layanan menggunakan media online, 

meskipun beberapa layanan publik misalnya pemberian rekomendasi SKI dan SKE memang telah 

dilakukan secara full online sejak beberapa tahun lalu. 

Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha antara lain dengan melakukan sosialisasi atau 

komunikasi terkait peraturan-peraturan terbaru sehingga pelaku usaha dapat memahami peraturan 

dan prosedur untuk mendapatkan layanan tersebut. Forum komunikasi penerapan dan pelayanan 

SKI/SKE dengan Lintas Sektor diadakan rutin setiap tahun dengan mengundang instansi pemerintah 

terkait SKI/SKE, importir, eksportir dengan tujuan menyamakan persepsi dan pemahaman yang 

sama saat melakukan permohonan penerbitan SKI/SKE. Pada tahun 2021, kegiatan ini tidak 

dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19. Pelaksanaan secara daring juga tidak dilakukan 

karena adanya pemotongan anggaran sehingga kegiatan ini ditiadakan. 

Komunikasi melalui layanan WA, telepon, maupun email tetap dilakukan dengan tujuan memberikan 

layanan terkait hambatan yang dialami oleh pelaku usaha, memberikan informasi terbaru mengenai 

peraturan terkait serta tata cara permohonan penerbitan SKI/SKE. Sehingga pelaku usaha dapat 

memperoleh kemudahan akses di saat mengalami kendala, memenuhi persyaratan yang diperlukan 

dan dapat memperoleh output layanan lebih cepat. 

 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 53. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Indeks Kepuasan masyarakat 
terhadap Layanan Publik BPOM 

38.858.000 38.853.625 99,99 101,91 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2021, BBPOM Surabaya harus berupaya lebih 

keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih 

baik. Kondisi pandemi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan BBPOM 

Surabaya. Beberapa layanan tetap diberikan dengan berbagai penyesuaian dan inovasi. Konsultasi 

dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil 

survey juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian 

khusus. Pelatihan memberikan layanan secara daring/nir kontak harus menjadi prioritas untuk 

meningkatkan kompetensi dan perilaku pemberi layanan. Memang dibutuhkan skil khusus untuk 

melayani konsumen yang tidak dapat dilihat dan dihadapi secara langsung. Pemberi layanan harus 

mampu membaca undesired needs konsumen hanya dengan membaca chat melalui WhatsApp atau 

email. Hal ini memang bukan hal yang mudah, dan pemberi layanan publik harus segera melakukan 

adjustment/penyesuaian. Beberapa layanan diberikan secara virtual menggunakan media daring 

namun tetap dapat memberikan layanan face to face kepada konsumen. Inovasi Cangkrukan Anda 

Menanyakan Kami Menjawab merupakan layanan private dari 1 pemberi layanan kepada 1 orang 

konsumen melalui media zoom meeting. Diharapkan layanan inovasi ini dapat mengobati 

kekecewaan masyarakat yang tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan petugas layanan 

BBPOM Surabaya.  

Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga 

masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan 

platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan 

dengan lebih bebas. Kotak saran di kantor jelas tidak dapat diandalkan sebagai satu satunya sarana 

pengaduan selama pandemi. Karena itu BBPOM Surabaya menambahkan fitur pengaduan melalui 

website BBPOM Surabaya di www.bbpomsurabaya.pom.go.id. Sementara media pengaduan melalui 

WhatsApp, email, IG, Twitter, dll tetap dijalankan seperti sebelum masa pandemi. Sejak bulan 

September 2021 BBPOM Surabaya telah memberikan layanan pengaduan dan layanan informasi 

secara langsung dengan penerapan protocol Kesehatan yang sangat ketat. 

 

http://www.bbpomsurabaya.pom.go.id/
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Pencapaian tersebut didukung oleh 7 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang diilaksanakan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 54. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 
89 98,91 111,14 Sangat Baik 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4 

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan 

oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT /  Jumlah keputusan hasil inspeksi yang 

diterbitkan oleh UPT) x 100% 

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan 

oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT /  jumlah rekomendasi hasil inspeksi 

yang diterbitkan oleh Pusat  dan diterima oleh UPT) x 100% 

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang 

diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain /  jumlah 

rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100% 

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang 

SASARAN STRATEGIS 4 
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT  

DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP  

BALAI BESAR POM DI SURABAYA 

 
Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil Meningkatkan 

efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan 

publik di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan Nilai NPS 

106,84% dengan kriteria BAIK  
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ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT /  jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor 

terkait) x 100% 

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang 

menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana 

produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau 

rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa 

hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, 

hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID),  hasil pengawasan label, penanganan kasus, 

pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil 

inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi 

hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 

3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam 

menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah 

daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan 

Obat dan Makanan). 

Pada tahun 2021, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti 

keputusan/rekomendasi sebanyak 958 keputusan/rekomendasi dari 972 keputusan/ 

rekomendasi yang diterima yaitu 98,91%. 

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan tahun 2021 telah mencapai target yaitu 111,14 % dengan kriteria sangat baik  

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase 
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan tahun 2020 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2021, terdapat 

peningkatan realisasi dan capaian 

persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan dari 

tahun 2020. Hal ini terjadi karena 

koitmen bersama dan pelaksanaan 

sistem yang terintegrasi sehingga 

hampir semua tindak lanjut telah dilaksanakan. 
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 56. Perbandingan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi 
tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 
95 98,91 104,12 Baik 

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan tahun 2021 telah mencapai target Renstra tahun 2024, dengan capaian kategori 

baik. Masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi hingga tahun 2024. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 
 

 

 

 

 

Gambar 57. Perbandingan Realisasi persentase 
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi 

tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi 

persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan tahun 

2021 yang tertinggi adalah 

BBPOM di Makasar dan yang 

terendah adalah BBPOM di Bandung. Keempat balai yang diperbandingkan telah mencapai 

target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada tahun 2021, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT 

yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 98,51%. Hal ini disebabkan karena 

secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tersebut. 
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Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT diperoleh hasil sebesar 97,14%. 

Rendahnya perolehan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT disebabkan datangnya surat dari Pusat diakhir bulan 

Desember sehingga tindak lanjutnya akan dilakukan di bulan Januari. 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100,0%, karena BBPOM di Surabaya 

selalu berkoordinasi dengan Pusat terkait pelaporan hasil pemeriksaan BBPOM di Surabaya 

yang perlu tindak lanjut dari Pusat dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan 

terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100,0%. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah : 

• Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan 

terhadap 119 sarana, penelusuran kasus terhadap 5 sarana dan dalam rangka pengaduan     

konsumen sebanyak 9 kasus, yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Surabaya. 

• Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang 

Tidak Memenuhi Ketentuan ( TMK ) 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 58. Efiensi Anggaran pada Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi  
sarana produksi dan distribusi 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi sarana produksi dan 

distribusi 

43.412.000 43.410.000 99,99 111,14 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk meningkatkan capaian Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka : 
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• Balai Besar POM di Surabaya tetap akan melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian 

I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, 

yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat. 

• Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing 

persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tersebut. 

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 59. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku 
kepentingan tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi 

yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 
62 65,4 104,9 Baik 

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder =  

(A+B)/2 

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang 

diberikan kepada pelaku usaha) x 100% 

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang 

diberikan kepada lintas sektor) x 100% 

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada 

pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana 

produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana 

produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. 

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, 

antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi 

profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). 

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau 

rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil 

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil 

pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID),  hasil pengawasan label, penanganan kasus, 
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pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap 

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. 

Pada  tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan 

yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 797 surat 

rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 486 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang 

telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan 

Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja  BBPOM di Surabaya telah mencapai target yang 

ditetapkan dengan capaian 104,90% dengan kriteria baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

 

 

 

Gambar 60. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh 

pemangku kepentingan tahun 2020 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2021, terdapat 

peningkatan realisasi dan capaian 

Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang ditindak lanjuti 

oleh pemangku kepentingan dari 

tahun 2020. Hal ini terjadi karena 

komitmen bersama dan pelaksanaan 

sistem yang terintegrasi sehingga hampir semua tindak lanjut telah dilaksanakan. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh 
pemangku kepentingan tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi 

yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 
85 65,04 76,52 Cukup 

 

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku 

kepentingan tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan capaian cukup. 

Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat 

tercapai. 
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d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/ 

setara, dengan target nasional 

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 

2021 dengan target nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 

tahun 2021 yang tertinggi adalah BBPOM di 

Jakarta dan yang terendah adalah BBPOM 

di Bandung. Hanya BBPOM di Bandung 

yang tidak mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada tahun 2021, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 60,84%. Terjadi penurunan 

dibanding triwulan III (61,79%), disebabkan belum dilakukan monitoring terhadap pelaku usaha 

yang belum mengirimkan CAPA (tindakan perbaikan) dari hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan 

oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor diperoleh hasil sebesar 69,23 %, yang sebelumnya di 

triwulan III masih 0 % disebabkan karena pada triwulan IV Dinas Kesehatan sudah mulai 

memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan sarana IRTP yang 

dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. Dari hasil tersebut, capaian persentasi 

rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor melebihi target 

yang ditetapkan. 

Persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 

melebihi target yang ditetapkan, disebabkan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun 

lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan 

yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah : 
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• Sudah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai 

Besar POM di Surabaya agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana namun belum 

maksimal.  

• Penggunaan aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil 

pemeriksaan dan feedback lintas sector (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil 

pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya belum dilaksanakan. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 63. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi  
yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil 

inspeksi yang ditindak lanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

22.214.000 22.214.000 100 104,9 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk mencapai indikator persentase keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sector sesuai target 

yang ditetapkan, maka Balai Besar POM di Surabaya : 

• Tetap melakukan sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sector untuk memberikan respon 

berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai 

Besar POM di Surabaya. 

• Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh 

petugas Balai Besar POM di Surabaya dan terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha / 

lintas sector atas hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Surabaya. 

• Melakukan koordinasi dengan lintas sector dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait 

tentang surat balasan dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas 

Balai Besar POM di Surabaya. 

• Merapikan penataan database surat rekomendasi hasil inspeksi. 

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 64. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2021 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 
98 99,2 101,23 Baik 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut : 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan 

penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) 

x 100% 

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 

1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK 

dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka 

pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka 

mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka 

sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan 

Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam 

rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak 

ketiga. 

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan IV 

diperoleh dari 18.516 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan 18.665 

sertifikat yang diterbitkan sehingga memperoleh hasil 99,20%. Capaian persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah mencapai target yang ditetapkan 

yaitu 101,23% dengan kriteria baik.  

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 65. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase 
Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

tahun 2019 dengan tahun 2021 

Terdapat peningkatan realisasi persentase 

keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 

dibandingkan tahun 2019 dan 2020, namun 

terdapat penurunan capaian karena adanya 

kenaikan target tahun 2021 berdasarkan 

hasil reviu Renstra tahun 2021. 
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 
tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi 

yang diselesaikan tepat waktu 
99,5 99,2 99,70 Baik 

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 

belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria baik, dengan demikian perlu 

dilakukan dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target Renstra 2024. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional 
 

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan 
Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2021 

dengan Balai setara dan IKU BPOM 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi 

persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu tahun 2021 yang tertinggi 

adalah BBPOM di Bandung dan yang 

terendah adalah BBPOM di Makasar. 

Keempat Balai yang diperbandingkan 

telah mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Kondisi pandemi yang masih terjadi hingga akhir tahun 2021 tidak menyebabkan pelaksanaan 

kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara on site menjadi 

berkurang. Pada tahun 2021, seluruh pelaksanaan audit dalam rangka sertifikasi dilakukan secara 

on site dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan terdapat beberapa sarana yang 

meminta hasil swab test PCR atau Antigen petugas yang akan melakukan audit ke perusahaan 

tersebut. Jika demikian, petugas yang akan melaksanakan audit juga akan meminta hasil tes 

Covid-19 terbaru untuk pegawai dari perusahaan tersebut yang akan mendampingi dan 

menjelaskan selama proses audit berlangsung.  
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Dengan diberlakukannya Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), Badan POM 

menerapkan Izin Penerapan CPPOB yang dapat diakses melalui aplikasi e-sertifikasi CPPOB 

sejak November 2021. Hal ini menyebabkan jumlah permohonan audit sarana produksi pangan 

Usaha Mikro Kecil pada TW IV tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan TW IV 

di tahun 2020. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan proses bisnis yakni Usaha Mikro 

Kecil pangan yang memiliki produk dengan kategori rendah dan sedang pada tahapan awal 

proses pendaftaran produk tidak perlu dilakukan audit sarana. Pelaku Usaha Mkro Kecil harus 

mengurus IP CPPOB sebagai langkah awal sebelum mendaftarkan produk pangan ke sistem e-

registration. Proses yang dilakukan saat penerbitan IP CPPOB adalah evaluasi dokumen terkait 

kondisi sarana dan panduan mutu. Setelah IP CPPOB diterbitkan maka pemeriksaan sarana akan 

dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak IP CPPOB terbit dan pelaku usaha mikro kecil dapat 

secara paralel mendaftarkan produk melalui sistem e-registration. Dengan diberlakukannya IP 

CPPOB terdapat beberapa kendala pemenuhan dokumen oleh pelaku UMK pangan sehingga 

penerbitan IP CPPOB memerlukan waktu cukup lama. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman 

pelaku usaha mikro kecil  yang rendah untuk dapat memahami proses pada sistem e-sertifikasi 

terutama dalam hal pemenuhan dokumen panduan mutu meskipun template/ contoh dokumen 

yang diperlukan dalam pengurusan IP CPPOB telah disediakan oleh petugas. IP CPPOB yang 

diterbitkan hingga akhir Desember 2021 sebanyak 1 IP CPPOB. 

Berbanding terbalik dengan pemeriksaan sarana produksi pangan, terdapat peningkatan 

pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dalam rangka SKPA CPOTB Bertahap. Hal ini 

disebabkan oleh proses perpanjangan SKPA CPOTB Bertahap pada beberapa UKOT/ UMOT 

yang akan berakhir di tahun 2021. 

Timeline keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat 

pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Selain itu juga timeline 

keputusan sertifikasi terkait pemeriksaan penandaan untuk produk impor selama pandemi 

berlangsung sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 5 hari kerja. Hal ini masih dapat 

terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline 

cukup tinggi. 

Untuk pengajuan sertifikasi CDOB sampai dengan TW IV, terdapat 94,55% pengajuan 

memenuhi timeline. Terjadi penurunan capaian dibandingkan TW III disebabkan adanya pandemi 

covid-19 dan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga tidak 

dapat segera dilakukan inspeksi sesuai timeline. Untuk pemenuhan CAPA dari pelaku usaha 
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masih memenuhi timeline. Hal ini menunjukkan bahwa PBF berkomitmen untuk melaksanakan 

perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan bimbingan dari petugas.  

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. 

Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian 

pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel 

pihak ketiga mengalami penurunan. 

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan timeline SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 

jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan timeline 

tersebut, antara lain: 

• Terdapat gangguan sistem e-bpom pada jam kerja sehingga berpengaruh terhadap 

pemenuhan waktu penerbitan (timeline) SKI / SKE 

• Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi 

penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat 

melebihi batas waktu. 

• Sistem e-bpom belum dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang 

telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini 

penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi 

kembali untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan. 

• Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa 

dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini 

menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan 

berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat. 

• Terdapat hal  tertentu yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada petugas SKI / SKE 

Kedeputian I, II, atau III terkait perbedaan pemahaman peraturan, adanya kebijakan pusat 

terkait SKI/SKE seiring dengan kondisi pandemi. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak 

dapat diprediksi lama waktunya sehingga berpengaruh terhadap keputusan petugas balai 

untuk menerima pengajuan SKI / SKE atau meminta tambahan data kepada pelaku usaha 

sehingga waktu evaluasi menjadi lebih lama. 

• Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha 

untuk dapat memenuhi dengan cara melakukan evaluasi terlebih dahulu bagi SKI yang 

memberikan tambahan data (SKI yang sebelumnya ditolak), SKI komoditi obat, kosmetik, 

dan pangan. Penerbitan  Surat Keterangan Ekspor oleh BBPOM di Surabaya tetap dapat 
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diselesaikan dalam  1 hari kerja sesuai dengan inovasi SKETSA (Surat Keterangan Ekspor 

Terbit Satu hari Aja) 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Keputusan sertifikasi masih memenuhi timeline meskipun hasil keputusan tersebut tidak 

seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, petugas BBPOM di Surabaya 

memberikan layanan konsultasi pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Diharapkan 

dengan adanya arahan tersebut, pelaku usaha dapat lebih cepat memenuhi ketentuan Cara 

Produksi yang Baik maupun Cara Distribusi yang Baik. 

Selain itu, Bimbingan Teknis kepada petugas juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi 

petugas dalam melaksanaan pemeriksaan sarana. Persamaan persepsi antarpetugas sangat 

bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi 

yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali 

melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke BBPOM di Surabaya. Sehingga 

diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu 

memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 68. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang  
diselesaikan tepat waktu 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Persentase keputusan penilaian 

sertifikasi yang diselesaikan tepat 

waktu 

551.554.000 551.554.000 100 101,22 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase 

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Sekalipun sudah mencapai target, hal-hal sebagai berikut akan tetap dilaksanakan, di antaranya: 

• Melakukan optimalisasi pengaturan jadwal petugas subkelompok substansi sertifikasi untuk 

dapat melaksanakan evaluasi dokumen SKI/SKE 

• Melakukan koordinasi dengan Pusdatin Badan POM dan tim IT BBPOM di Surabaya terkait 

kendala yang terjadi pada sistem e-bpom dan jaringan internet yang seringkali terjadi 

sehingga petugas dapat memberikan informasi kepada pengguna e-bpom bila terjadi 

gangguan pada sistem. 
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• Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait kebutuhan informasi yang perlu ditambahkan 

pada sistem e-bpom terkait notifikasi timeline untuk petugas maupun importir / eksportir. 

• Melaksanakan desk CAPA secara berkala agar penyelesaian CAPA dari PBF dapat segera 

terpenuhi. Dengan demikian, sertifikasi CDOB dapat segera selesai dan PBF dapat 

melaksanakan kegiatannya dengan lebih tepat.  

• Melaksanakan desk CAPA secara berkala agar penyelesaian CAPA dari UKOT atau UMOT 

dalam rangka CPOTB Bertahap dapat segera terpenuhi sehingga SKPA CPOTB Bertahap 

dapat segera diterbitkan.  

• Melakukan koordinasi dengan Pusdatin BPOM dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan 

Badan POM dalam penerapan e-sertifikasi CPPOB. 

 

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

 
Tabel 69. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan 
55% 57,47% 104,49% Baik 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja 

BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana 

produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi 

Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100% 

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi 

dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah dan laboratorium sel punca), IOT, UKOT, 

UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi 

ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B 

(produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan 

dan tindaklanjutnya berupa perbaikan. 

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 348 sarana produksi di wilayah Jawa 

Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil sebanyak 200 sarana memenuhi 

ketentuan dan sebanyak 148 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh 
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perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk 

tahun 2021 adalah sebesar 57,47 %. 

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 telah mencapai target yang 

ditetapkan yaitu 104,49 % dengan kriteria Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase sarana produksi Obat 
dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2019 dengan tahun 2021 

 

Terdapat kenaikan realisasi 

persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan pada 

tahun 2019 hingga tahun 

2021, namun terdapat 

penurunan capaian 

dikarenakan naiknya target setiap tahun sesuai reviu Renstra yang dilakukan di tahun 2021. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 
tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 

yang memenuhi ketentuan 
70 57,47 82,10 Cukup 

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 belum mencapai target Renstra 

tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan 

agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 
Gambar 72. Perbandingan Realisasi Persentase sarana 

produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 
tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi persentase 

sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan tahun 2021 yang 
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tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Diantara 

keempat balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Bandung yang tidak mencapai target 

nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri Farmasi) 

sebanyak 19 sarana dengan hasil  14 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi 

ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 35 sarana dengan hasil 22 sarana 

memenuhi ketentuan dan 13 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi 

IOT sebanyak 3 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UKOT 

sebanyak 28 sarana dengan hasil 20 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak memenuhi 

ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 4 sarana dengan hasil 1 sarana 

memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi 

suplemen Kesehatan sebanyak 1 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana 

produksi pangan MD sebanyak 214 sarana dengan hasil 126 sarana memenuhi ketentuan dan 

sebanyak 88 sarana tidak memenuhi ketentuan; dan pemeriksaan sarana produksi pangan PIRT 

sebanyak 44 sarana dengan hasil 12 sarana memenuhi ketentuan dan 32 sarana tidak memenuhi 

ketentuan, sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan untuk tahun 2021 adalah sebesar 57,47 %. 

Dari hasil pemeriksaan sarana produksi pangan PIRT, diperoleh hasil pemeriksaan yang tidak 

memenuhi ketentuan sebesar 32 sarana dari total 44 sarana yang diperiksa. Hal ini 

mengindikasikan masih rendahnya pemenuhan cara pembuatan pangan IRTP yang baik pada 

produk pangan industri rumah tangga. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Pada tahun 2021 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen 

Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan 

olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools 

inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para 

inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan 

dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan 

kebijakan. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 73. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan 
yang memenuhi ketentuan 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase sarana produksi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

283.983.000 283.971.400 99,99 104,49 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase 

sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, telah dilakukan reviu target persentase sarana produksi 

Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Reviu Renstra 2020-2024 di Bulan 

Desember 2021, dari 51% menjadi 55%. Untuk mempertahankan capaian persentase sarana 

produksi yang memenuhi ketentuan dan menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih 

belum berakhir terutama di wilayah Jawa Timur, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

• Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait terkait 

sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik. 

Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring 

maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan 

yang berlaku. 

• Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, 

petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir 

permasalahan dilapangan.  

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 74. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan 
60 70,36 117,26 Sangat Baik 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut : 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana 

distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana 

distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100% 
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Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, 

suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, 

klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun 

berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK 

mengacu pada: 

1)  Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat 

2)  Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK  

3)  Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan 

4)  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas 

Pelayanan Kefarmasian 

Pada tahun 2021, dilakukan pemeriksaan terhadap 641 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur 

oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 451 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 

190 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase 

sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 adalah sebesar 

70.36%. 

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 telah berhasil mencapai 

target yaitu 117,26 % dengan kriteria Sangat Baik.  

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 
Gambar 75. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana 

distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2019 
dengan tahun 2021 

Data target dan capaian sarana 

distribusi obat dan makanan tidak 

dapat dibandingkan antara tahun 

2019 dengan tahun 2020, hal ini 

dikarenakan indikator renstra pada 

tahun 2019 hanya menghitung 

persentase sarana distribusi obat 

yang memenuhi ketentuan, sedangkan pada tahun 2021 menghitung persentase sarana distribusi 

obat dan makanan termasuk obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang 

memenuhi ketentuan. Namun realisasi antara tahun 2019 hingga 2021 dapat dibandingkan, 

realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, penurunan ini disebabkan karena pada tahun 

2019 pemeriksaan PBF lebih banyak dalam rangka sertifikasi CDOB sehingga 94,54% MK 

sedangkan pada tahun 2020 pemeriksaan PBF dalam rangka pemeriksaan rutin dan penelusuran 

kasus, sehingga persentase MK menurun menjadi 66,30%. Pada tahun 2021 realisasi dan capaian 
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meningkat disbanding tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya program intensifikasi 

pengawasan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan obat.  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 
tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sarana distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi ketentuan  
66 70,36 106,61 Baik 

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 

sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria Baik. Namun demikian kondisi 

hingga tahun 2024 bisa berubah menyesuaikan isu pandemic covid 19. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi 
Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 

dengan target 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi persentase 

sarana distribusi obat dan makanan yang 

memenuhi ketentuan tahun 2021 yang 

tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan 

yang terendah adalah BBPOM di 

Surabaya. Keempat balai yang 

diperbandingkan telah mencapai target 

nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pada triwulan 1 terdapat perubahan focus pemeriksaan sarana distribusi sesuai surat edaran 

nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan target dan 

prioritas pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Pada surat edaran tersebut 

dijelaskan perubahan focus pengawasan sarana distribusi yaitu pada sarana distribusi dan 

pelayanan pengawasan kefarmasian yang terlibat pada program nasional vaksinasi covid-19. 

Sesuai surat edaran B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penyesuaian 

target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2021 (re-focusing), disampaikan 

perubahan target pengawasan sarana pelayanan kefarmasian puskesmas menjadi 371 sarana, 
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dengan cakupan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 82% dari 

cakupan pemeriksaan sarana distribusi total, sehingga target pemeriksaan sarana distribusi obat 

dan pelayanan kefarmasian sejumlah 638 dari target total pemeriksaan sarana distribusi 774. 

Pada Triwulan III terdapat Surat Edaran No. B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 

tentang Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021 (Refocusing dan Realokasi Belanja 

Kementrian/ Lembaga TA 2021 Tahap IV). Adanya penghematan anggaran berdampak pada 

adanya penurunan target pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 20% tetapi dengan tetap 

mempertahankan target pemeriksaan Puskesmas sebagai prioritas nasional untuk menjadi focus 

pemeriksaan sarana distribusi pada Triwulan III.  

Capaian indikator pada tahun 2021 mencapai 117,26%. (sangat baik). Beberapa hal yang 

mempengaruhi peningkatan capaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat 

adalah: 

• Pada bulan Januari – September 2021, terdapat program intensifikasi pengawasan vaksin di 

sarana distribusi dan pelayanan obat, yaitu di puskesmas, instalasi farmasi kab/kota, instalasi 

farmasi provinsi dan rumah sakit. Program intensifikasi ini berimbas terhadap target 

pemeriksaan, dimana target pemeriksaan di focuskan pada sarana-sarana intensifikasi 

tersebut. 

• Terdapat tools intensifikasi pengawasan vaksin di sarana puskesmas dan rumah sakit. Pada 

tools tersebut focus pemeriksaan lebih kepada pengelolaan vaksin, sehingga aspek lain 

tidak direview. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian jumlah sarana yang memenuhi 

ketentuan.  

• Dilakukan pendampingan pada saat melakukan Pemeriksaan di Puskesmas sehingga 

diharapkan puskesmas yang diperiksa memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut 

berupa sosialisasi SOP, dimana petugas pemeriksa menjelaskan titik2 kritis yang harus ada 

pada SOP dan penyampaian contoh prosedur kerja (SOP) dan form-form terkait 

pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian. Adapun SOP dan form yang 

disosialisasikan pada saat pemeriksaan antara lain SOP Pemantauan suhu vaksin Covid-19; 

SOP Pengiriman Vaksin Covid-19; SOP Verifikasi termometer di Saryanfar dalam kondisi 

darurat Pandemi Covid-19; SOP Penyimpanan vaksin di fasyanfar; SOP Pemusnahan vial 

bekas vaksinasi Covid-19; SOP Pencatatan mutasi vaksin di Fasyanfar; SOP penanganan 

situasi darurat; form pencatatan vial bekas vaksinasi covid-19 yang telah dimasukkan dalam 

kantong; form Berita acara pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; dan form rekap vial 

bekas vaksinasi Covid 19 yang telah dimusnahkan. 
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• Selain itu terdapat pendampingan berupa verifikasi pembacaan dengan thermometer 

terkalibrasi karena masalah utama pada pengelolaan produk CCP di sarana pelayanan 

kefarmasian adalah alat monitoring suhu penyimpanan yang belum terkalibrasi.  

• BPOM melakukan sosialisasi melalui webinar atau video YouTube terkait cara pengelolaan 

CCP. Dengan banyaknya intervensi yang dilakukan mengakibatkan meningkatnya 

pengetahuan pengelola vaksin sehingga pada saat pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan 

kefarmasian sejumlah 479 sarana dengan hasil 348 sarana memenuhi ketentuan dan 131 sarana 

tidak memenuhi ketentuan; dan dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika 

dan pangan sebanyak 162 sarana dengan hasil 103 sarana memenuhi ketentuan dan 59 sarana tidak 

memenuhi ketentuan.  

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 78. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Persentase sarana distribusi Obat 

dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

535.753.000 535.652.065 99,98 117,27 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi 

Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan 

hal-hal sebagai berikut : 

• Balai Besar POM di Surabaya melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi 

antara menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan 

analisa resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protocol 

kesehatan.  

• Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, 

petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir 

permasalahan dilapangan. 

6. Indeks Pelayanan Publik  



 

  
 111 

 
Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 79. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021 

INDIKATOR 

 KINERJA 
TARGET  REALISASI  % CAPAIAN KRITERIA 

Indeks Pelayanan Publik 4,35 4,52 103,91 Baik  

 

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai  

 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan 

publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 

2) Profesionalitas SDM (18%); 

3) Sarana Prasarana (15%); 

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 

5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); 

6) Inovasi (7%). 

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

Sejak triwulan II tahun 2021 telah diperoleh Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik  dan 

BBPOM Surabaya memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,52 atau termasuk pada 

Katagori Pelayanan Prima. 

Capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 telah berhasil mencapai target yaitu 

103,91 % dengan kriteria Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

 Gambar 80. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pelayanan 
Publik tahun 2019 sampai tahun 2021 

Pada tahun 2019 belum terdapat 

indikator indeks pelayanan publik, 

namun penilaian unit 
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penyelenggaraan pelayanan publik telah dilakukan pada tahun 2019. Terdapat penurunan 

realisasi indeks pelayanan publik tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, namun realisasi dan 

capaian indeks meningkat di tahun 2021 dan berhasil meraih predikat pelayanan prima. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 81. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks Pelayanan Publik 4,55 4,52 99,34 Baik 

Realisasi indeks pelayanan publik tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024, 

namun capaian yang diperoleh sudah masuk kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan 

secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 

Gambar 82. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 
2021 dengan Balai setara dan Target Nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi indeks 

pelayanan publik tahun 2021 yang 

tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan 

yang terendah adalah BBPOM 

Makassar. Keempat balai yang 

diperbandingkan sudah mencapai 

target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas 

pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik. Dari hasil penilaian Unit layanan 

Publik tahun 2021 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,52 bagi BBPOM di Surabaya 

menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan 

Publik tahun 2020 sebesar 4,11. Belajar dari rendahnya nilai IPP tahun 2020 bahkan turun dari 

nilai IPP tahun 2019, BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya, antara lain  sbb : 
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• Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan 

profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, Perkosmi, GAPMMI, 

akademisi diwakili oleh Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya, YLKI sebagai 

perwakilan suara konsumen, komunitas masyarakat diwakili antara lain oleh Pramuka, 

Muslimat, Fatayat, dll, lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan, dll  

• Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

• Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui 

Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayanan publik. 

• Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon 

pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan 

• Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan 

mendapatkan semua yang dibutuhkan. 

• Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan. 

• Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat. 

• Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus. 

• Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah 

diakses. 

• Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh 

konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, 

demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah no one left behind, semua harus 

mendapat layanan yang sama. 

• Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan 

larangan diskriminasi. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. 

Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan 

kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM 

Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya 

misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan 

profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara 

terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) 

diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan 

SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang 
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dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. 

Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan 

kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan tracking 

system untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga 

Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji 

di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan 

berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : Laskar (Sistem Informasi 

Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), Cangkrukan (Bincang dengan Kru Layanan), 

Pinarak Rek, Serasi (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan Gempur Jatim 

(Gerakan Mengawaal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas 

Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan Sketsa (Surat Keterangan Ekspor Terbit 

Satu Hari Saja). 

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 83. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Indeks Pelayanan Publik 38858000 38853625 99,99 103,91 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Indeks 

Pelayanan Publik. 

g. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Setelah dilakukan penilaian Indeks Pelayanan Publik, BBPOM di Surabaya akan senantiasa 

melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan publik antara lain sbb :  

• Melakukan survey pelayanan publik secara mandiri secara terus menerus sebagai masukan 

peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan metode reward untuk SDM. Survey 

dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih employee of the month 

pelayanan publik. 

• Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan subsite yang berisi 

berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga 

memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Saat ini 

pengembangan sub site ini telah dimulai dengan mengembangkan aplikasi pendukung antara 

lain SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu), Laskar (Sistem Informasi 

Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), Cangkrukan (Bincang dengan Kru Layanan), 
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Pinarak Rek, Serasi (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan Gempur Jatim 

(Gerakan Mengawaal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas 

Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan Sketsa (Surat Keterangan Ekspor 

Terbit Satu Hari Saja). Semua aplikasi pendukung tersebut ditujukan untuk memberikan 

pelayanan publik yang lebih baik dalam arti lebih cepat, transparan, adil, fair dan 

professional. 

• Melengkapi layanan informasi FAQ secara up to date dengan kemudahan akses bagi 

konsumen. 

• Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan 

system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah 

diakses. 

 

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 84. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar Tahun 2021 

INDIKATOR 

 KINERJA 

TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 
% CAPAIAN KRITERIA 

Persentase UMKM yang memenuhi 

standar 
55 57,73 104,97 Baik 

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Persentase UMKM yang memenuhi standar : (jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan 

CPPOB pada tahun n dibagi jumlah UMKM yang dibina pada tahun n) x 100% 

 

Jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB yang dihitung termasuk UMKM yang sudah 

dilakukan pembinaan pada tahun lalu dan dapat memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun ini.  

Hingga Triwulan IV, pembinaan UMKM pangan dilaksanakan terhadap 388 sarana UMKM pangan, 

terdiri dari sarana Gempur Jatim proses seleksi dan sarana Gempur Jatim proses mandiri. Sarana 

Gempur Jatim proses mandiri juga meliputi sarana UMKM pangan yang diusulkan oleh lintas sektor, 

yaitu Dinas Perdangan Kota Surabaya, Universitas Ma Chung, dan Politeknik Universitas Negeri 

Malang, Kementerian Koperasi dan UKM. Dari 388 sarana yang telah dilakukan pendampingan, 

sebanyak 224 sarana telah memenuhi ketentuan CPPOB. 

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar pada tahun 2021 telah berhasil mencapai 

target yaitu 104,97 % dengan kriteria Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang 

memenuhi standar tahun 2020 dengan tahun 2021 
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Terdapat kenaikan realisasi 

Persentase UMKM yang 

memenuhi standar tahun 2021 

dibandingkan tahun 2020, adanya 

penurunan capaian disebabkan 

adanya reviu untuk menaikkan 

target pada Reviu Renstra 2021 

sesuai rekomendasi tahun 2020. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar tahun 2021 dengan target 
renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase UMKM yang memenuhi standar 70 57,73 82,47 Cukup 

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar tahun 2021 belum mencapai target Renstra 

tahun 2024, namun terdapat reviu nomenklatur indicator dan definisi operasional pada Reviu 

Renstra yang berlaku pada tahun 2022. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional 

Indikator persentase UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator spesifik BBPOM dI 

Surabaya, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan 3 balai lain yang setara. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan IV, diperoleh capaian lebih dari 100% target 

disebabkan oleh bimbingan dari petugas sebelum dilakukan pemeriksaan sarana, di antaranya 

dengan adanya pendampingan terkait persiapan sarana dan dokumen yang diperlukan untuk 

pemenuhan CPPOB. Pemeriksaan sarana produksi usaha mikro dan kecil diutamakan pada aspek 

higiene dan sanitasi yang dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki komitmen yang tinggi.  

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat sarana  usaha mikro kecil yang belum memenuhi 

aspek CPPOB dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta 

mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan 

dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini 

disebabkan oleh permasalahan internal / kendala ekonomi pada pelaku usaha. Bahkan ada beberapa 
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sarana yang tidak dapat melanjutkan perbaikan sarana dan memutuskan untuk menghentikan 

proses pendaftaran produk. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Pendampingan kepada UMKM dilakukan melalui invasi GEMPUR JATIM dan SERASI. GEMPUR 

JATIM adalah program pendampingan UMKM baik secara mandiri maupun secara undangan. 

Sedangkan SERASI adalah aplikasi yang mempermudah UMKM untuk mendapat banyak informasi 

terkait registrasi pangan dan mempermudah pengajuan audit dengan mengupload dokumen 

dokumen persyaratan, sehingga proses pendampingan bisa lebih efisien waktu dan tertelusur. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 87. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase UMKM yang 

memenuhi standar 
129.682.000 129.682.000 100 104,96 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase UMKM yang 

memenuhi standar. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang tetap harus menjadi perhatian 

petugas: 

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang mengajukan pemeriksaan sarana produksi 

terkait persyaratan pemenuhan CPPOB, di antaranya lay out ruang produksi, definisi proses 

produksi, dan dokumen terkait yang diperlukan. 

2. Mendukung pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi persyaratan CPPOB dengan 

memberikan bimbingan dan arahan terkait sarana produksi dan dokumentasi terutama untuk 

sarana yang telah diperiksa, baik melalui jalur mandiri maupun jalur seleksi pada kegiatan 

Gempur Jatim. 

3. Mengadakan desk pemenuhan CPPOB terhadap pelaku usaha yang sarana produksinya belum 

memenuhi ketentuan CPPOB. 

4. Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama 

untuk pelaku usaha mikro dan kecil. 
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5. Memberikan pemahaman kepada lintas sektor terkait tahapan dan kriteria pendampingan agar 

dapat meningkatkan capaian keberhasilan pendampingan dalam memenuhi ketentuan CPPOB. 

 

 

 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan   

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

 
Tabel 88. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN  
KRITERIA 

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 91,1 91,51 100,45 Baik 

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah 

masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun 

berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: 

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; 

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;  

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; 

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan 

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta 

dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, 

penyebaran kuisioner dan online survei. 

BBPOM Surabaya melaksanakan Survey Efektifitas KIE pada tahun 2021 dengan jumlah responden 

hingga sejumlah 383 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan). Survey dilaksanakan 

terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari 

SASARAN STRATEGIS 5 
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI,  

EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP  

BBPOM DI SURABAYA 

 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil  

meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE)  

Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan  

Nilai NPS 100,11% dengan kriteria BAIK  
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BBPOM Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh 

Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkru’an, sosialisasi kepada 

mahasiswa dan komunitas ibu ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll. 

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya telah berhasil mencapai target yaitu 100.45% 

dengan kriteria baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 89. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat efektifitas 
KIE tahun 2020 dengan tahun 2021 

Setiap tahun dilakukan penilaian 

tingkat efektifitas KIE oleh Badan 

POM. Jika dibandingkan dengan tingkat 

efektifitas KIE tahun 2020 yaitu 93,87 

terjadi penurunan Tingkat Efektifitas 

KIE pada tahun 2021 menjadi 91,51. 

Hal ini disebabkan selama pandemi 

penyampaian KIE dilakukan juga menggunakan media sosial selain tatap muka secara langsung dan 

ternyata penggunaan media sosial belum efektif menyentuh seluruh lapisan  masyarakat di propinsi 

Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut upaya memberdayaan dan edukasi kepada masyarakat ke depan 

akan dilakukan upaya sosialisasi yang lebih massif ke seluruh wilayah propinsi Jawa Timur 

menggunakan berbagai media yang ada baik yang dimiliki oleh Badan POM maupun milik instansi 

lain misalnya Dinas Kominfo, RRI atau Televisi local. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 90. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 94,03 91,51 97,32 Baik 

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2021 

belum mencapai target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah masuk 

kategori baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra 

tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 

sejenis/setara, dengan target nasional 
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Gambar 91. Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 
tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional 

Berdasarkan grafik disamping, 

dapat disimpulkan bahwa 

realisasi Tingkat Efektifitas 

Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi Obat dan Makanan 

tahun 2021 yang tertinggi 

adalah BBPOM di Jakarta dan 

yang terendah adalah BBPOM 

Bandung. BBPOM Surabaya dan BBPOM di Bandung belum berhasil mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 

Tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah melaksanakan sebanyak 46 kegiatan KIE bersama Tokoh 

Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Malang, Banyuwangi, Situbondo, Jember, 

Bojonegoro, Surabaya, Sidoarjo dengan peserta kurang lebih sebanyak 500 orang di tiap titik 

lokasi. Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan 

Cangkru’an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi 

menggunakan platform Zoom Meeting yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali masing masing 

diikuti oleh 25 sampai 40 peserta. Kegiatan Cangkru’an ini dilaksanakan berdasarkan jadwal rutin 

yang telah ditetapkan maupun dalam rangka memenuhi permintaan komunitas tertentu misalnya 

komunitas Insipirator Lebah Madu Indonesia dan Zam Zam Group atau lintas sektor tertentu 

misalnya Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. BBPOM Surabaya juga menjadi 

narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang 

dilaksanakan oleh lintas sektor di kabupaten/kota se Jawa Timur. Media sosial dan media cetak juga 

menjadi sarana bagi BBPOM Surabaya untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makan 

terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BBPOM Surabaya harus 

peka akan kebutuhan informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan 

yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat. 

Bergerak dari hasil survey pada triwulan IV tahun 2021 ini harus menjadi kajian dan masukan bagi 

BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target 

populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat 
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melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana 

atau media yang akan dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari 

hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan 

Makanan tahun 2021 yang belum mencapai target yang ditetapkan, BBPOM Surabaya harus bekerja 

lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media 

informasi dan komunikasi yang lebih friendly dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat 

perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai 

media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan Pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor 

pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan 

BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat.     

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

kinerja 

Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat secara langsung ternyata masih merupakan kegiatan KIE 

yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Jawa Timur 

tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat, apalagi jika dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Pertanyaan yang 

disampaikan secara langsung mengindikasikan bahwa kehadiran BBPOM di Surabaya belum terlalu 

dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 92. Efiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Tingkat efektifitas KIE Obat dan 

Makanan 
6.373.832.000 6.373.353.389 99,99 100,45 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Tingkat efektifitas KIE Obat dan 

Makanan. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang telah mencapai target tetap harus menjadi perhatian bagi 

Tim BBPOM Surabaya agar bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Berbagai bentuk dan metode KIE 

dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan medote daring harus terus 

dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus 
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tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Surabaya tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha 

juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM Surabaya sebagai salah satu pilar dalam 

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh 

BBPOM Surabaya akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak 

menjaring minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi. 

Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui 

berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan Pendidikan rendah dan pekerjaan di 

sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi 

pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. 

Kerjasama dengan berbagai lintas sektor, Pemerintah Daerah, swasta dan perguruan tinggi harus 

menjadi langkah strategis wajib bagi BBPOM Surabaya di masa depan untuk memaksimalkan 

pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada. Kerjasama dengan Dinas Kominfo harus terus 

diperkuat untuk memanfaatkan berbagai media informasi yang dimiliki. Demikian juga Kerjasama 

dengan Radio dan Televisi lokal harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemberian 

informasi kepada masyarakat. 

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman   

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 93. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN  
KRITERIA 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) aman 
42 42 100% Baik 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah 

baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada 

Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. 

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. 

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan 

guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah 

tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan 

pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk 

memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki 

kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya 

dikantin sekolah. 
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Pada tahun 2021, realisasi sekolah yang terintervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 

adalah 42 sekolah. Capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sudah 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kriteria baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 94. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah sekolah 

dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 
2020 dengan tahun 2021 

Terdapat kenaikan realisasi dan capaian 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2021 

dibandingkan tahun 2020. Target 

inidikator ini memang ditetapkan secara 

kumulatif hingga tahun 2024. Karena 

kondisi pandemi covid yang belum 

berakhir maka pelaksanaan program ini 

harus disesuaikan dengan kondisi 

sekolah yang sebagian besar belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

Tabel 95. Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 
2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 150 42 28 

 

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2021 belum 

mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini 

bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.    

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

aman tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional 

INDIKATOR KINERJA 
BBPOM 

Surabaya 

BBPOM 

Bandung 

BBPOM 

Makassar 

BBPOM 

Jakarta 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) aman 
42 42 40 40 

Target nasional 1330 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2021 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan BBPOM di 

Bandung sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing. Target nasional merupakan target 

kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan 

Triwulan IV tahun 2021 yang merupakan tahapan akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajajan Yang 

Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 

42 sekolah yang terdiri dari 16 sekolah target intervensi tahun 2020 dan 26 sekolah target 

intervensi tahun 2021. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan 

intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Dalam 

rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan 

anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan 

terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B 

dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan Test Kit Bahan Berbahaya. Secara umum 

terjadi penurunan persentasi pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya sebelum dan 

sesudah intervensi.    

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian 

dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 

8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini 

terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang 

Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini 

akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. 

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan 

kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. 

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Pengawasan Pangan 

Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah karena kegiatan pembelajaran terpaksa dialihkan 

secara daring sehingga seluruh kantin sekolah tidak beroperasi bahkan pada saat pembelajaran 

telah dilakukan secara tatap muka sebagian besar kantin sekolah juga tetap tutup. Berbagai 

penyesuaian telah dilakukan antara lain melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan ke 483 Sekolah 

yang bukan merupakan target intervensi tahun 2021 dari 441 target sekolah. Pemberdayaan kader 

keamanan pangan sekolah juga akan dilakukan melalui media yang ada dan memungkinkan untuk 

melakukan penyebaran informasi kepada komunitas sekolah. 
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f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA 

di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten 

Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Bojonegoro. 

Target tahun 2021 adalah 26 sekolah baru dan 16 sekolah pengawalan yang merupakan target 

intervensi tahun 2020.  

Tahapan intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan kepada kader 

keamanan pangan sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Pengelola Kantin dan siswa. 

Bimbingan teknis dilaksanakan secara daring maupun luring tergantung kondisi penyebaran covid 

19 di masing masing kabupaten/kota. Pada saat bimbingan teknis diberikan materi tentang 

keamanan pangan dan juknis kegiatan PJAS. Menyertai bimbingan teknis dilakukan pre dan post test 

untuk mengetahui pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu juga dilakukan survey untuk 

mengetahui Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Kader Keamanan Pangan sebelum intervensi. 

Kepada sekolah yang diintervensi juga diberikan paket edukasi berupa permainan ular tangga 

Keamanan Pangan, Banner, Komik, Leaflet, Buku, dan Poster yang dikirim ke sekolah untuk 

dipasang di lingkungan sekolah dan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang Keamanan 

Pangan kepada seluruh komunitas sekolah. Setelah itu dilakukan monitoring pemberdayaan kader 

keamanan pangan sekolah untuk memastikan: intervensi keamanan pangan oleh kader keamanan 

pangan kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri, sekolah telah memiliki SK Tim 

Keamanan Pangan Sekolah, Sekolah memiliki Rencana Aksi Keamanan Pangan, intervensi keamanan 

pangan telah didokumentasikan dengan baik, dan dilakukan survey pengetahuan, sikap dan perilaku 

pasca intervensi keamanan pangan kepada siswa dan kader.  

Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah 

tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan 

pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini 

untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki 

kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di 

kantin sekolah 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 97. Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

aman 

440.980.000 440.481.882 99,89 100 Efisien 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Jumlah sekolah dengan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Dari hasil sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, seluruh sekolah yang menjadi target intervensi 

tahun 2020 dan 2021 memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman. 

Seluruh sekolah telah memiliki Rencana Aksi Keamanan Pangan dan diharapkan akan dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan. Kepada seluruh sekolah telah disampaikan bahwa rencana aksi 

keamanan pangan tidak harus dilaksanakan dengan anggaran yang besar dan waktu khusus. 

Kegiatan keamanan pangan dapat diintegrasikan dengan kegiatan sekolah sehari hari dan tidak perlu 

waktu khusus. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dan kontinuitas kegiatan keamanan 

pangan dalam kegiatan sekolah dan menjadi bagian dari kegiatan belajar mengajar. Para kader 

keamanan pangan sekolah juga disarankan untuk mengembangkan berbagai inovasi yang 

mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. 

Semua sekolah juga berkomitmen untuk memperluas program keamanan pangan ke sekolah 

sekolah di sekitar (sekolah imbas) sehingga program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi 

Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip prinsip 

keamanan pangan. Pengawasan kepada penjaja pangan di sekitar sekolah harus dilakukan dengan 

pendekatan secara persuasive dan humanis sehingga para penjaja pangan tersebut sadar dan 

menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara sukarela. Beberapa jenis pangan yang menjadi 

kegemaran anak anak harus dipastikan aman dari bahan berbahaya dan memenuhi syarat hygiene-

sanitasi terutama penggunaan air sebagai bahan baku pangan jajanan yang umumnya belum 

memenuhi syarat air minum sehingga mengakibatkan cemaran mikroba pada pangan. Target akhir 

dari Program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah ini adalah jika 

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi program ini dan memasukkannya dalam 

program prioritas pemerintah daerah. 

3. Jumlah desa pangan aman   

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 98. Jumlah desa pangan aman tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN  
KRITERIA 

Jumlah desa pangan aman 19 19 100 Baik 
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Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang 

aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen 

perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi 

dengan program lain). 

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi 

stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan 

Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan 

≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks 

Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. 

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini 

diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait 

keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin 

banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu. 

Hingga triwulan IV tahun 2021, seluruh desa yang menjadi target intervensi tahun 2021 yaitu 13 

desa telah tercapai, demikian pula dengan target pengawalan desa tahun 2020 yaitu 6 desa sehingga 

progress intervensi jumlah desa pangan aman adalah 19 desa. Capaian jumlah desa pangan aman 

sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kriteria baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 99. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan 
aman tahun 2019 dengan tahun 2021 

Terdapat kenaikan realisasi dan 

capaian Jumlah desa pangan aman 

2021 dibandingkan tahun 2020. 

Target inidikator ini memang 

ditetapkan secara kumulatif 

hingga tahun 2024. Semua 

tahapan kegiatan dapat 

dilaksanakan meskipun dengan 

penyesuaian pelaksanaan yang 

semula luring menjadi kombinasi daring dan luring menyesuaikan dengan kondisi status covid desa 

yang akan diintervensi.  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 100. Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 

Jumlah desa pangan aman 47 19 40,43 

Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 

dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru 

dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.  Terdapat penyesuaian target pada triwulan I 

tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi covid 19, dari 9 desa menjadi 6 desa, sehingga perlu 

percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun depan agar target tahun 2024 tetap dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan IKU BPOM atau capaian nasional 

Tabel 101. Perbandingan Realisasi Jumlah desa pangan aman tahun 2021 dengan Balai setara dan IKU BPOM 

INDIKATOR KINERJA 
BBPOM 

Surabaya 

BBPOM 

Bandung 

BBPOM 

Makassar 

BBPOM 

Jakarta 

Jumlah desa pangan aman 19 19 12 14 

Target IKU BPOM 427 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2021 

yang terendah adalah BBPOM Makassar karena perbedaan target dengan ketiga balai lainnya. Target 

nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan 

Pada tahun 2021 kegiatan Desa Pangan Aman telah melalui beberapa tahap yaitu advokasi, 

pengadaan paket informasi dan Rapid Test Kit, dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 

Pangan Aman. Advokasi telah dilakukan di 8 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Mojokerto, 

Kota Malang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, 

Kabupaten Jember dan Kabupaten Madiun. Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas telah 

dilaksanakan di 13 desa yang menjadi target intervensi tahun 2021.  

Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat seperti Desa Pangan Aman ini adalah 

komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat 

penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Komitmen ini harus 

diapresiasi sewajarnya oleh BBPOM Surabaya sehingga ikatan positif yang telah terbentuk tetap 

dapat terjaga dan berkontribusi secara positif pada pencapaian sasaran yang diharapkan 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 
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Program Keamanan Pangan Desa merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan 

Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar 

Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). 

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 

26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program 

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama 

tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada 

komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya 

terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk 

lingkungan terdekatnya. Komunitas yang diintervensi adalah IRTP, pelaku usaha ritel/warung, 

pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok 

pesantren, dll.  

Pada saat bimtek kader telah diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan 

dilatih untuk melakukan pengujian bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan 

menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, 

rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader 

ini telah melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang 

dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim 

BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan 

keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi 

keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga 

merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan 

dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan 

menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan 

pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan 

pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes.  

Jika dilihat dari hasil capaian Program Keamanan Pangan Desa tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada kendala yang cukup berarti. Kondisi pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020 telah 

membuat BBPOM Surabaya menyesuaikan metode pelaksanaan tahapan Program Keamanan 

Pangan Desa sesuai kondisi di masing masing Desa. Penerapan protocol Kesehatan secara ketat 

selalu diupayakan sehingga tidak terjadi kluster baru penularan covid 19.  
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Pada tahun 2021 telah terbentuk kader keamanan pangan desa (KKPD) di 13 desa sehingga total 

KKPD sebanyak 155 orang dan telah terbentuk 650 orang komunitas yang terdiri dari komunitas 

ibu rumah tangga, komunitas remaja, komunitas sekolah, komunitas ritel, komunitas pelaku usaha 

pangan siap saji dan komunitas pelaku usaha pangan olahan. 

Salah satu tahapan program desa pangan aman adalah intensifikasi keamanan pangan dimana 

dilakukan pengambilan sampel dan pengujian pangan mengandung bahan berbahaya. Para kader 

diberikan pengetahuan bagaimana melakukan pengujian pangan menggunakan Rapid Test Kit Bahan 

Berbahaya yang telah diberikan oleh BBPOM Surabaya. Para kader diharapkan memanfaatkan 

dengan baik Rapid Test Kit yang diberikan untuk melakukan pengujian secara mandiri. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 102. Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Jumlah desa pangan aman 598.928.000 598.816.365 99,98 100 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Jumlah desa pangan aman. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil evaluasi intensifikasi pengawasan keamanan pangan masih ditemukan pangan 

mengandung bahan berbahaya yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat desa. Meskipun terjadi 

penurunan peresentasi pangan mengandung bahan berbahaya sebelum dan sesudah intervensi 

program desa pangan aman namun masyarakat harus tetap waspada dan terus mengkampanyekan 

prinsip prinsip keamanan pangan kepada seluruh komunitas masyarakat desa termasuk kepada 

pelaku usaha produsen pangan olahan yang ada di desa. Pada saat monitoring dan evaluasi program 

desa pangan aman, para kader dan apparat desa dianjurkan untuk menyusun Rencana Program 

Keamanan Pangan Desa yang akan dilaksanakan secara mandiri, termasuk memanfaatkan secara 

maksimal Rapid Test Kita Bahan Berbahaya yang telah diberikan oleh BBPOM Surabaya. Desa yang 

telah diintervensi juga disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa desa 

sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung 

untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh 

kader bersama komunitas desa. 

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 103. Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN  
KRITERIA 

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 12 12 100 Baik 

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dihitung dari jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi 

pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang 

disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta 

mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. 

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk 

pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang 

dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam 

rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar 

yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku 

kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam 

pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang 

dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, 

penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta 

pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas 

pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang 

disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan 

rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru 

yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. 

Pada tahun 2021, jumlah pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi adalah 8 pasar yang 

merupakan target tahun 2021 dan 4 pasar yang merupakan pengawalan pasar tahun 2020. Capaian 

jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 

100%, dengan kriteria baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 104. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2019 
dengan tahun 2021 

TAHUN TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Tahun 2020 4 4 100% Baik 

Tahun 2021 12 12 100 Baik 

 

Terdapat kenaikan realisasi dan capaian Jumlah desa pangan aman 2021 dibandingkan tahun 2020. 

Target inidikator ini memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024. Beberapa penyesuaian 
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terpaksa dilakukan mengingat kondisi pandemi yang belum memungkinkan pelaksanaan kegiatan 

yang mengundang dan mengumpulkan banyak orang. Kampanya keamanan pangan dilakukan dengan 

pembagian produk informasi dan tidak dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Meskipun 

demikian diharapkan tujuan pemberdayaan komunitas pasar tetap tercapai sehingga jumlah pangan 

mengandung bahan berbahaya dapat ditekan dan dikurangi. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

 

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 dengan target 
renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 32 12 37,5 

Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 belum mencapai target Renstra 

tahun 2024 dengan kriteria sangat kurang karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, 

sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.   

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 

Tabel 106. Perbandingan Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 dengan Balai 
setara dan target nasional 

INDIKATOR KINERJA 
BBPOM 

Surabaya 

BBPOM 

Bandung 

BBPOM 

Makassar 

BBPOM 

Jakarta 

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 12 8 8 2 

Target nasional 165 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya tahun 2021 yang tertinggi adalah BBPOM Surabaya sesuai target masing-masing Balai. 

Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat 

dibandingkan. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan 

Pada tahun 2021 tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan 

adalah audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah 

yang terkait. Kegiatan Audiensi/Advokasi telah dilakukan di 8 Kabupaten/Kota. Dilanjutkan dengan 

survey pasar, bimtek petugas pasar, monev tahap I, penyuluhan, kampanye dan monev tahap II.  

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional 

Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa 
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Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, 

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah 

(PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 

desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program 

pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama 

tahun sebelumnya. 

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan sesuai tahapan yang telah 

direncanakan dan relative tidak menemui kendala yang berarti. Saat ini telah dilaksanakan bimtek 

kepada 125 orang petugas pasar, penyuluhan kepada 400 orang pedagang pasar dan kampanye 

kepada 160 orang pengunjung pasar tentang prinsip prinsip keamanan pangan yang dapat 

diterapkan di pasar. Pada monev I telah dilakukan pengambilan 800 sampel dan dilakukan pengujian 

terhadap bahan berbahaya. Demikian juga pada monev tahap II telah dilakukan pengambilan 800 

sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan dilakukan pengujian bahan 

berbahaya menggunakan Rapid Test Kit.   

Secara umum terjadi penurunan persentase pangan mengandung bahan berbahaya namun demikian 

perlu diperhatikan parameter mikrobiologi yang masih cukup tinggi ditemukan pada pangan siap 

saji yang dijual di pasar. Kemungkinan kontaminasi berasal dari air yang digunakan sebagai bahan 

baku pangan tersebut. Kampanye keamanan pangan harus terus dilakukan kepada para pedagang 

dan pengunjung pasar sehingga dapat diciptakan Pasar Pangan Aman yang bebas dari Bahan 

Berbahaya. Pengaruh konsumen sangat besar untuk mendesak para pedagang agar tidak lagi 

menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Pelaksanaan program Pasar Aman Bahan Berbahaya relative lebih sulit dibandingkan dengan 

program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang 

sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Merubah perilaku komunitas 

pasar untuk menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan 

yang ringan. Namun demikian, BBPOM di Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin agar 

komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Bahan 

Berbahaya. Upaya pengawalan dilakukan melalui pembentukan wa group agar komunitas pasar 

dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar pasar lain 

 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 107. Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Jumlah pasar aman dari bahan 
berbahaya 

315.280.000 315.098.939 99,94 100 Efisien 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021 berakhir tetap akan dilakukan 

pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Para petugas pasar 

diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar 

dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian 

menggunakan Rapid Test Kit dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan Rapid Test Kit secara 

mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar 

pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan 

berbahaya. Pada saat dilakukan survey pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai 

dengan prinsip keamanan pangan. Diharapkan agar Dinas terkait memperhatikan fasilitas pasar 

terutama hygiene dan sanitasi. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi 

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar pasar lain sehingga program ini dapat 

diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. 

 

 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut : 

 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 108. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 

SASARAN STRATEGIS 6 
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN  

PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP  

BBPOM DI SURABAYA 

 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya belum sepenuhnya 

berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya 

dengan Nilai NPS 97,82% dengan kriteria BAIK  
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar 
100 96,3 96,3 Baik 

 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut : 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2 

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 

100% 

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100% 

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. 

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai 

dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan 

dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi 

kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. 

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV tahun 

2021 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh 

BBPOM di Surabaya, dan sampel Obat yang disampling BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab 

Kediri dan Loka POM di Kab Jember dan telah diuji sesuai standar. Dari total 2384 sampel yang 

disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa sesuai standar, dan dari 2367 sampel 

yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab 

Jember telah diuji seluruhnya dengan 2192 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase 

sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum sepenuhnya mencapai target 

yang ditetapkan yaitu 96,30% namun sudah memperoleh kriteria baik.  

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 109. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase 
sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 

dengan tahun 2021 

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan 

realisasi indicator Persentase sampel 

Obat yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar dibandingkan tahun 2020. 

Namun terdapat penurunan capaian 
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karena target telah direviu sesuai permintaan Bappenas, sehingga capaian di tahun 2021 turun. 

Kenaikan realisasi indicator dipengaruhi oleh penurunan target pengujian sampel akibat 

refocusing anggaran dalam rangka covid. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 

 

Tabel 110. Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 
dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar 
100 96,3 96,3 Baik 

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 belum 

mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara 

berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai, 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 

Gambar 111. Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat 
yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan 

Balai setara dan target nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Persentase 

sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar tahun 2021 yang tertinggi adalah 

BBPOM di Makasar dan yang terendah 

adalah BBPOM Bandung. Hanya BBPOM di 

Makasar yang sudah mencapai target 

nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

Capaian pada tahun 2021 dipengaruhi beberapa hal diantaranya : 

• Adanya penurunan target sampel total BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan 

Loka POM di Kab Jember terkait pandemi Covid-19 yang semula 2738 menjadi 2384  

• Keadaan Pandemi Covid yang meningkat mengharuskan pengaturan sistem WFH – WFO 

yang akan mengurangi kinerja pengujian sampel, mengingat pengujian hanya dapat dilakukan 

WFO. Untuk mengatasi kendala ini, sejak pertengahan bulan Agustus 2021 diberlakukan 

sistem piket bagi penguji, dimana selama WFH penguji ditugaskan menguji di laboratorium 
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dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan segera kembali ke rumah untuk 

meneruskan pekerjaan dari rumah setelah pekerjaan laboratorium selesai dilakukan. 

Pengaturan piket semacam ini dapat meningkatkan penyelesaian sampel di laboratorium. 

• Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan 

pengambilan sampel pada saat belum tersedia alat/instrument, reagen, baku pembanding 

atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh 

kebutuhan untuk pengujian telah tersedia. Hal ini meningkatkan persentase pemenuhan 

timeline dan pemenuhan parameter sesuai pedoman sampling.  

• Sampai dengan triwulan IV seluruh sampel dapat memenuhi parameter sesuai dengan 

pedoman sampling 2021. 

• Adanya review terhadap target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar pada Reviu Renstra 2020-2024 di bulan Desember 2021, dari 85% menjadi 100% 

sehingga mempengaruhi capaian. 

Namun demikian masih terdapat sampel yang melebihi timeline, sejak TW 1 – IV sebanyak 175 

sampel Obat melebihi timeline. Banyaknya sampel yang melebihi timeline disebabkan beberapa 

hal antara lain  

1. Penguji di laboratorium mengutamakan tindak lanjut temuan reassesmen ISO 17025:2017 

oleh KAN, berupa verifikasi metode Analisa. 

2. Situasi pandemi yang menyebabkan lebih dari 10 orang penguji  terpapar Covid-19 sehingga 

laboratorium menerapkan sistem WFH 100% pada bulan Juli, dan piket bergantian pada 

bulan berikutnya berimbas pada pemenuhan timeline sampel. 

3. Terdapat beberapa kendala pada instrumen uji diantaranya kerusakan UPS pada alat 

microwave digestion laboratorium kosmetik sehingga harus bergantian menggunakan 

microwave digestion di laboratorium pangan  

4. Sampel kasus komoditi obat tradisional yang cukup banyak dan hampir seluruhnya tidak 

memenuhi syarat membutuhkan perhatian khusus sehingga lebih diutamakan dibanding 

penyelesaian sampel rutin. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja antara lain : 

• Selama masa pandemi kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan secara daring maupun 

luring, kegiatan bimtek secara luring dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 

dengan ketat. Tahun ini telah dilaksanakan 4 kegiatan bimtek internal (1 daring, 2 hybrid 
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dan 1 luring) oleh BBPOM di Surabaya dengan narasumber dari P3OMN, dan narasumber 

eksternal dari institusi, universitas dan provider alat. 

• Penjaminan mutu laboratorium dilaksanakan melalui Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji 

Banding telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Surabaya. Sebanyak 14 Uji 

Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier 

(memuaskan). Selama tahun 2021 telah dilaksanakan 7 uji kolaborasi, yaitu 1 di 

laboratorium Pangan dan Air, 1 di laboratorium Kosmetik, 1 di laboratorium Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan, 1 di Laboratorium Obat dan 3 uji kolaborasi Baku 

Pembading 3. Selain itu telah dilaksanakan 1 uji Banding oleh Laboratorium Pangan dan Air 

dengan PT Biochem Technology  

• Pemastian bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa, selama tahun 2021 

sebanyak 199 metode telah diverifikasi 

• Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil 

pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN sebanyak 72 

alat maupun oleh pihak eksternal sebanyak 21 alat.  

• Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan 

terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2021 

telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 

17025:2017 

•  Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO 

WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat 

beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 112. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase sampel Obat yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 
543.363.500 543.121.322 99,96 96,30 Tidak Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak 

efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2021. Hal ini 

disebabkan karena adanya efisiensi anggaran untuk keperluan pengujian covid 19 yang tidak 

berdampak langsung pada pencapaian target indicator. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 
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Berdasarkan evaluasi sebelumnya, perlu dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar 

dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang 

ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan 

jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol 

kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Perlu segara dilakukan analisis resiko 

dan pengendaliannya mengingat pada tahun 2022 mulai diberlakukan regionalisasi laboratorium 

untuk pertama kalinya. 

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 113. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sampel makanan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 
100 99,34 99,34 Baik 

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut : 

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2 

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel 

obat) x 100% 

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 

100% 

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.  Sampel Obat mencakup 

Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang 

ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, 

kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. 

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 

diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh 

BBPOM di Surabaya, dan sampel Makanan yang disampling BBPOM di Surabaya, Loka POM di 

Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember dan telah diuji sesuai standar. Dari total 1126 sampel 

yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa sesuai standar, dan dari 1219 

sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di 

Kab Jember telah diuji seluruhnya dengan 1203 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase 

sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum sepenuhnya mencapai target 

yang ditetapkan yaitu 99,34 % namun sudah memperoleh kriteria Baik. 
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b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

 

 

 

 

 

Gambar 114. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase 
sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 

2020 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2021 realisasi dan 

capaian Persentase sampel Makanan 

yang diperiksa sesuai standar sedikit 

menurun bila dibandingkan dengan 

tahun 2020, hal ini disebabkan pada 

tahun 2021 terdapat seorang staf 

pengujian laboratorium pangan yang 

melaksanakan tugas belajar, staf yang 

cuti melahirkan serta staf yang cuti 

sakit, sehingga beban sampel per orang cukup tinggi dan menyebabkan beberapa sampel 

terlewat timeline. Sedangkan pemenuhan parameter sesuai dengan pedoman sampling 

senantiasa diusahakan terpenuhi 100%. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 115. Perbandingan Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 
dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan 

diuji sesuai standar 
100 99,34 99,34 Baik 

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 belum 

mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara 

berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 
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Gambar 116. Perbandingan Realisasi Persentase sampel Makanan yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 dengan Balai setara dan target 

nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi 

Persentase sampel Makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 

tahun 2021 yang tertinggi adalah 

BBPOM di Makasar dan yang 

terendah adalah BBPOM Bandung. 

Diantara keempat balai yang 

diperbandingkan, hanya BBPOM di Makasar yang sudah mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

BBPOM Surabaya selalu berupaya untuk mengupayakan keberhasilan pencapaian indikator 

persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai 

pedoman sampling dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, 

meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang 

diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana 

laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.  

Ketersediaan sarana prasarana seperti Instrumen, reagen, baku pembanding, suku cadang, 

metode Analisa maupun anggaran untuk perawatan instrumen merupakan hal yang mendukung 

tercapainya target. Adanya review terhadap target persentase sampel Makanan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar pada Reviu Renstra 2020-2024 di bulan Desember 2021, dari 85% 

menjadi 100% mempengaruhi capaian pada TW IV. 

Pada tahun 2021 seluruh sampel dapat diuji sesuai dengan pedoman sampling namun terdapat 

16 sampel yang diuji melewati timeline dikarenakan :  

• Kondisi pandemi Covid-19 yang meningkat mengharuskan laboratorium menerapkan 

sistem WFO-WFH 

• Permasalahan pada sensor alat microwave digestion sehingga menyebabkan beberapa 

sampel tertunda penyelesaiannya. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja antara lain : 
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• Selama masa pandemi kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan secara daring maupun 

luring, kegiatan bimtek secara luring dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 

dengan ketat. Tahun ini telah dilaksanakan 4 kegiatan bimtek internal (1 daring, 2 hybrid 

dan 1 luring) oleh BBPOM di Surabaya dengan narasumber dari P3OMN, dan narasumber 

eksternal dari institusi, universitas dan provider alat. 

• Penjaminan mutu laboratorium dilaksanakan melalui Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji 

Banding telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Surabaya. Sebanyak 14 Uji 

Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier 

(memuaskan). Selama tahun 2021 telah dilaksanakan 7 uji kolaborasi, yaitu 1 di 

laboratorium Pangan dan Air, 1 di laboratorium Kosmetik, 1 di laboratorium Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan, 1 di Laboratorium Obat dan 3 uji kolaborasi Baku 

Pembading 3. Selain itu telah dilaksanakan 1 uji Banding oleh Laboratorium Pangan dan Air 

dengan PT Biochem Technology  

• Pemastian bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa, selama tahun 2021 

sebanyak 199 metode telah diverifikasi 

• Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil 

pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN sebanyak 72 

alat maupun oleh pihak eksternal sebanyak 21 alat.  

• Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan 

terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada tahun 2021 

telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan persiapan reakreditasi ISO 

17025:2017 

• Pemanfaatan Alat Sarana Prasarana laboratorium serta manajemen penjadwalan WFO 

WFH yang optimal memberikan pengaruh pada ketercapaian target kinerja mengingat 

beberapa staf pengujian juga menjadi penguji sampel Covid 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 117. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Persentase sampel Makanan yang 

diperiksa dan diuji sesuai standar 
339.415.000 339.168.827 99,93 99,34 Tidak efisien 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak 

efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2021. Hal ini 

disebabkan karena adanya efisiensi anggaran untuk keperluan pengujian covid 19 yang tidak 

berdampak langsung pada pencapaian target indicator. 
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h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan evaluasi, perlu dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan 

pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. 

Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal 

WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 

mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Perawatan instrumen secara berkala perlu 

dilakukan untuk menjamin kelancaran pengujian. Selain itu, perlu segara dilakukan analisis resiko 

dan pengendaliannya mengingat pada tahun 2022 mulai diberlakukan regionalisasi laboratorium 

untuk pertama kalinya 

 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

 
Tabel 118. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di 

bidang Obat dan Makanan 
65 68,73 105,74 Baik 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja  BBPOM 

di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan 

dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas 

perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :  

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara] 

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara] 

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara] 

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara) 

SASARAN STRATEGIS 7 
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT  

DAN MAKANAN DI LINGKUP  BBPOM DI SURABAYA 

 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil 

Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan 

Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NPS 

105,74% dengan kriteria BAIK  
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Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x  (Jumlah 

capaian / target perkara) 

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. 

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang 

sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai 

bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. 

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang 

diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain: 

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))  

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) 

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar 

kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka 

dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi. 

Pada tahun 2021, realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan adalah 68,73%. 

Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Surabaya tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 105,74% dan 

mendapat kriteria “baik”. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 
Tabel 119. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel 

Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 
dengan tahun 2021 

Terdapat kenaikan realisasi persentase 

keberhasilan penindakan kejahatan di 

bidang Obat dan Makanan pada tahun 

2021 dibanding tahun 2020. Capaian 

persentase keberhasilan penindakan 

kejahatan di bidang Obat dan Makanan  

pada tahun 2021 dan tahun 2020 masuk 

kriteria BAIK, meskipun terdapat sedikit 
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penurunan nilai capaian pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 karena terdapat kenaikan target yang 

ditetapkan pada tahun 2021 dibanding tahun 2020, namun penurunan tersebut tidak signifikan. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 120. Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 
Makanan tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan 
75 68,73 91,64 Baik 

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 

belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria Baik. Masih diperlukan upaya 

perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan target nasional 

Gambar 121. Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan 
kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 dengan Balai setara dan 

target nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi 

Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan tahun 2021 

yang tertinggi adalah BBPOM di 

Makassar dan yang terendah 

adalah BBPOM di Jakarta. Dari 

keempat Balai yg 

diperbandingkan, hanya BBPOM di Jakarta yang tidak dapat mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan 

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 sudah mencapai target.  

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah : 

• Target perkara pada awal tahun 2021 sebanyak 15 perkara, dengan adanya refocusing anggaran 

maka target perkara per Juli 2021 menjadi 6 perkara. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 

telah tercapai 6 perkara dengan rincian realisasi perkara SPDP sebanyak 2 perkara dan sedang 

dalam proses pemberkasan (telah dilakukan pemanggilan saksi-saksi dan tersangka), tahap I 
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sebanyak 2 perkara, P21 sebanyak 1 perkara dan tahap 2 sebanyak 1 perkara. Sedangkan 

realisasi perkara carry over untuk tahap 1 sebanyak 3 perkara, P21 sebanyak 3 perkara 

termasuk 2 perkara yang telah diterbitkan SP3 (yaitu perkara tahun 2014 yang sudah 

kadalaluarsa) dan tahap 2 sebanyak 10 perkara.  

• Penyelesaian 23 perkara carry over tahun 2014-2020 BBPOM di Surabaya sampai dengan 

triwulan IV sudah terealisasi sebanyak 12 perkara yaitu dengan penerbitan Surat Penetapan 

Penghentian Penyidikan (SP3) sebanyak 5 perkara, 2 bukan merupakan perkara karena belum 

diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan 5 perkara sudah dilakukan 

tahap 2, sedangkan dalam proses upaya tindak lanjut sebanyak 11 perkara. 

• Terdapat 7 perkara carry over yang sudah P21 dengan rincian perkara tahun 2016 sebanyak 3 

perkara, perkara tahun 2019 sebanyak 3 perkara (Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 1 

perkara namun penyidik dari BBPOM di Surabaya dan 2 perkara BBPOM di Surabaya), 

sedangkan tahun 2020 sebanyak 1 perkara. Perkara carry over tersebut belum bisa dimajukan 

ke tahap 2 karena adanya kondisi tersangka yang sakit sehingga belum memungkinkan untuk 

dilakukan tahap 2 serta karena tersangka melarikan diri. 

• Rencana aksi yang telah dilakukan selama triwulan IV adalah : 

– Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan 

melalui patroli cyber maupun secara onsite. 

– Kegiatan penindakan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi dengan menerapkan protokol 

kesehatan dan physical distancing, serta pemanggilan tersangka. 

– Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa 

Timur. 

– Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 

– Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut 

Umum. 

– Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 

– Penyerahan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 

melalui Korwas Polda Jawa Timur. 

– Melakukan pembahasan penanganan perkara dengan Ahli Pidana/Akademisi. 

• Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 

sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi, Operasi Penindakan, penyelesaian perkara carry 

over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) 

belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap I, P21 dan tahap 

2 serta adanya persyaratan bebas Covid-19 bagi tersangka yang akan diserahkan (tahap 2), 
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selain itu adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses 

pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir) serta 

belum diperoleh bukti mengedarkan untuk kasus Obat-Obat Tertentu (OOT) yang ditemukan 

di ekspedisi 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah : 

• Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui 

patroli cyber maupun secara onsite. 

• Pelaksanaan kegiatan penindakan, pemanggilan saksi-saksi dengan menerapkan protokol 

kesehatan, gelar perkara secara daring maupun luring, penyelesaian pemberkasan untuk dapat 

dimajukan ke tahap I serta melakukan perbaikan kelengkapan berkas P19 sesuai petunjuk dari 

Jaksa Penuntut Umum sehingga berkas perkara dinyatakan lengkap / P21. 

• Peningkatkan koordinasi dengan komponen Criminal Justice System sehingga setiap tahap dalam 

proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan dengan baik. 

• Peningkatan kompetensi petugas di Bidang Penindakan sehingga kegiatan intelijen dan proses 

penyidikan dapat berjalan lancar 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 122. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan  
di bidang Obat dan Makanan 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 

ANGGARAN 
2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang 

Obat dan Makanan 

1.102.868.000 1.102.855.879 99,99 105,74 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

• Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui 

patroli cyber maupun secara onsite, peningkatan operasi penindakan, pemanggilan saksi-saksi dan 

pemeriksaan tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing di masa 

pandemi Covid-19.  
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• Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut secara optimal dan 

mengusulkan penambahan anggaran supaya dapat melakukan koordinasi lebih intensif dengan  

instansi terkait (Criminal Justice System) termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.  

• Memfasilitasi tersangka yang akan tahap 2 untuk uji bebas Covid-19. 

• Mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa segera dilakukan penyerahan berkas perkara ke 

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur/tahap 1. 

• Melakukan pemanggilan ke-2 untuk tersangka yang tidak hadir untuk diperiksa. 

• Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka memperoleh bukti mengedarkan untuk kasus 

Obat-Obat Tertentu (OOT) yang ditemukan di ekspedisi. 

 

 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8 

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya  
a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 123. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 84,7 84,64 99,93 Baik 

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen 

pengungkit dan bobot komponen hasil 

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah 

predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai 

SASARAN STRATEGIS 8 
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUP 

BBPOM DI SURABAYA YANG OPTIMAL 

 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil mewujudkan 

tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan 

Nilai NPS 100,08% dengan kriteria BAIK  
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komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu 

satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan 

tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas 

kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat 

Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 

5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 

10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). 

Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya 

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%). 

Berdasarkan penilaian indeks RB yang dilakukan oleh Inspektorat Utama diperoleh nilai 84,64. 

Capaian indeks RB tahun 2021 belum sepenuhnya mencapai target yaitu 99,93%, namun 

sudah memperoleh kriteria Baik. 

Sedangkan berdasarkan penilaian Kementrian PAN dan RB, pada bulan Desember 

2021 BBPOM di Surabaya telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi bersih dan 

Melayani (WBBM) dengan nilai diatas 85. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 
Gambar 124. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM 

di Surabaya tahun 2019 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2019 belum terdapat 

indikator indeks RB BBPOM di 

Surabaya, namun sudah sudah 

dilakukan penilaian RB. Penurunan 

realisasi indikator tahun 2021 

terjadi karena terdapat perbedaan 

cara penilaian oleh TPI 

dibandingkan tahun 2019. Bila 

dibandingkan degan realisasi dan 

capaian tahun 2020, maka terdapat 

peningkatan di tahun 2021. Pada tahun 2021 BBPOM Surabaya berhasil meraih predikat WBBM 

dari Kementrian PAN dan RB. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 125. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan target renstra 2024 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 92,2 84,64 91,80 Baik 

Realisasi indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 

2024 dengan kriteria baik. Namun demikian, dengan diperolehnya predikat WBBM pada tahun 

2021, maka perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan predikat tersebut supaya bisa meraih 

target tahun 2024. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan IKU BPOM atau capaian nasional, serta standar eksternal 

Tabel 126. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya 

tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi indeks 

tahun 2021 yang tertinggi adalah 

BBPOM di Surabaya dan yang 

terendah adalah BBPOM di 

Makassar. Dari keempat balai yang 

diperbandingkan, hanya BBPOM di 

Surabaya yang sudah mencapai target 

nasional. Jika dibandingkan dengan standar penilaian untuk predikat WBBM dari Kemenpan RB, 

dimana nilai minimal untuk WBBM adalah 85, maka nilai RB BBPOM di Surabaya seharusnya 

bisa lebih tinggi dari nilai yang didapatkan dari APIP atau diatas 85. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

Terdapat peningkatan nilai Indeks RB BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan penilaian 

Inspektorat Utama dibandingkan tahun 2020 (81,06). Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM telah 

melakukan penilaian mandiri ZI dan telah dilaksanakan desk dengan Tim Penilai Internal (TPI) 

sehingga mendapat nilai 92,81. Perbaikan pada triwulan II telah dilakukan sehingga nilai terakhir 

yang diperoleh meningkat menjadi 94,36. Perbaikan yang dilakukan antara lain dengan 

menambahkan sejumlah inovasi menjadi 29 inovasi beserta efektifitas/efeisiensi/dampak inovasi 

tersebut terhadap internal maupun terhadap masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembaruan 

data dukung hingga Juni 2021. Pada triwulan III telah dilaksanakan Pencanangan WBBM sebagai 

bentuk komitmen kepada masyarakat dan stakeholder agar selalu dapat memberikan pelayanan 

yang prima. Pada bulan Nopember, telah dilakukan penilaian oleh Kementrian PAN dan RB baik 
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secara daring maupun kunjungan langsung ke kantor BBPOM di Surabaya. Hasilnya, pada 

Desember 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil meraih predikat WBBM. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Rencana aksi yang sudah dilakukan pada tahun 2021 untuk mencapai target antara lain : 

melakukan sosialisasi RB (Kultum RB) secara rutin setiap Apel online senin dan kamis mencakup 

semua area pada RB, evaluasi internal setiap bulan, pengembangan inovasi Gempur Jatim, 

benchmark dengan instansi yang sudah meraih WBBM yaitu Polres Tanjung Perak dan Baristand 

Surabaya, penyempurnaan aplikasi sikemah (absen pegawai online), penerapan aplikasi simpelsi 

(penilaian efektifitas pelatihan, monitoring mutasi/rotasi, form kepegawaian), pengembangan 

aplikasi siaset (monitoring pemeliharaan kendaraan dan pengaduan kerusakan), pengembangan 

aplikasi sirat (kelengkapan perjalanan dinas dari surat tugas hingga kuitansi), pelaksanaan Pinarak 

Rek, pembaruan website balai, penyempurnaan aplikasi serasi (registrasi dan sertifikasi produk), 

penyempurnaan aplikasi situpai (monitoring sampel pengujian PNBP), melaksanakan inovasi 

SIGAP (Survei Integirtas Petugas), replikasi Gempur Jatim oleh Dinas Perindustrian dan replikasi 

aplikasi sikemah dan TV lobby oleh BBPOM di Medan. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 127. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Indeks RB BBPOM di Surabaya 25.063.587.000 25.046.527.254 99,929 99,93 Tidak Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien 

karena capaian indikator sedikit lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2021. Namun hal ini 

tidak bisa sepenuhnya dikatakan tidak efisien, karena pada tahun 2021 BBPOM Surabaya telah 

mandapat predikat WBBM dari Kemenpan RB, sehingga dapat disimpulkan bila anggaran 2021 

telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Dengan telah diraihnya predikat WBBM di tahun 2021, maka yang perlu dilakukan adalah tetap 

mempertahankan predikat tersebut dengan semakin meningkatkan pelayanan public, 

mengembangkan lagi 29 inovasi yang telah dibangun supaya dapat mengikuti perkembangan isu 

internal dan eksternal, serta selalu melakukan pengendalian internal agar tidak ada pengaduan 

terkait gratifikasi dan KKN dari masyarakat.  

Untuk hasil penilaian indeks RB oleh APIP agar kedepannya bisa diselaraskan dengan capaian 

predikat yang diperoleh oleh Balai, karena predikat WBK/WBBM yang diberikan oleh instansi 

eksternal dalam hal ini Kemenpan RB lebih diakui masyarakat. 
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2. Nilai AKIP  BBPOM di Surabaya  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 128. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 82,6 82,79 100,23 Baik 

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi 

yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut : 

Tabel 129. Kategori Penilaian SAKIP 

No. Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja Kategori Keterangan 

1. > 90 AA Sangat memuaskan 

2. > 80 s.d. 90 A Memuaskan 

3. > 70 s.d 80 BB Sangat baik 

4. > 60 s.d. 70 B Baik 

5. > 50 s.d. 60 CC Cukup baik 

6. > 30 s.d 50 C Agak kurang 

7. < 30 D Kurang 

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 

82,79 atau A dan merupakan nilai terbaik dibandingkan UPT di seluruh Indonesia. Capaian nilai AKIP  

BBPOM di Surabaya tahun 2021 berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,23% dan 

mendapat kriteria “baik”. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 130. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP 
BBPOM di Surabaya tahun 2019 dengan tahun 2021 

Terdapat kenaikan realisasi dan capaian 

nilai AKIP BBPOM di Surabaya pada tahun 

2021 dibandingkan pada tahun 2020 dan 

2019. Dengan selalu menindaklanjuti 

rekomendasi dari APIP, maka penilaian 

bisa meningkat setiap tahunnya. 
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c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 131. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRIERIA 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 87,1 82,79 95,05 Baik 

Realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 

dengan kriteria baik. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target 

Renstra tahun 2024 dapat tercapai. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan 

dengan target nasional 

Tabel 132. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 
tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi nilai AKIP 

tahun 2021 yang tertinggi adalah 

BBPOM Surabaya dan yang terendah 

adalah BBPOM Makassar. Dari 

keempat balai yang diperbandingkan, 

hanya BBPOM Surabaya yang berhasil 

mencapai target nasional. BBPOM 

Surabaya mendapat peringkat pertama 

Nilai AKIP tertinggi dibandingkan semua UPT di seluruh Indonesia. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan 

Pada tahun 2020, BBPOM di Surabaya telah berhasil meraih nilai AKIP A, namun demikian perlu 

dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut atau bahkan maningkatkan nilai tersebut di 

tahun 2021. Penilaian mandiri evaluasi SAKIP BBPOM di Surabaya telah dilakukan pada bulan Maret 

2021 pada aplikasi simolekdesi dengan hasil nilai 89,53. Upaya yang telah dilakukan sejak triwulan I 

untuk meningkatkan nilai AKIP antara lain : penyusunan realisasi PK individu tahun 2020, penyusunan 

PK individu tahun 2021, menindaklanjuti semua rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, 

melengkapi monev rencana aksi pada laporan evaluasi internal, dan melengkapi cascading kinerja dari 

eselon 2 hingga individu dengan target dan realisasi. Desk SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juni 
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2021, dan pada bulan Desember 2021 diperoleh nilai 82,79 (A), meningkat 1,68 poin dibandingkan 

nilai AKIP tahun 2020. 

Keberhasilan capaian nilai AKIP tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya reviu target yang terdapat pada 

Reviu Renstra 2020-2024 dari 85 diturunkan menjadi 82,6. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain Rapat 

Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan 

penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih 

cepat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan Lapkin dan Laptah serta rapat 

evaluasi nasional. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 133. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 1.027.592.000 1.026.623.898 99,91 100,23 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien 

karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Perlu dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP atas implementasi SAKIP 2021. 

Sedangkan hasil rekomendasi APIP atas impelementasi SAKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 akan 

diterapkan di tahun 2022 sebagai upaya perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai sesuai target 

Renstra. 

 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9 

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya  

SASARAN STRATEGIS 9 
TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI SURABAYA YANG  

BERKINERJA OPTIMAL 

 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM 

BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal dengan Nilai NPS 

97,78% dengan kriteria BAIK  
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Tabel 134. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya 85 83,11 97,78 Baik 

a. Perbandingan target dan realisasi  tahun 2021 

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei 

sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot 

penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi 

memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. 

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat 

Profesionalitas ASN sebagai berikut : 

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi; 

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi; 

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang; 

d. Nilai 61 - 70 ( enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan 

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah. 

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran 

Indeks Profesionalitas ASN. 

Pada tahun 2021 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya sesuai 

aplikasi SIASN sebesar 83,11. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 belum 

sepenuhnya mencapai target yaitu 97,78% namun sudah mendapat kriteria Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 135. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks 
Profesionalitas ASN tahun 2020 dengan tahun 2021 

Terdapat penurunan realisasi dan 

capaian Indeks Profesionalitas 

ASN pada tahun 2021 

dibandingkan pada tahun 2020. Hal 

ini disebabkan dengan adanya 

perbedaan cara penilaian antara 

tahun 2020 dengan 2021. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 136. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021 
dengan target renstra 2024 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di 

Surabaya 
85,75 83,11 96,92 Baik 

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024, 

sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan supaya dapat mencapai target 

Renstra 2024 dengan meningkatkan kompetensi pegawai yang masih menadpat nilai kompetensi 

manajerial dibawah 78. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dan dengan target nasional 

Gambar 137. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN 
BBPOM di Surabaya tahun 2021 dengan Balai setara dan target 

Nasional 

Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Indeks 

Profesionalitas ASN tahun 2021 yang 

tertinggi adalah BBPOM di Makasar 

dan yang terendah adalah BBPOM di 

Surabaya. Dari keempat balai yang 

diperbandingkan, semua telah 

mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan 

bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 

40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan IV tahun 2021 

telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : 

pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian 

pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP 

triwulan IV. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing 

pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program 

diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada 

akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir 

triwulan IV, semua pegawai telah memenuhi target 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai 

pada masa pandemi covid 19, dilakukan apel online via zoom setiap senin dan kamis (inovasi 

apel manis) untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah 
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dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu 

kinerja pegawai, diterapkan juga mekanismen reward dan punishment pegawai, dimana pegawai 

yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan pegawai teladan dengan 

diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. 

Sedagkan untuk pegawai yang berkinerja terendah diberikan sertifikat pegawai berkinerja 

terendah untuk memacu pegawai tersebut meningkatkkan kinerjanya. 

Pada bulan Desember 2021, terjadi perubahan kriteria penilaian kompetensi, dimana semua 

pegawai yang telah mengikuti uji kompetensi manajerial namun mendapat nilai kurang dari 78, 

maka tidak mendapat 15 poin untuk kompetensi. Terdapat 26 pegawai yang nilai komptensi 

manajerialnya kurang dari 78, sehingga tidak mendapat poin penuh untuk kompetensi. Hal ini 

berpengaruh pada rata-rata nilai IP ASN BBPOM di Surabaya.. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Selama tahun 2021 telah direncanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai baik yang 

diselenggarakan di pusat maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, namun beberapa 

kegiatan peningkatan kompetensi tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan pertemuan 

akibat pandemi covid. Namun demikian, kegiatan peningkatan kompetensi masih dapat 

dilaksanakan secara daring sehingga target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP perorang 

dapat tercapai. Selain itu dikeluarkannya ijin untuk tugas belajar dan ijin belajar untuk 

meningkatkan kompetensi. 

 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 138. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Indeks Profesionalitas ASN 

BBPOM di Surabaya 
12.982.000 12.980.601 99,99 97,78 Tidak Efisien 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Hal ini terjadi 

karena adanya perubahan cara penilaian indicator yang tidak diantisipasi di akhir tahun, selain 

itu anggaran yang dialokasikan juga sangat sedikit. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada 

pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan 

seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, 

pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah 

dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai 

dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing. Dengan adanya 26 pegawai yang 
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mempunyai nilai kompetensi kurang dari 78, maka akan dilakukan upaya peningkatan 

kompetensi dan mendaftarkan kembali untuk mengikuti ujian kompetensi manajerial di pusat.. 

 

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10 

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

 
Tabel 139. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase pemenuhan laboratorium 
pengujian Obat dan Makanan sesuai standar 

GLP 

78 80,1 102,69 Baik 

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari 

nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. 

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk 

memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang 

Lingkup,  Standar Alat Laboratorium, dan  Standar Kompetensi personel laboratorium.

 Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan 

Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Standar Ruang Lingkup > 65,  

2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,  

3. Standar Alat Laboratorium > 70. 

Pada tiap triwulan dilakukan monev pemenuhan GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat 

dan Makanan Nasional (PPPOMN), pada Triwulan IV telah dilakukan penilaian secara kumulatif 

terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium dan BBPOM di Surabaya mendapat nilai 

SASARAN STRATEGIS 10 
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN  

INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil menguatkan 

laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan 

Makanan dengan Nilai NPS 106.21% dengan kriteria BAIK  
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Presentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 80,80%, pemenuhan Standar 

Kompetensi personel laboratorium sebesar 81,22% dan  Standar Alat Laboratorium sebesar 

78,15%, sehingga total pemenuhan GLP sampai dengan triwulan IV sebesar 80,1%. 

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

tahun 2021 sudah berhasil mencapai target yaitu 102,69% dengan kriteria Baik. 

 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Gambar 140. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase 
pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP tahun 2019 dengan tahun 2021 

Terdapat peningkatan realisasi dan 

capaian persentase pemenuhan 

laboratorium pengujian Obat dan 

Makanan sesuai standar GLP pada 

tahun 2021 jika dibandingkan dengan 

tahun 2020 sebagai hasil dari upaya 

BBPOM di Surabaya dengan 

melakukan monev rutin terhadap 

Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat 

Laboratorium; melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan sebanyak 199 

verifikasi metode analisis;  pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan 

pengembangan kompetensi melalui pelatihan online; dan pemenuhan Standar Alat laboratorium 

dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP. 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

  Tabel 141. Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 
standar GLP tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Persentase pemenuhan laboratorium 

pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP 

93 80,1 86,13 Cukup 

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih 

diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat 

tercapai. 
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d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan IKU BPOM atau capaian nasional 

Grafik 142. Perbandingan Realisasi Persentase 
pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan 

Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dengan Balai 
setara dan capaian nasional 

Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan 

laboratorium pengujian Obat dan Makanan 

sesuai standar GLP tahun 2021 yang tertinggi 

adalah BBPOM di Jakarta dan yang terendah 

adalah BBPOM Makassar. Dari keempat balai 

yang diperbandingkan, hanya BBPOM di 

Makasar yang tidak mencapai target nasional. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

Laboratorium BBPOM di Surabaya berusaha untuk mengejar target yang telah ditetapkan untuk 

tahun 2021. Adanya reviu target pada Reviu Renstra 2020-2024 di bulan Desember 2021 dari 

80,5 menjadi 78 mempengaruhi keberhasilan pencapaian target. Usaha yang dilakukan untuk 

mencapai target antara lain: 

• Melakukan monev terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel 

laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium. 

• Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan verifikasi metode, Sampai 

dengan triwulan IV verifikasi metode analisis yang telah terlaksana adalah sebanyak 199 

metode analisis 

• Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan 

kompetensi melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari 

P3OMN terutama untuk penguji yang belum memiliki sertifikat untuk kompetensi - 

kompetensi yang dipersyaratkan.  

• Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan memprioritaskan pengadaan alat 

untuk pemenuhan GLP. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah : 
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• Dalam rangka pemenuhan SRL telah dilakukan verifikasi terhadap 199 metode analisis pada 

tahun 2021  

• Pemenuhan alat laboratorium pada tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat 

waktu. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 143. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian 
 Obat dan Makanan sesuai standar GLP 

INDIKATOR KINERJA 

TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 

ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian Obat dan 

Makanan sesuai standar GLP 

6.725.274.000 6.723.641.686 99,98 102,69 Efisien 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Persentase 

pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Regionalisasi laboratorium Badan POM akan dilaksanakan mulai tahun 2022, dengan program ini 

diharapkan peningkatan efisiensi baik waktu, reagen, maupun efisiensi terhadap alat – alat 

laboratorium dapat dicapai. Perbedaan pola pengujian terkait regionalisasi tentunya akan 

berpengaruh terhadap pemenuhan standar GLP, diharapkan P3OMN dapat membuat tools 

penilaian pemenuhan standar GLP yang disesuaikan dengan kondisi regionalisasi laboratorium.  

 

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 144. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM 

di Surabaya yang optimal 
2,26 2,48 109,73 Baik 

 

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen 

Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah: 

2,26 – 3  : Optimal 

1,51 – 2,25  : Cukup 

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal 

0 – 0,75 : Sangat Kurang 

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu : 

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC 
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Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem 

BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan 

strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang 

terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu 

lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar 

dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan 

mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan 

indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat 

digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi 

dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data 

dan informasi yang harus dimutahirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracuanan.  

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ 

diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : 

email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email 

yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. 

Pada tahun 2021 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di 

Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 2,48 dengan 

capaian 109,73%, sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kriteria Baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

 

Realisasi dan capaian Indeks pengelolaan 

data dan informasi BBPOM di Surabaya 

tahun 2021 mengalami penurunan 

dibandingkan 2020 karena adanya 

perubahan penilaian pada aspek 

pemutakhiran SIPT. 

 
Grafik 145. Perbandingan Realisasi dan capaian indeks pengelolaan 

data dan informasi tahun 2020 dengan tahun 2021 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 146. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2021 

dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM 

di Surabaya yang optimal 
3 2,48 82,67 Cukup 

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2021 

belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria cukup. Masih diperlukan upaya 

perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan IKU BPOM atau capaian nasional 

 Grafik 147. Perbandingan Realisasi pengelolaan data dan informasi BBPOM 
di Surabaya yang optimal tahun 2021 dengan Balai setara dan target nasional 

Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi Indeks 

pengelolaan data dan informasi yang 

optimal tahun 2021 yang tertinggi adalah 

BBPOM Surabaya dan yang terendah 

adalah BBPOM Bandung. Dari keempat 

balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM 

di Surabaya dan BBPOM di Jakarta yang 

sudah mencapai target nasional. 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

Realisasi indikator hingga triwulan IV dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut: 

Pemutakhiran 

SIPT 

Pemutakhiran 

SPIMKER 

Pemanfaatan 

Email 

Pemanfaatan 

Sharing folder 

Pemanfaatan 

Dashboard BCC 

Pemanfaatan 

Berita Aktual 

Realisasi 

Indeks 

2 3 3 2 3 3 2,48 

    

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi triwulan IV sudah melebihi target yang 

ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain: 

• Melakukan monev input SIPT setiap bulan.  

• Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu 

• meningkatkan akses email pegawai dengan mentautkan Absensi Online “SIKEMAH” dengan 

halaman login email pom.go.id, serta mengirim email pemberitahuan terkait kepegawaian 

kepada seluruh pegawai melalui email pom.go.id dengan permintaan untuk reply. 

• Tetap rutin melakukan upload berita actual dengan target 30 berita dalam 1 triwulan 
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Nilai indeks pemutakhiran SIPT pada Triwulan IV masih rendah karena masih terdapat 

beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya : 

• Pengisian aplikasi SIPT untuk sampel 2021 tidak dapat dilakukan pada awal tahun, karena 

menunggu cut off pengisian sampel tahun 2020 

• Pengisian parameter uji, metode analisis dan syarat uji yang belum otomatis sehingga 

membutuhkan waktu yang lama untuk memproses satu sampel dari role sub koordinator 

pengujian ke penyelia menyebabkan beberapa sampel tidak dapat diinput 

• Hasil pemeriksaan tidak lagi diisikan melalui aplikasi SIPT, hal ini menyebabkan sampel yang 

telah diverifikasi oleh Koordinator Pengujian tidak dapat diteruskan ke role Kepala Balai. 

Kendala ini pada akhir triwulan IV sudah mendapatkan solusi, namun dalam aplikasi SIPT 

masih terdapat penumpukan sampel yang perlu diverifikasi (carry over) sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih untuk menyelesaikan laporan SIPT agar sejalan dengan 

jumlah sampel yang sedang dikerjakan saat ini. 

• Hasil penandaan yang belum diinput oleh operator dari Balai lain (sampel rujukan) 

menjadikan hasil uji yang telah diverifikasi tidak dapat diteruskan ke role Kepala Balai.   

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 148. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Indeks pengelolaan data dan 

informasi BBPOM di Surabaya 

yang optimal 

330.940.000 330.900.887 99,99 109,73 Efisien 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2021. Dapat 

disimpulkan bila anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Indeks 

pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal. 

g. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Agar segera berkoordinasi dengan Pusdatin untuk menyelesaikan kendala yang masih muncul 

dalam SIPT. Dan tetap melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan 

data dan informasi secara rutin setiap bulan. 
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Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut : 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11 

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 149. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya 93,4 90,66 97,07% Baik 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus : 

 (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) 

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang 

diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja 

Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran 

evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek 

kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ 

Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, 

Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu 

Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek 

implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementrian Negara/Lembaga.  

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 adalah 90,66, diperoleh 

dari nilai IKPA 96,95 dan nilai EKA 86,47. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya 

SASARAN STRATEGIS 11 
TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI SURABAYA  

SECARA AKUNTABEL 
 

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mengelola 

Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel dengan  

Nilai NPS 102.88% dengan kriteria BAIK  
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tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,07% namun sudah mendapat 

kriteria baik. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 

Tabel 150. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai 
Kinerja Anggaran tahun 2019 dengan tahun 2021 

Pada tahun 2019 belum terdapat indikator nilai 

kinerja anggaran, namun hasil penilaian nilai 

kinerja anggaran telah ada setiap tahun, 

sehingga realisasi kinerja dapat dibandingkan, 

sedangkan capaian kinerja tidak dapat 

dibandingkan karena belum ada target pada 

tahun 2019. Terjadi penurunan nilai kinerja 

anggaran dari tahun 2019 dibandingkan tahun 

2020 dan 2021. Pada tahun 2021 penyerapan anggaran sangat tinggi hingga 99,95%, akibatnya nilai 

efisiensi sangat kecil, sehingga menurunkan nilai kinerja anggaran.  

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 151. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 

Surabaya 
96,4 90,66 94,05 Baik 

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2021 belum mencapai target Renstra tahun 2024 

dengan kriteria baik. Perlu dilakukan perbaikan berkesinambunagn agar dapat mencapai target 

Renstra 2024. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan IKU BPOM atau capaian nasional 

Gambar 152. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 
dengan Balai setara dan IKU BPOM 

Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi nilai kinerja 

anggaran tahun 2021 yang tertinggi adalah 

BBPOM di Makasar dan yang terendah 

adalah BBPOM di Jakarta. Dari keempat 
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balai yang dierbandingkan tidak ada yang mencapat target nasional 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2021 yang belum mencapai target, dipengaruhi oleh 

rendahnya nilai deviasi halaman 3 dipa pada komponen IKPA yang disebabkan oleh kesalahan 

memperkirakan pencairan gaji 13 dan 14. Selain itu masih ada keterlambatan pengajuan GUP 

nihil,  11 kesalahan SPM, 2 retur SP2D, dan penyerapan anggaran masih 95,68%.  

 

Nilai EKA tahun 2021 adalah 86,47 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini dipengaruhi 

oleh tingginya realisasi anggaran yaitu 99,95% sedangkan output tercapai 100%, sehingga 

efisiensi sangat rendah. Efisiensi akan tinggi jika output tercapai 100% dengan menggunakan 

anggaran sesedikit mungkin. 

Adanya reviu target pada Reviu Renstra 2020-2024 pada Nilai Kinerja Anggaran yang menurun 

dari 94 menjadi 93,4 juga mempengaruhi capaian pada tahun 2021 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2021 untuk menunjang keberhasilan pencapaian 

indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan 

koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah 

KPPN Surabaya II dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kerja 

sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi 

dapat segera diselesaikan dengan baik.  

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 153. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 
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INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 

2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 
ANGGARAN 

CAPAIAN 
INDIKATOR 

TINGKAT 
EFISIENSI 

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 
Surabaya 

3.240.000 3.240.000 100 97,07 Tidak Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak 

efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2021. Meski 

demikian, anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian indicator sangatlah kecil. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka perlu untuk memaksimalkan nilai IKPA dengan 

menyusun perencanaan penarikan halaman 3 DIPA seakurat mungkin, mengurangi kesalahan 

SPM dengan verifikasi berlapis, berusaha tepat waktu untuk pengelolaan UP/TUP.  

 

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021 

Tabel 154. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2021 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 

BBPOM di Surabaya 

92 

(Efisien) 

100 

(Efisien) 
108,70 Baik 

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya diukur dengan membandingkan indeks 

efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).  

TE = (IE - SE) / SE 

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:  

IE = (%capaian output) / (%capaian input) 

Standar efisiensi (SE) adalah 1 

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak 

efisien.  

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun 

menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian 

output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi 

indikator kinerja. 

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 adalah 100%, 

diperoleh dari perhitungan realisasi 30 indikator kinerja dan realisasi anggaran 30 indikator 

kinerja. Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 sudah 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 108,70% dengan kriteria “baik”. 

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya 
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Tabel 155. Perbandingan Realisasi dan capaian Tingkat Efisiensi 
Penggunaan Anggaran tahun 2021 dengan tahun 2020 

Realisasi dan capaian indikator 

tingkat efisiensi penggunaan 

anggaran tahun 2021 sama dengan 

tahun 2020. Hal ini menunjukkan 

konsistensi mempertahankan 

kinerja tingkat efisiensi anggaran. 

 

 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2021-2024 

Tabel 156. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tahun 2021 dengan target renstra 2024 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2024 

REALISASI 

2021 

% 

CAPAIAN 
KRITERIA 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM 

di Surabaya 
- 100 - - 

Sesuai dengan Reviu Renstra 2020-2024 yang disahkan pada tahun 2021, indicator Tingkat 

Efisiensi Penggunaan Anggaran telah dihapuskan sejak tahun 2022 karena dianggap sudah 

terwakili oleh indikator Nilai Kinerja Aggaran. 

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, 

dengan IKU BPOM atau capaian nasional 

Gambar 157. Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi 
Penggunaan Anggaran tahun 2021 dengan Balai setara dan 

IKU BPOM 

Berdasarkan grafik disamping, dapat 

disimpulkan bahwa realisasi tingkat 

efisiensi penggunaan anggaran tahun 

2021 terendah adalah BBPOM di 

Bandung. Dari keempat balai yang 

dieprbandingkan, semua telah mencapai 

target nasional. 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan 
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Target efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 telah tercapai. Hal ini 

disebabkan karena penyerapan anggaran cukup tinggi yaitu 99,95% dengan capaian indicator 

102,64% sehingga menghasilkan Tingkat Efisiensi di atas 100 atau efisien sesuai Definisi 

Operasional indicator dari pusat. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan target 30 

indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan 

dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi 

anggaran.   

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan adalah 

pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan 

untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat 

terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan. 

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 

Tabel 158. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

ANGGARAN 
2021  

REALISASI 
ANGGARAN 

2021  

% REALISASI 

ANGGARAN 

CAPAIAN 

INDIKATOR 

TINGKAT 

EFISIENSI 

Tingkat Efisiensi Penggunaan 

Anggaran BBPOM di Surabaya 
3.240.000 3.240.000 100 100 Efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah 

efisien karena capaian indikator sama dengan % realisasi anggaran 2021. Dapat disimpulkan bila 

anggaran 2021 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indicator Tingkat Efisiensi Penggunaan 

Anggaran BBPOM di Surabaya. 

h. Upaya perbaikan dan penyempuranaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) 

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka perlu untuk selalu dilakukan pemantauan setiap 

bulan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh 

dibawah target supaya bisa tercapai di setiap triwulan. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran 

untuk mendukung pencapaian target indikator. 

 

3.2. Realisasi Anggaran 

Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 

23 Nopember 2020 sebesar Rp.50.526.716.000,-. Pada tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan revisi APBNP 

dalam rangka penghematan anggaran pada komponen tunjangan kinerja THR dan tunjngan kinerja gaji 

ke-13, sehingga pagu menjadi Rp.49.750.847.000,-. Pada tanggal 25 Juli 2021 dilakukan lagi revisi APBNP 
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untuk penanganan pandemi covid, sehingga pagu menjadi Rp.48.356.819.000,-. Pada tanggal 5 Agustus 

2021 juga dilakukan revisi APBNP dalam rangka pemberian bantuan sosial pada masyarakat yang 

terdampak pandemi covid 19, sehingga pagu menjadi Rp.45.791.819.000,-. Pada tanggal 4 November 

2021 dilakukan revisi APBNP untuk menambah belanja pegawai menjadi Rp.45.856.819.000,-. Realisasi 

anggaran hingga triwulan IV tahun 2021 adalah Rp.45.834.343.279,- atau 99,95%. 

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan 

anggaran secara efektif dan efisien.  

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan 

penyerapan anggaran adalah : 

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala 

• Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan 

• Percepatan pengadaan barang dan jasa 

 

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi 

diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit 

tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan 

output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input 

yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap 

standar efisiensi (SE). 

 

 

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input 

(dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut : 

 
 

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai 

efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 

1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus : 
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Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2021 sebagaimana tertuang 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 159. Tingkat Efisiensi Kegiatan 

NO. KEGIATAN TE KATEGORI 

1. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory 

Practice 

0,00 EFISIEN 

2. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan 0,00 EFISIEN 

3. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan 0,00 EFISIEN 

4. KIE Obat dan Makanan Aman 0,06 EFISIEN 

5. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 0,00 EFISIEN 

6. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan 1,00 EFISIEN 

7. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 0,00 EFISIEN 

8. Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan  0,00 EFISIEN 

9. Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah  (PJAS) 0,00 EFISIEN 

10. Desa Pangan Aman 0,00 EFISIEN 

11. Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya 0,00 EFISIEN 

12. Sampel Makanan yang Diperiksa  0,15 EFISIEN 

13. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang 

Diperiksa 

0,01 EFISIEN 

14. Sampel pangan fortifikasi yang di periksa 0,00 EFISIEN 

15. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa 0,05 EFISIEN 

16. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan 

Makanan yang Diperiksa 

0,04 EFISIEN 

17. Layanan Perkantoran 0,00 EFISIEN 

Pada triwulan IV tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk 

mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi 

(TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 1. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin 

rendah ketidakefisienan yang terjadi. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan 

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula 

logika berikut : 

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien 

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien 

 

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi 

(TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-

masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut : 
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mempunyai TE tertinggi karena telah dilakukan revisi anggaran untuk efisiensi kegiatan menghasilkan 

output yang lebih banyak. 

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, 

BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran 

strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. 

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat 

berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. 

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke 

depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data 

yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran. 

Analisis Hubungan Biaya  dengan Capaian per Sasaran Strategis 

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis 

dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut : 

1)  0 - 0,2 : 100% (Efisien)  
2)  0,21 - 0,4 :   95% (Efisien)  
3)  0,41 - 0,6 :   92% (Efisien)  
4)  0,61 - 0,8 :   90% (Efisien)  
5)  0,81 - 1,0 :   88% (Efisien)  
6)  1,01 - 1,2 :   86% (Tidak Efisien) 

7)  1,21 - 1,4 :   84% (Tidak Efisien) 

8)  1,41 - 1,6 :   80% (Tidak Efisien) 

9)  1,61 - 1,8 :   78% (Tidak Efisien) 

10)   > 1,81 :   75% (Tidak Efisien) 
 

Tabel 160. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis 
% Capaian 

Anggaran 

% Capaian 

Indikator 

Tingkat 

Efisiensi 
Kategori 

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi 

syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya 

99,94 107,13 0,07 Efisien 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah 

kerja BBPOM di Surabaya 

99,97 96,53 -0,03 Tidak 

Efisien 

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat 

terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di 

wilayah kerja BBPOM di Surabaya 

99,91 96,99 -0,03 Tidak 

Efisien 

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan 

Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja 

BBPOM di Surabaya 

99,99 106,84 0,07 Efisien 

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di 

Surabaya 

99,98 100,11 0,00 Efisien 
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Sasaran Strategis 
% Capaian 

Anggaran 

% Capaian 

Indikator 

Tingkat 

Efisiensi 
Kategori 

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan 

pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM 

di Surabaya 

99,94 97,82 -0,02 Tidak 

Efisien 

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat 

dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya 

100,00 105,74 0,06 Efisien 

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di 

Surabaya yang optimal 

99,93 100,08 0,00 Efisien 

9. Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang 

berkinerja optimal 

99,99 97,78 -0,02 Tidak 

Efisien 

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan 

informasi pengawasan Obat dan Makanan 

99,98 106,21 0,06 Efisien 

11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara 

Akuntabel 

100,00 102,88 0,03 Efisien 

 

Diantara 11 sasaran strategis, masih ada 4 sasaran strategis yang tidak efisien. Hal ini mencerminkan 

bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif 

dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga 

kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak 

berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis. 

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

i. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang 

memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar Rp921.773.900,- atau 2,01% dari 

keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling obat dan 

makanan beserta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka 

penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis pertama adalah efisien karena capaian 

sasaran yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. 

ii. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan 

mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan 

sebesar Rp 112.215.525,- atau 0,24% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan melalui media. Kegiatan 

ini berdampak terhadap peningkatan hasil survey kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan 

aman dan bermutu meskipun target tahun 2021 belum sepenuhnya dapat tercapai. Berdasarkan 

hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis 

kedua adalah tidak efisien karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang 

dikeluarkan. 
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iii. Pada sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap 

kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang 

direalisasikan sebesar Rp334.965.834,- atau 0,73% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini 

dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registration pangan 

olahan, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, Pertemuan Jejaring Pengawasan Obat 

Dan Makanan Di Daerah, serta acara forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan 

lintas sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha 

dan masyarakat, namun belum cukup untuk dapat mencapai target tahun 2021. Berdasarkan hasil 

pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketiga 

adalah tidak efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang 

dikeluarkan. 

iv. Pada sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan 

Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan 

sebesar Rp1.605.337.090,- atau 3.50% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini 

dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan 

makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, 

tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gempur Jatim), pendampingan UMKM 

obat tradisional SiPPOTra, peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana 

prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan 

efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat 

tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai 

sasasaran strategis keempat adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari 

anggaran yang dikeluarkan. 

v. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat 

dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar 

Rp7.727.750.575,- atau 16,86% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, 

desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE 

ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat 

efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kelima adalah efisien 

karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. 

vi. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian 

Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar 

Rp882.290.150,- atau 1.92% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk 
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pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan beserta sarana prasarana penunjang. 

Kegiatan-kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas 

pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan ditunjukkan dengan belum tercapainya semua 

target 2 indikator. Sehingga perlu dievaluasi kembali untuk pengurangan kegiatan-kegiatan yang 

tidak berorientasi pada hasil dan refocusing pada kegiatan-kegiatan yang berdampak pada 

pencapaian sasaran Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran 

untuk mencapai sasasaran strategis keenam adalah tidak efisien karena capaian outcome yang 

dihasilkan lebih sedikit dari anggaran yang dikeluarkan. 

vii. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan 

Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar 

Rp1.102.855.879,- atau 2,41% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan 

kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas 

penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. 

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai 

sasasaran strategis ketujuh adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari 

anggaran yang dikeluarkan. 

viii. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya 

yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp26.073.151.152,- atau 56,89% dari 

keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran 

dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan 

untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional Loka, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan 

dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut 

cukup efektif untuk dapat mencapai target indeks RB dan AKIP tahun 2021. Berdasarkan hasil 

pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis 

kedelapan adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi anggaran yang 

dikeluarkan. 

ix. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja 

optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 12.980.601,- atau 0.03% dari keseluruhan realisasi 

anggaran. Anggaran ini terlalu sedikit untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai 

yang berdampak pada tidak tercapaianya target sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat 

efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesembilan adalah tidak 

efisien karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. 
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x. Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi 

pengawasan Obat dan Makanan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 7.054.542.573,- atau 

15,39% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil pengujian, peningkatan kompetensi penguji, 

koordinasi laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut 

berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan 

dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka 

penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesepuluh adalah efisien karena capaian 

outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. 

xi. Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara 

Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 6.480.000,- atau 0.01% dari keseluruhan 

realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. 

Walaupun anggaran yang diperlukan sangat kecil, namun kegiatan-kegiatan tersebut berdampak 

nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan tercapainya target 

indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk 

mencapai sasasaran strategis kesebelas adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan 

melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.   
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4.1 Kesimpulan 

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis 2021-2024. Renstra 2021-2024 

mempunyai 11 sasaran strategis dengan 30 indikator. Pada tahun 2021 ini evaluasi kinerja didasarkan 

pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024, 

Reviu Renstra 2020-2024, dan DIPA tahun 2021. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan 

indikator, telah dilakukan 17 kegiatan utama. 

1. Dari 11 sasaran strategis, diperoleh 11 sasaran strategis memperoleh capaian“BAIK”. 

2. Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

1) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi 

syarat di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 107,13% dengan kriteria BAIK; 

2) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NPS 

sebesar 96,53% dengan kriteria BAIK; 

3) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan 

masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di 

Surabaya dengan NPS sebesar 96,99% dengan kriteria BAIK; 

4) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana 

Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 

106,84% dengan kriteria BAIK; 

5) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 100,11% 

dengan kriteria BAIK; 

6) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk 

dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 97,82% 

dengan kriteria BAIK; 
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7) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak 

pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NPS sebesar 105,74% dengan 

kriteria BAIK; 

8) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di 

Surabaya yang optimal dengan NPS sebesar 100,08% dengan kriteria BAIK; 

9) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang 

berkinerja optimal dengan NPS sebesar 97,78% dengan kriteria BAIK; 

10) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan 

informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 106,21% dengan kriteria BAIK; 

11) Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya berhasil mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara 

akuntabel dengan NPS sebesar 102,88% dengan kriteria BAIK. 

3. Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, semua kegiatan  

efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0 hingga 1. 

4. Dari 11 sasaran strategis, terdapat 4 sasaran strategis yang pembiayaannya tidak efisien. 

 

1.2. Saran 

1. Melakukan analisa secara mendalam terhadap capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas 

kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang belum mencapai target dengan kriteria cukup. 

Meminta data data survey secara lengkap kepada Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 

meliputi metode survey, lokasi survey dan pertanyaan survey. Selanjutnya menyusun strategi untuk 

melakukan intervensi agar dapat menaikkan nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan di tahun 2022. 

2. Melakukan evaluasi secara rutin dan upaya percepatan terhadap pencapaian 7 indikator yang masih 

belum mencapai target meskipun sudah mendapat kriterian baik. 
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2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 
 

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 
BALAI BESAR POM DI SURABAYA 

 

NO 
PROGRAM/KEGI

ATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN 

1 Laboratorium 

pengawasan Obat 

dan Makanan yang 

sesuai Good 

Laboratory Practice 

Input :                                                                

Dana 

Rp 2.328.970.000 2.328.734.875 99,99 

Output :                                                                                  

Jumlah laboratorium 

laboratorium 1 1 100,00 

2 Laporan dukungan 

investigasi dan 

penyidikan obat dan 

makanan 

Input :                                                                       

Dana 

Rp 297.768.000 297.761.881 100,00 

Output :                                                                                  

Jumlah laporan 

penyidikan 

laporan 3 3 100,00 

3 Keputusan/Sertifikasi 

Layanan Publik yang 

Diselesaikan 

Input :                                                              

Dana 

Rp 815.452.000 815.443.250 100,00 

Output :                                                                

Jumlah sertifikat yang 

diselesaikan 

sertifikat 7 7 100,00 

4 KIE Obat dan 

Makanan Aman 

Input :                                                              

Dana 

Rp 6.613.746.000 6.612.965.598 99,99 

Output :                                                                                  

Jumlah KIE 

KIE 20.950 22.157 105,76 

5 Laporan koordinasi 

pengawasan Obat 

dan Makanan 

Input :                                                              

Dana 

Rp 1.190.225.000 1.189.217.099 99,92 

Output :                                                                                  

Jumlah layanan 

layanan 1 1 100,00 

6 Layanan Publikasi 

keamanan dan mutu 

Obat dan Makanan 

Input :                                                                       

Dana 

Rp 112.248.000 112.215.525 99,97 

Output :                                          

Jumlah layanan 

publikasi   

layanan 26 52 200,00 

7 Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal 

Input :                                                              

Dana 

Rp 4.848.966.000 4.847.263.757 99,96 

Output :                                                                                  

Jumlah layanan 

layanan 1 1 100,00 

8 Perkara Di Bidang 

Penyidikan Obat Dan 

Makanan  

Input :                                                                       

Dana 

Rp 805.100.000 805.093.998 100,00 

Output :                                                                                  

Jumlah perkara 

perkara 6 6 100,00 

9 Sekolah yang 

Diintervensi 

keamanan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah  

(PJAS) 

Input :                                                              

Dana 

Rp 440.980.000 440.481.882 99,89 

Output :                                                                                  

Jumlah sekolah yang 

diintervensi 

sekolah 42 42 100,00 
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NO 
PROGRAM/KEGI

ATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET REALISASI 

% 

CAPAIAN 

10 Desa Pangan Aman Input :                                                                    

Dana 

Rp 598.928.000 598.816.365 99,98 

Output :                                                                                  

Jumlah desa yang 

diintervensi 

desa 19 19 100,00 

11 Pasar yang 

Diintervensi Menjadi 

Pasar Aman dari 

Bahan Berbahaya 

Input :                                                                

Dana 

Rp 315.280.000 315.098.939 99,94 

Output :                                                                                  

Jumlah pasar yang 

diintervensi 

pasar 12 12 100,00 

12 Sampel Makanan yang 

Diperiksa  

Input :                                                                

Dana 

Rp 678.830.000 678.337.655 99,93 

Output :                                                                                  

jumlah sampel 

makanan 

sampel 863 996 115,41 

13 Sampel Obat, Obat 

Tradisional, Kosmetik 

dan Suplemen 

Kesehatan yang 

Diperiksa 

Input :                                                                

Dana 

Rp 1.086.727.000 1.086.242.645 99,96 

Output :                                                                                  

jumlah sampel Obat, 

Obat Tradisional, 

Kosmetik dan 

Suplemen Kesehatan 

sampel 1.796 1.820 101,34 

14 Sampel pangan 

fortifikasi yang di 

periksa 

Input :                                                                

Dana 

Rp 39.543.000 39.483.750 99,85 

Output :                                                                                  

jumlah sampel pangan 

fortifikasi 

sampel 130 130 100,00 

15 Sarana Produksi Obat 

dan Makanan yang 

Diperiksa 

Input :                                                              

Dana 

Rp 292.775.000 292.761.400 100,00 

Output :                                                                                  

Jumlah sarana 

produksi 

sarana 330 346 104,85 

16 Sarana Distribusi 

Obat, Obat 

Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen 

Kesehatan dan 

Makanan yang 

Diperiksa 

Input :                                                              

Dana 

Rp 592.587.000 592.486.065 99,98 

Output :                                                                                  

Jumlah sarana 

distribusi 

sarana 621 648 104,35 

17 Layanan Perkantoran Input :                                                              

Dana 

Rp 24.798.694.000 24.795.834.395 99,99 

Output :                                                                                 

Jumlah layanan 

layanan 1 1 100,00 
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3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA 
 

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA 
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA 

TRIWULAN IV TAHUN 2021 

NO PROGRAM/KEGIATAN 

RATA-RATA % 

CAPAIAN 

TARGET IE SE KATEGORI TE 

INPUT OUTPUT 

1 Laboratorium pengawasan 

Obat dan Makanan yang 

sesuai Good Laboratory 

Practice 

99,99 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

2 Laporan dukungan 

investigasi dan penyidikan 

obat dan makanan 

100,00 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

3 Keputusan/Sertifikasi 

Layanan Publik yang 

Diselesaikan 

100,00 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

4 KIE Obat dan Makanan 

Aman 

99,99 105,76 1,06 1 EFISIEN 0,06 

5 Laporan koordinasi 

pengawasan Obat dan 

Makanan 

99,92 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

6 Layanan Publikasi keamanan 

dan mutu Obat dan 

Makanan 

99,97 200,00 2,00 1 EFISIEN 1,00 

7 Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal 

99,96 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

8 Perkara Di Bidang 

Penyidikan Obat Dan 

Makanan  

100,00 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

9 Sekolah yang Diintervensi 

keamanan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah  (PJAS) 

99,89 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

10 Desa Pangan Aman 99,98 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

11 Pasar yang Diintervensi 

Menjadi Pasar Aman dari 

Bahan Berbahaya 

99,94 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

12 Sampel Makanan yang 

Diperiksa  

99,93 115,41 1,15 1 EFISIEN 0,15 

13 Sampel Obat, Obat 

Tradisional, Kosmetik dan 

Suplemen Kesehatan yang 

Diperiksa 

99,96 101,34 1,01 1 EFISIEN 0,01 

14 Sampel pangan fortifikasi 

yang di periksa 

99,85 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 

15 Sarana Produksi Obat dan 

Makanan yang Diperiksa 

100,00 104,85 1,05 1 EFISIEN 0,05 

16 Sarana Distribusi Obat, 

Obat Tradisional, Kosmetik, 

Suplemen Kesehatan dan 

Makanan yang Diperiksa 

99,98 104,35 1,04 1 EFISIEN 0,04 

17 Layanan Perkantoran 99,99 100,00 1,00 1 EFISIEN 0,00 
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RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 

 

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN 
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2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP 
OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU 
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3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN 
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
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4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN 

OBAT DAN MAKANAN 
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5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (91,72) 

 

 

 
6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL 

INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN 
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7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI 

HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER 

 
 

 

 

8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN 
SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 

 
 
 
 

9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA 
PRODUKSI 
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10. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI 
 

 
 

 

11. Indeks Pelayanan Publik (4,52/Pelayanan Prima) 

 

 

12. PERSENTASE UMKM BINAAN YANG MEMENUHI KETENTUAN CPPOB 
(50,90) 
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13. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (91,51) 

 

 

14. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH 

(PJAS) AMAN (42 sekolah) 

 

 

15. JUMLAH DESA PANGAN AMAN (19 desa) 
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16. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA (12 pasar) 

 

17. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN 
YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR 

 

 
 

 

 

18. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN 
PENYIDIKAN  
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19. INDEKS RB UPT (84,64) 

 
 

 

20. NILAI AKIP UPT (82,79) 
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21. INDEKS PROFESIONALITAS ASN UPT (83,11) 

 
 

 
 

22. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN 
MAKANAN SESUAI STANDAR GLP (80,1) 
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23. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL 
(2,48) 
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24. NILAI KINERJA ANGGARAN 
 

 
Nilai EKA tw 4, per 10 Januari 2022 = 86,47 x 60% = 51,88 

Nilai IKPA = 96,95 x 40% =  38,78 

 
Nilai Kinerja Anggaran = 51,88 + 38,78 = 90,66 
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25. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN UPT (100%) 

 

 


